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KATA PENGANTAR

Sekarang barangkali telah terlupakan tetapi pernah pada
suatu ketika kehadirannya sangat terasa. Kalau tahap-tahap
perkembangan nasionalisme di tanah air kita ini diperhatikan
tampaklah bahwa ada suatu fase ketika gerakan “nasionalisme”
yang bertolak dari kesadaran etnis memainkan peranan pen-
ting. Setidaknya begitulah halnya dalam sistem wacana yang
sedang berkembang. Dalam suasana wacana nasionalisme ini
berbagai aspek kebudayaan yang dimiliki kesatuan etnis dan
daerah seperti bahasa, adat-istiadat, sistem sosial, pening-
galan budaya material, dan segala hal yang dijadikan pantulan
dari keluhuran warisan budaya dan keunikan yang membang-
gakan dijadikan landasan. Dalam ideologi yang dengan seng-
aja dirumuskan ini berbagai realitas objektif yang dimiliki dan
dihayati bersama dijadikan sebagai landasan utama.

Dalam konteks sejarah Indonesia kecenderungan pe-
mikiran seperti ini bisa disebut nasionalisme-etnis. Sebagai
landasan dalam kehidupan politik nasionalisme bukanlah se-
suatu yang telah ada dengan begitu saja tetapi sesuatu yang
dengan sengaja dirumuskan sebagai suatu corak state of mind
(menurut Hans Kohn) yang baru. Landasan berpikir yang dicip-
takan ini diinginkan untuk menjadi landasan dari kehidupan
sosial-politik bagi masa kini dan masa depan. Dalam seja-
rah kelihatan bahwa cita-cita nasionalisme etnis ini lahir dan
tumbuh ketika makna dari kehadiran kekuasaan kolonialisme
modern telah mulai dipahami.

Mungkin terasa sebagai sebuah kontradiksi tetapi me-
mang kolonialisme modern bukan saja tampil dan dirasakan
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sebagai suatu penindasan politik dan ekonomi. Kehadiran ko-
lonialisme modern juga dirasakan pemberi contoh tentang apa
yang disebut pada waktu itu—awal abad 20—sebagai “dunia
maju”. Jadi, nasionalisme sesungguhnya adalah ideologi yang
tumbuh pada masa ketika kesadaran akan “dunia maju” telah
meresapi kesadaran. Memang kesadaran akan adanya “bang-
sa” atau “nasion” hanya mungkin lahir ketika nasionalisme te-
lah meresap. Ketika hal ini telah terjadi masyarakat dan tradisi
kultural tidak lagi diperlakukan sebagai sesuatu yang wajar
dan semestinya saja tetapi sebagai milik komunitas baru yang
telah dirumuskan sebagai “bangsa”. Semuanya menjadi milik
“bangsa” yang harus dipelihara, dipertahankan dan dibangga-
kan.

Tidak seperti patriotisme yang memancarkan kecin-
taan pada tanah air yang dipupuk secara alamiah, nasional-
isme adalah hasil perenungan terhadap realitas kesejarahan
yang dialami. Cita-cita ini tumbuh pada waktu eksistensi
masyarakat sendiri telah dihadapkan pada tantangan yang
datang dari luar atau dirasakan sebagai sesuatu yang tidak
sah menguasai kehidupan. Ketika kedua hal ini telah mera-
suki pemikiran dan perasaan, perbendaharaan kultural dan
sosial tidak lagi dibiarkan sebagaimana adanya. Kesemuanya
dan juga tanah kelahiran dijadikan landasan yang otentik bagi
keberlanjutan eksistesi diri. Kecenderungan pemikiran seperti
jelas sekali tampak ketika apa yang disebut Komite Nasion-
alisme Jawa yang disponsori oleh Budi Utomo mengadakan
Kongres Perkembangan Kebudayaan Jawa (1918).

Bisa juga dipahami bahwa hanya kesatuan-kesatuan et-
nis yang relatif besar dan yang pernah berada dalam satu ke-
satuan politik dan kekuasaan yang sempat merumuskan dan
mencita-citakan nasionalisme yang bertolak dari kesadaran
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etnis ini. Betapa pun mungkin secara teoretis setiap kesatuan
etnis, besar atau kecil, bisa dibayangkan sebagai ikatan sosial-
kultural yang memupuk nasionalisme etnis tetapi sejarah tidak
pernah memperlihatkan kemungkinan ini terjadi. Kesatuan et-
nis yang kecil hanya merasakan bahwa mereka berbeda dari
tetangga, yang berdiam mungkin di balik bukit sana atau yang
bermukim di seberang selat atau sungai yang di sana. Hanya-
lah kesatuan etnis yang mempunyai wilayah yang jelas sempat
membayangkan tumbuhnya suatu ikatan sosial-politik yang
disebut “bangsa” dan bercita-cita akan terbentuknya suatu
negara-bangsa yang modern.

Para pelopor nasionalisme etnis pada umumnya adalah
bangsawan lokal yang telah mendapatkan pendidikan Barat.
Mereka adalah anggota dari lapisan masyarakat yang mempu-
nyai kesempatan untuk membanding-banding kebudayaan
sendiri dengan dunia luar. Dalam perjalanan sejarah yang dia-
lami bangsa kita ada dua peristiwa yang mendahului kelahi-
ran nasionalisme etnis ini. Pertama, kegagalan dari berbagai
corak perlawanan bersenjata terhadap penetrasi pengaruh
dan kekuasaan asing, mula-mula di bawah pimpinan sultan
atau raja, kemudian bangsawan istana dan akhirnya ulama
dan pemimpin gerakan kebatinan. Dalam ingatan kolektif
bangsa segala macam dan corak perlawanan ini dihiasi oleh
nama para pahlawan yang tak terlupakan. Kedua dan tidak
kurang pentingnya, setelah para ahli indologie dan arkeolo-
gi kolonial mengungkapkan peninggalan budaya masa lalu
yang membanggakan. Pada saat ini pula keunggulan cita-rasa
ke-Timur-an mulai disebarkan. Jadi, nasionalisme etnis ber-
mula dari keharusan untuk menemukan jalan lain dan pada
saat rasa kebanggaan peninggalan budaya lama mendapat
pengakuan dari sang pemenang konflik. Akan tetapi, seketika
masalah kekuasaan telah harus dihadapi nasionalisme yang
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bersifat etnis ini dengan begitu saja menemukan kontradiksi
internal. Bagaimanakah kebanggaan akan sejarah dan kebu-
dayaan sendiri bisa bertahan ketika realitas memperlihatkan
betapa arus kehidupan komunitas yang akrab telah berada di
bawah kekuasaan bangsa lain?

Kontradiksiinternal ini semakin keras juga ketika anak-anak
muda berpendidikan Barat yang berasal dari berbagai kesatu-
an etnis mulai memupuk rasa persatuan yang bersifat insuler,
suatu ikatan solidaritas yang bertolak dari rasa sepulau. “Jauh
di rantau orang”, bahkan menyeberangi ke pulau lain dan be-
lajar di kota-kota besar kolonial dengan penduduk yang bersi-
fat majemuk yang tersusun secara hirarki rasial, mereka—para
terpelajar muda yang berpendidikan Barat itu—mendirikan
organisasi kepemudaan yang berdasarkan nasionalisme in-
suler. Dalam suasana inilah Jong Java, Jong Sumatranen Bond,
Jong Celebes,dan Jong Ambon berdiri. Ketika inilah syair-syair
yang mendendangkan kecintaan pada pulau dari daerah asal
diciptakan. Tetapi seperti halnya dengan nasionalisme etnis,
yang bertolak dari idealisasi masa lalu, nasionalisme insuler
yang romantik ini dalam waktu yang singkat menghadapi ber-
bagai tantangan.

Mungkinkah kesadaran rasa sepulau bisa diikat oleh kesa-
daran satu bangsa? Bukankah kesemua kesatuan kepulauan
itu terdiri atas berbagai corak keragaman etnis juga? Berapa
banyakkah kesatuan etnis di Sumatra, Sulawesi dan sebagai-
nya? Seketika realitas objektif telah dimasalahkan, nasional-
isme insuler pun menghadapi krisis. Apalagi kesatuan adminis
tratif yang diperkenalkan pemerintah Hindia Belanda bukan
saja memberi kesempatan bagi semakin terbukanya pergaul-
an antaretnis tetapi juga membangkitkan rasa senasib yang
nyaris merata. Apalagi pergaulan antaretnis dalam konteks
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dominasi kolonial bisa juga mengingatkan akan ikatan kese-
jarahan yang pernah dialami bersama. Kesemuanya bisa me-
nyebabkan semakin kecilnya rasa keasingan. Memang kalau
lembaran-lembaran sejarah sempat dibalik-balik akan tampak
juga betapa kesatuan-kesatuan politik lama, yang disebut kera-
jaan atau kesultanan, ternyata saling berkaitan—entah dalam
hubungan dinasti, agama, dan perdagangan. Keterkaitan itu
semakin tampak dalam arus penyebaran agama, terutama
Islam. Peristiwa ini telah menjadi bagian dari ingatan kolektif
masing-masing. Mungkinkah Bima melupakan Makassar, yang
memperkenalkannya agama yang kini dianut dan apakah
Makassar bisa melupakan ulama-ulama yang datang dari Mi-
nangkabau dalam proses Islamisasi dan apakah Minangkabau
bisa melupakan peranan Aceh ketika proses pendalaman keis-
laman ummat harus dijalankan? Dan begitulah halnya deng-
an sekian mata rantai ingatan kolektif lain. Boleh dikatakan
hampir semua wilayah di Nusantara ini terjalin dalam suatu
jaringan ingatan kolektif yang tak mudah hilang dalam per-
jalanan waktu. Bukan saja tradisi lisan masih bisa berkisah, his-
toriografi tradisional pun masih banyak juga yang terpelihara
bahkan masih terus dibaca.

Ketika merantau ke negeri seberang untuk bersekolah
rasa solidaritas dengan kawan sedaerah dan bahkan sepulau
mungkin terasa sebagai keharusan yang harus dipupuk. Bu-
kankah berbagai ancaman mungkin harus dihadapi “di rantau
orang”? Tetapi ketika sekolah mau dilanjutkan dan perantauan
diteruskan ke negeri asing, negeri “orang dari atas angin”
yang telah memperlihatkan keunggulan dan keserakahan
kekuasaan dan ekonomi, bagaimanakah solidaritas insuler ini
bisa bertahan? Pada waktu itulah rasa sesama “anak Hindia”
mulai tumbuh. Pengenalan akan sejarah yang pernah dan bah-
kan sedang dialami berbagai bangsa di Eropa mulai meresap



dalam kesadaran. Ketika itulah nasionalisme Indonesia mulai
bersemi. Mestikah Bung Karno disalahkan, kalau ia mengutip
tulisan seorang pemikir Perancis yang mengatakan bahwa
perasaan sebangsa bermula dari “le desir de vivre ensemble”,
hasrat untuk hidup bersama dan seorang pemikir Jerman, ten-
tang adanya “rasa senasib”? Maka perkumpulan mahasiswa
yang semula bernama Indische Vereeniging, berganti nama
pada 1923 menjadi Indonesische Vereeniging dan akhirnya
Perhimpoenan Indonesia pada 1924 dengan semboyan In-
donesia vrij, nu (Indonesia Merdeka, sekarang). Sejak saat itu
tidak ada lagi jalan untuk kembali.

Ketika jaringan dari budaya cetak yang terwujud
dalam berbagai macam surat kabar dan majalah telah semakin
meluas, penyebaran pemikiran dan perasaan bisa terjadi
tanpa keharusan bertatap muka. Dalam suasana ini cita-cita
nasionalisme etnis yang disuarakan oleh para literati, sang pe-
melihara warisan budaya lama, semakin lama semakin terjepit.
Sejak Sumpah Pemuda pada 1928 dan apalagi setelah pengar-
uh pergerakan kebangsaan Indonesia, apa pun mungkin corak
ideologi sosialnya, semakin meluas cita-cita nasionalisme-et-
nis dan insuler pun semakin terpinggirkan. Nasionalisme ~et-
nis yang disebut Bung Hatta sebagai “nasionalisme kultural”
(cultureele nationalisme) terus hidup tetapi semakin tersingkir
dalam sistem wacana yang disebarkan melalui budaya cetak
yang telah semakin meluas. Kebudayan cetak ternyata meru-
pakan suatu kekuatan demokratisasi dalam pemahaman eksis-
tensi diri.

Nasionalisme Indonesia, yang merelatifkan arti perbedaan
kultural dari penduduk wilayah kepulauan Indonesia menci-
ta-citakan terwujudnya negara-bangsa yang merdeka dan
demokratis. Dalam proses penyatuan dan penjinakan makna
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dari rasa kedaerahan dan perbedaan tradisi dan kebudayaan
maka rasa senasib berada di bawah kekuasaan asing diingat-
kan. Dalam proses ini pula berbagai unsur pengikat kultural
antara berbagai daerah dan etnisitas diperkuat. Nasionalisme
adalah juga cita-cita yang memupuk rasa saling keterkaitan
historis dan kesamaan pengalaman. Dalam suasana inilah ber-
bagai corak proses pemasukan unsur kedaerahan dan etnisitas
ke dalam kancah kehidupan bersama yang bersifat nasional
antar-etnis dijalankan. Maka “pahlawan” yang dibanggakan di
suatu daerah pun dijadikan sebagai “pahlawan bangsa”. Da-
lam proses ini kebanggaan suatu daerah bisa dijadikan sebuah
simbol nasional. Ketika milik masing-masing semakin dirasa-
kan sebagai kebanggaan bersama, proses yang disebut nation
formation pun telah dimulai.

Ketika Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan dua-
tiga hari sesudah Perang Dunia Kedua resmi berakhir (Agus-
tus 1945), semua daerah dan wilayah bekas Hindia Belanda
pun dijadikan bagian yang utuh dari Republik Indonesia. Akan
tetapi, seketika itu pula tantangan akan keabsahan republik ini
mulai digoyang oleh kekuatan kolonial yang ingin mengem-
balikan status quo sebelum Perang Dunia Kedua meletus. Bu-
kankah selama perang besar ini Indonesia, seperti juga halnya
dengan wilayah jajahan lain di Asia Tenggara, sempat jatuh
ke bawah kekuasaan militer Jepang ( 1942-1945)? Tetapi pada
waktu hasrat untuk mengembalikan keadaan status quo ingin
diwujudkan oleh sang pemenang, revolusi nasional Indonesia
pun menjadi keharusan historis yang tak bisa dielakkan. Ketika
hal ini telah terjadi Belanda pun harus mengakui bahwa Hindia
Belanda lama telah jauh meninggalkan pentas sejarah.

Revolusi, kata seorang ilmuwan, adalah suasana ketika
berbagai keharusan sosial yang umum berlaku menjadi kehi-
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langan makna. Mengapa anak muda membawa senjata siap
berangkat ke medan pertempuran, bukannya menolong ayah
di kedai atau di sawah, atau belajar di sekolah atau di pesan-
tren? Tiba-tiba seorang yang berasal dari keluarga biasa saja
diakui sebagai pemimpin, sedang kehadiran sang bangsawan
bisa dirasakan sebagai kehilangan makna. Betapa banyak per-
istiwa yang menggetarkan yang bisa dan telah disampaikan
tentang revolusi nasional ini dan betapa banyak pula kisah
kepahlawanan yang masih bisa diungkapkan lagi. Dalam ge-
muruh revolusi yang kadang-kadang terasa seakan-akan be-
rakhir dalam kekecewaan tercatat bahwa pada suatu ketika
saat ancaman terhadap eksistensi Republik Indonesia semakin
mencekam, tiga daerah berhasil menjalankan peranan yang
penting. Aceh, yang terletak di ujung pulau Sumatra, adalah
satu-satunya daerah yang tidak bisa dijamah oleh tentara ko-
lonial. Bahkan Aceh, yang sempat juga mengalami revolusi so-
sial, dengan berani mengirim pasukan ke daerah lain, demi ke-
merdekaan tanah air. Hampir semua kota di wilayah Sumatra
Tengah diduduki Belanda tetapi desa terpencil dan hutannya
tidak sekadar tempat berlindung dari serangan musuh. Desa
dan hutan telah menjadi medan bagi Pemerintah Darurat Re-
publik Indonesia (PDRI) mengendalikan perjuangan bangsa
dan perang kemerdekaan. Meskipun ibukota Republik Indo-
nesia, Yogyakarta, sempat diduduki dan para pemimpin Repu-
blik ditangkap dan ditawan tetapi di bawah pimpinan Sultan
Hamengkubuwono IX, kota ini tetap menjadi simbol perjuan-
gan. “Yogyakarta kembali” adalah sekaligus peristiwa sejarah,
ketika para pemimpin nasional kembali ke Yogyakarta, dan
simbol dari keberhasilan perjuangan.

Akan tetapi, apa pun yang mungkin dari corak kisah yang
telah dan akan disampaikan tentang masa yang penuh gejolak
dan ketidakpastian ini suatu ketetapan yang tidak bisa digu-
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gat didapatkan juga akhirnya, dengan pengorbanan blood
and tears, kemerdekaan bangsa tercapai. Sebuah negara-
bangsa, nation-state, yang telah lama diperjuangkan menda-
pat pengakuan. Hanya saja ketika kedaulatan negara-bangsa
telah diakui (27 Desember 1949) dan sebelum usaha mengisi
kemerdekaan bisa dijalankan dua masalah dengan begitu saja
telah terbentang di hadapan mata. Pertama, kedaulatan yang
didapatkan bukanlah untuk Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia yang diproklamasikan tetapi untuk Republik Indonesia
Serikat. Jadi, negara yang mendapat pengakuan itu adalah
suatu kesatuan politik yang terwujud ketika Belanda berhasil
mengadakan kompromi politik dengan sekian banyak sisa-sisa
pendukung cita-cita “nasionalisme kultural” di berbagai dae-
rah. Dengan dukungan kekuatan militer Belanda sekitar enam
belas “negara bagian” pun berdiri dan kemudian diakui seba-
gai unsur yang sah dalam konstelasi kenegaraan yang bersifat
federal. Begitulah kedaulatan yang didapatkan bukanlah untuk
negara yang diproklamasikan pada 1945 tetapi untuk negara
hasil kompromi. Kedua, Papua, yang ketika itu masih disebut
Irian Barat, tetap dipertahankan Belanda, walaupun daerah ini
sebelum perang termasuk wilayah Hindia Belanda.

Kedaulatan negara telah didapatkan dan kemerdekaan
bangsa telah tercapai, tetapi apakah kemerdekaan ini disebut
Baung Karno sebagai “jembatan emas”? Apakah ini jalan
yang memungkinkan kita pergi ke seberang, ke tempat yang
menjanjikan masa depan yang “gemilang”. Ketika “penyera-
han kedaulatan “ terjadi sebagai hasil dari suatu perundingan,
ternyata yang didapatkan ialah “jembatan” yang belum sele-
sai. Bagamanakah wilayah yang berada di seberang sana, tem-
pat yang menjanjikan kemakmuran yang adil, bisa diseberangi
tanpa “jembatan” yang belum selesai? Maka seketika kedaula-
tan negara-bangsa didapatkan dan perang kemerdekaan yang
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disebut juga “revolusi fisik” telah berakhir, usaha penyelesaian
“jembatan emas ” itu pun serta merta menjadi keharusan yang
tidak bisa ditunda.

Apa pun mungkin corak keterangan historis dan analisis
politik yang hendak diberikan, ketika yang disebut sebagai
negara-bagian itu berdiri—kecuali Negara Indonesia Timur
yang berpusat di Makassar tetapi merangkul seluruh Sulawesi,
kepulauan yang disebut Sunda Kecil dan Maluku—hasrat “na-
sionalisme kultural” ternyata masih sempat bernaung di hati
beberapa tokoh daerah. Akan tetapi, seketika kehadiran Re-
publik Indonesia Serikat (RIS) mendapatkan pengakuan dari
pemerintah Belanda dan dari dunia internasional, gerakan
rakyat untuk bergabung kembali ke dalam NKRI terjadi di se-
mua negara bagian, yang didirikan atau didukung Belanda itu.
Satu per satu negara-bagian itu tumbang—bergabung kem-
bali dengan Rl atau menyerahkan “nasib” ke pemerintah RIS.
Akhirnya setelah melalui proses parlementer pada tanggal 17
Agustus 1950 Presiden Soekarno secara resmi mengumumkan
bubarnya RIS dan kembalinya NKRI.

Begitulah sebuah cela dari negara proklamasi telah terha-
pus, meskipun dalam proses selanjutnya sekelompok tentara
bekas KNIL, di bawah pimpinan seorang ahli hukum, mantan
Menteri Kehakiman Negara Indonesia Timur, sempat juga
mendirikan Republik Maluku Selatan (RMS). Tetapi dalam be-
berapa bulan RMS telah berubah menjadi golongan separatis
yang menjadi buronan negara, meskipun bekas-bekas dari ke-
hadirannya sampai kini masih membekas.

Begitulah dengan penuh optimisme NKRI, yang demokra-
tis parlementer, berdiri dan menyingsingkan lengan baju un-
tuk menyelesaikan “jembatan emas” sesuai dengan blueprint
yang diidamkan. Papua atau Irian Barat ternyata masih be-
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rada di bawah kekuasaan Belanda. Di sana sini pemberonta-
kan Darul Islam masih terus berlangsung. Berbagai peristiwa
harus dilalui negara yang baru mendapatkan kedaulatan ini
sebelum Irian Papua bisa menjadi bagian dari Republik In-
donesia. Setiap kabinet yang tampil dalam konstelasi sistem
pemerintahan demokrasi parlementer menjadikan “pembe-
basan Irian Barat” sebagai salah satu program utama. Ketika
sistem demokrasi perlementer yang telah berhasil mengada-
kan pemilihan umum tetapi gagal menciptakan pemerin-
tahan yang stabil digantikan oleh semangat kembali ke UUD
1945 dan regim “demokrasi terpimpin” politik diplomasi pun
segera berganti rupa. Pada saat-saat keadaan telah semakin
genting akhirnya dunia internasional, di bawah pengaruh
Amerika Serikat, berhasil membawa masalah Irian Barat ke
meja perundingan. Maka sejak tahun 1962 Irian Barat berada
di bawah naungan PBB dengan Indonesia sebagai pelaksana
pemerintahan. Masalah Irian Barat akhirnya dinyatakan selesai
setelah apa yang disebut Act of Free Choice dilaksanakan pada
tahun 1969. Mayoritas besar peserta menyatakan bergabung
dengan Indonesia. Hasil ini diterima dan disetujui oleh Sidang
Umum PBB. Maka resmilah Irian Barat, yang telah disebut Irian
Jaya, menjadi salah satu provinsi NKRI. Peristiwa ini terjadi ke-
tika Demokrasi Terpimpin telah digantikan oleh Orde Baru, di
bawah pimpinan Soeharto. Tetapi bagi sebagian penduduk
Irian Jaya atau Papua peristiwa ini hanyalah berarti keharusan
perubahan strategi perjuangan.

Penggabungan Irian Jaya ke dalam NKRI belum menyele-
saikan masalah. “Jembatan emas” masih belum selesai. Dalam
proses “perbaikan” konstruksi “jembatan” beberapa penyim-
pangan telah terjadi. Ketika Timor Timur diduduki dan kemu-
dian dijadikan sebagai provinsi ke-27 sebuah “kesalahan kon-
struksi” telah terjadi. Bukankah menurut blueprint yang telah
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dipersiapkan yaitu “Pembukaan UUD", kemerdekaan adalah
hak semua bangsa? Diperlukan waktu sekian lama dan kon-
flik berkepanjangan yang sempat pula melemahkan bagian-
bagian lain dari “jembatan” sebelum kesalahan “konstruksi”
ini akhirnya terselesaikan (1999). Rupanya nasionalisme Indo-
nesia yang telah didominasi negara tidak sanggup membujuk
atau bahkan memaksa nasionalisme Timor Timur untuk tun-
duk dan meniadakan eksistensi dirinya. Betapa pun kedeka-
tan tradisi kultural bisa digali dan keterkaitan geografis dapat
dibuktikan namun nasionalisme yang dipaksakan hanya me-
melihara situasi konflik yang berkepanjangan. Tanpa adanya
pengalaman sejarah yang sama-sama dirasakan nasionalisme
tidak bisa melebarkan sayapnya ke wilayah lain.

Jika demikian akhirnya, apakah “jembatan emas” telah se-
suai dengan blueprint yang diperjuangkan para pelopor dan
pejuang kemerdekaan? Semestinya memang demikianlah hal-
nya. Tetapi cobaan dan ujian terhadap keutuhan negara dan
bangsa ternyata masih harus juga dialami. Ternyata provinsi
yang berada di ujung barat dan timur memperlihatkan bahwa
ada berbagai hal yang tidak bisa dianggap tidak ada. Sejak res-
mi bergabung dengan NKRI penduduk Papua praktis terbelah
antara pendukung Rl dan nasionalis Papua. Sedangkan Aceh,
yang telah mendapatkan status “daerah istimewa’ sejak peris-
tiwa pada 1950-an, seakan-akan dengan tiba-tiba pada tahun
1980-an mengejutkan masyarakat-bangsa. Rupanya sebagian
anak bangsa di Aceh telah menyatakan diri sebagai “bangsa
Aceh-Sumatra” yang mencita-citakan “kemerdekaan” yang di-
anggap sebagai hak yang sah. Bukan “memisahkan diri”, kata
pelopornya tetapi mengembalikan Aceh pada keadaan semula
sebelum secara “tidak sah” dimasukkan ke dalam NKRI. Kalau
pada tahun 1950-an pemberontakan yang dipimpin oleh Tgk
Daud Beureuh berlandaskan pada hasrat untuk mendirikan
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Darul Islam maka aliansi dengan Kartosuwiryo (Jawa Barat)
dan Kahar Muzakkar ( Sulawesi Selatan) diadakan yang tampil
kemudian ialah hasrat untuk melepaskan Aceh dari NKRI.

Kedua wilayah terujung tanah air, Papua dan Aceh, adalah
dua dari provinsi yang terkaya. Keduanya praktis membiayai
pemerintah pusat dan sekian banyak provinsi lain. Tetapi ke-
duanya adalah wilayah yang paling merasa dirugikan. Apakah
yang telah terjadi?

“Separatisme Papua” atau—jika perspektif mereka di-
pakai—"nasionalisme Papua”, mencitakan berdirinya negara
Papua. Entah suatu kecelakaan sejarah atau bukan tetapi yang
jelas ialah ketika status Papua masih dipertengkarkan Belanda
berhasil mengerjakan dua hal penting. Pertama, menghan-
curkan unsur-unsur pendukung nasionalisme Indonesia, yang
bermukim di kota-kota pantai. Kedua, Belanda memupuk ke-
sadaran nasionalisme Papua dengan mendidik calon-calon
elite terpelajar, memberi kesempatan bagi kehidupan kepar-
taian, dan menjanjikan berdirinya sebuah “negara Papua” de-
ngan janji keberlanjutan tuntunan Belanda. Euforia dari ketiga
hal ini terjadi ketika radikalisasi tuntutan “bebaskan Irian Ba-
rat” yang disuarakan Demokrasi Terpimpin semakin menaik.
Dalam suasana inilah pada tanggal 1 Desember 1960 dengan
mengibarkan bendera “Bintang Kejora” dan menyanyikan lagu
Hai Tanahku Papua yang dijadikan sebagai lagu kebangsaan,
partai yang terbesar mendeklarasikan “kemerdekaan Papua”
di Hollandia. Ketika peristiwa ini terjadi tidak semua golongan
politik Papua ikut serta. Tetapi dalam perjalanan waktu pe-
ristiwa ini pun mengalami proses mitologisasi—seakan-akan
peristiwa itu adalah sesungguhnya hari kemerdekaan yang
dirampok oleh kekuasaan lain. Sementara itu nasionalisme
Papua pun mengalami proses pematangan. Dengan sekian
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banyak kesatuan etnis, lebih dari seratus dengan tingkat ke-
terlibatan dalam kehidupan kekotaan yang berbeda-beda dan
bahkan saling terpencil-pencil, “nasionalisme Papua” meneka-
nkan perbedaan dari kesatuan-kesatuan etnis yang “berada di
bawah kekuasaan Indonesia”. Ras Melanesia dan Kekristenan
pun dijadikan sebagai pembatas antara “bangsa Papua” de-
ngan mayoritas bangsa Indonesia, yang termasuk kelompok
Austronesia dan mayoritas beragama Islam.

Sementara itu dinamika sosial-politik dan ekonomi yang
dilahirkan oleh realitas politik bahwa Irian Jaya adalah bagian
dari NKRI terjadi dan makin lama makin cepat. Seakan-akan
dengan tiba-tiba saja kehadiran para pendatang semakin
dominan dalam birokrasi, kegiatan ekonomi, bahkan juga
dunia pendidikan. Kota-kota baru mungkin telah berdiri tetapi
menjadi pusat eksploitasi pengusaha asing dengan pekerja
yang sebagian besar didatangkan dari daerah lain. Dan sekian
peristiwa lain terjadi begitu saja dan menyebabkan semakin
tebal rasa keterasingan penduduk setempat. Mestikah dihe-
rankan kalau gerakan separatis bersenjata kadang-kadang
tampil dan mengancam segala bentuk kemajuan dan keter-
tiban yang mereka anggap palsu? Kalau begitu bagaimanakah
jalan tengah yang bisa memuaskan harkat harga diri Papua
dan keutuhan NKRI bisa didapatkan? Bagaimanakah “nasio-
nalisme Papua” menemukan tempat yang serasi dalam kon-
teks “nasionalisme Indonesia”?

Sentralisme dan otoritarianisme yang dijalankan Orde
Baru demi kestabilan politik dan pembangunan nasional
ternyata hanya berhasil menciptakan keamanan dan kemak-
muran semu. Kalau sistem demokrasi yang utuh diperkenalkan
bagaimanakah keadilan bagi penduduk yang telah tersisih
secara ekonomis bisa terjamin? Dalam suasana sosial-politik
seperti inilah kedudukan istimewa bagi Papua harus diwujud-
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kan. Tetapi hal ini barulah dipikirkan dengan sungguh-sung-
guh setelah periode Orde Baru berakhir dan era Reformasi ber-
mula.

Meskipun wilayahnya telah dibagi atas dua provinsi de-
ngan hak dan kewajiban seperti yang yang dimiliki provinsi
lainnya tetapi gubernur dari kedua provinsi ini hanya boleh di-
jabat oleh “putra daerah”. Tetapi tidak kurang pentingnya ialah
meskipun Papua telah dibagi atas dua provinsi dengan segala
perlengkapan yang sama dengan provinsi lain, keduanya
dipersatukan oleh adanya Majelis Rakyat Papua. Tidak seperti
DPRD yang dipilih berdasarkan kepartaian, anggota MPR ter-
diri dari unsur-unsur adat, agama dan perempuan. Jalan masih
panjang tetapi cahaya terang bagi proses integrasi kehidupan
bangsa telah semakin terbuka juga di tanah Papua.

Cita-cita nasionalisme insuler yang pernah dipupuk Belan-
da, rasa ketersisihan dalam pembagian kekuasaan dan kesem-
patan ekonomi serta kegelisahan politik yang diterjemahkan
secara ideologis bisa juga dipahami situasi Papua yang sekian
lama terpisah dari arus sejarah utama Indonesia. Tetapi Aceh
menyajikan cerita lain. Setidaknya sejak batu nisan tertua yang
bertanggalkan 1290-an ditemukan di Pasai, daerah Aceh telah
menjadi bagian utama dalam arus dinamika sejarah bangsa.
Pada masa revolusi kemerdekaan Aceh adalah satu-satunya
daerah yang terbebas dari pendudukan tentara Belanda. Se-
telah “peristiwa daerah” diselesaikan dengan menjadikan Aceh
sebagai “daerah istimewa” (1958) dan berhak menjalankan hu-
kum syariah, apalagi setelah Orde Baru terbentuk, secara ber-
tahap Aceh mengalami kemajuan yang berarti. Kerjasama uni-
versitas dengan pemerintah menjadikan Aceh sebagai daerah
yang sangat menjanjikan. Tetapi kekayaan alam yang dipunyai
daerah ternyata tidak sejalan dengan kecenderungan pemer-
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intahan yang sentralistis dan otoriter. Kegelisahan sosial-poli-
tik pun bermula dan semakin keras. Ketika hal ini telah terjadi
kekuasaan sentralistis yang otoriter pun mempertunjukkan
hakikat dirinya. Tetapi dalam suasana ini pula perumusan dan
perilaku nasionalisme Aceh semakin dimatangkan.

Ketika kegelisahan politik dan ekonomi telah semakin
dirasakan sebagai penghisapan dan penghinaan tantangan
terhadap keabsahan kehadiran dan ideologi resmi dari negara
yang telah menjadikan dirinya sebagai pemegang hegemoni
makna, dua hal yang saling bertentangan terjadi begitu saja.
Semakin negara ingin mengendalikan Aceh, semakin kuat
pula hasrat untuk merumuskan identitas diri tumbuh. Peru-
musan “nasionalisme Aceh” pun semakin kuat. Begitulah jika
proses ideologisasi telah dilakukan maka batas antara sejarah-
sebagai-peristiwa-pada masa-lalu dengan sejarah-sebagai-
hasil-mitologisasi menjadi kabur. Ketika mitos telah dianggap
sebagai kebenaran yang sah, proses ideologisasi pun semakin
kental. Kalau hal ini telah terjadi seperti memang akhirnya ter-
jadi konflik pun semakin berlanjut.

Akhirnya seperti halnya dengan Papua, suatu pemecahan
pun didapatkan. Wakil pemerintah dan wakil Gerakan Aceh
Merdeka menandatangai Memorandum of Understanding
pada 15 Agustus 2005 di Helsinki. Keputusan DPR yang menya-
takan Provinsi Aceh untuk menjadi Nangroe Aceh Darussalam
yang memakaikan hukum syariah pun disetujui bersama. Aceh
pun dibolehkan mempunyai partai lokal dan ikut dalam pemi-
lihan umum. Semua terjadi setelah tradisi otoritarianisme dan
sentralisme Orde Baru berakhir dan bencana alam yang maha
dahsyat (Desember, 2004) telah pula dialami.

Beberapa pelajaran pun didapatkan. Bhinneka tunggal
ika yang sempat terabaikan karena obsesi pada konsep “per-



Xxi

satuan dan kesatuan” dan “azas tunggal” yang seakan-akan
menjadi landasan dari “nasionalisme resmi” yang didukung
negara ternyata bisa memancing munculnya nasionalisme
tantangan. Jika sejarah perjalanan nasionalisme Indonesia
diikuti ternyata bahwa pemaksaan akan ide ketunggalan dan
pengingkaran akan konsep “keragaman” bukan saja bisa me-
nyebabkan ketergelinciran pada otoritarianisme tetapi juga
munculnya nasionalisme tantangan. Dan ketika hal itu telah
terjadi, semakin jauh juga kesempurnaan konstruksi “jem-
batan emas” yang dengan lancar menyediakan jalan ke “negeri
idaman” yang disebut Bung Karno sebagai “masa depan yang
penuh harapan”.

Taufik Abdullah

Akademi llmu Pengetahuan Indonesia
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Pendahuluan

Oleh: Soewarsono, Thung Ju Lan, Tine Suartina

Persoalan-persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini,
seperti proses desentralisasi tidak berjalan sebagaimana mes-
tinya, konflik dan kekerasan terjadi di mana-mana, serta daya
saing Indonesia di tataran global yang menjadi sangat lemah,
pada hakikatnya sangat terkait erat dengan permasalahan
penataan state capacity yang tidak tepat, dan “nasionalisme”,
yang seharusnya menjadi “pengikat” dalam proses penataan
state capacity, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam
hal ini state capacity yang dimaksud adalah tentang kemam-
puan negara-bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan dalam
mengelola berbagai aset yang dimiliki, baik sumber daya alam,
sumber daya manusia, maupun pengetahuan dan teknologi,
untuk dikembangluaskan sehingga menjadi kekuatan na-
sional yang besar, yang bisa dipergunakan dengan sebaik-
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baiknya ketika berkompetisi dengan negara-negara lain di
duniainidalam meningkatkan kesejahteraan warganegaranya.
Salah satu persyaratan mendasar dalam penataan state capaci-
ty adalah kebersamaan negara-bangsa Indonesia sebagai suatu
kesatuan yang mempunyai tujuan dan cita-cita bersama, yang
umumnya disebut sebagai “nasionalisme”. Tanpa nasiona-
lisme, penataan state capacity tidak akan optimal bahkan yang
terjadi adalah konflik kepentingan antara berbagai elemen
negara-bangsa Indonesia.

Ketidakberfungsian nasionalisme sebagai “pengikat ne-
gara-bangsa Indonesia” bisa disebabkan oleh berbagai faktor,
tetapi dalam kasus Indonesia, penyebab utama adalah karena
nation-building process tidak berjalan secara konsisten. Menga-
pa? Penjelasannya dapat dikembalikan kepada sistem politik
dan pemerintahan Indonesia di bawah rezim Orde Baru yang
bagi sebagian kalangan telah mematikan “aspirasi kebang-
saan” dari berbagai kelompok yang ada di Indonesia karena
sifatnya yang authoritarian, sentralistik, dan represif. “Sentral-
isme” atau “sentralisasi” dan “penyeragaman’, dianggap men-
jadi biang keladi dari terjadinya gejala keterbelakangan sosial
dan ketertinggalan ekonomi banyak daerah di Indonesia.

Perubahan yang terjadi sejak 1998, yaitu sejak jatuhnya
pemerintahan Orde Baru pada hakikatnya merupakan anti-
tesis dari kondisi sebelumnya. Di berbagai daerah di tanah
air kita melihat berbagai upaya untuk melakukan desentrali-
sasi — melalui pembelahan daerah, yang secara ekstrem bisa
mengarah pada perpecahan, pada gilirannya akan berdampak
negatif terhadap perasaan sebagai satu bangsa (nasionalisme)
dan proses nation-building. Undang-Undang tentang Peme-
rintahan Daerah, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun
1999 yang kemudian diperbaharui oleh UU Nomor 34 Tahun



Pendahuluan ‘ 3

2004 serta peraturan-peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 129/2000 yang kemudian direvisi oleh
PP Nomor 78/2000 tentang Tata Cara Pembentukan, Pengha-
pusan, dan Penggabungan Daerah, pada dasarnya memuat
ketentuan mengenai “pembentukan daerah (baru otonom)”,
dan menyebutkan tiga kemungkinan dalam prosesnya, yaitu
“penggabungan’, “pemekaran’, dan “penghapusan’”. Meskipun
begitu, satu-satunya fakta yang dapat diketemukan dari real-
isasi Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya tersebut
hingga kini hanyalah “pembentukan daerah (baru otonom)”
sebagai hasil proses “pemekaran”, sementara “pengga-
bungan” dan “penghapusan” tidak pernah terjadi.

Dalam kaitannya dengan munculnya daerah-daerah oto-
nom baru akibat pemekaran atau terjadinya proses-proses
pembelahan daerah, beberapa hal dapat dicatat:

- Pertama, menurut catatan Kompas (11 Februari 2008),
antara tahun 1999 hingga tahun 2008, telah muncul
sebanyak 179 daerah otonom baru yang terdiri dari 7
(tujuh) provinsi, 141 kabupaten, dan 31 kota. Sebaran
daerah otonom baru tersebut secara statistik adalah
26% atau paling banyak di Sumatera, 17% di Sulawe-
si, 15% di Papua, 14% di Kalimantan, 7,3% di Maluku,
dan 5% di Nusa Tenggara.

- Kedua, seperti disampaikan dalam rapat paripurnanya
pada tanggal 22 Januari 2008, untuk masa 2008-2009,
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan hak ini-
siatifnya telah mengusulkan 21 Rancangan Undang-
Undang (RUU) Pembentukan Daerah Otonom (baru).
Dengan usulan tersebut, berarti sejak awal 2008 DPR
telah mempunyai 48 RUU Pembentukan Daerah Oto-
nom (baru) karena sebelumnya telah ada 27 RUU yang
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disetujui dalam rapat paripurna DPR tanggal 11 Sep-
tember 2007. Dua belas di antaranya telah mendapat
persetujuan pemerintah, atau telah mendapatkan
“ampres” (amanat presiden), untuk dibahas bersama-
sama menjadi undang-undang dan merupakan lang-
kah awal realisasi pembentukan ke-12 daerah otonom
baru, yang semuanya merupakan daerah otonom
baru kabupaten/kota. Ke-21 RUU daerah otonom baru
yang diusulkan DPR dalam rapat paripurnanya di bu-
lan Januari 2008 tersebut adalah 8 (delapan) berupa
provinsi—4 (empat) di Papua, 2 (dua) di Aceh, 1 (satu)
di Kalimantan, dan 1(satu) di Sulawesi, sementara 13
lainnya berupa 12 kabupaten dan sebuah kota.

- Ketiga, khusus dalam kaitannya dengan usulan peme-
karan di Aceh, yang jika prosesnya berlangsung akan
menjadikan Aceh berada di bawah tiga provinsi selain
provinsi yang telah ada, yaitu Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD), dua lainnya adalah calon Provinsi
Aceh Leuser Antara (ALA) dan calon Provinsi Aceh
Barat Selatan (ABAS). Gubernur NAD, Irwandi Yusuf,
pada 23 Januari 2008, telah mengirimkan sebuah su-
rat resmi kepada Presiden Republik Indonesia Susilo
Bambang Yudhoyono. Seperti dikutip Kompas (28
Januari 2008), surat tersebut berisi antara lain:

“Pemekaran di Aceh melanggar perjanjian kesepa-
haman (MOU) Helsinki dan Undang-Undang Nomor
11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Bila pe-
mekaran di Aceh tetap dilakukan, dapat dipastikan
mengganggu stabilitas keamanan daerah dan meru-
sak perdamaian yang terbina di Aceh”.
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Dikatakan juga oleh Gubernur Irwandi Yusuf:

“Ini seperti dagelan. Tetapi pemimpin negara jangan
tertawa, karena ini tidak lucu. Aceh sedang memba-
ngun, kok, digoda dengan hal-hal seperti ini (peme-
karan).”

Tanggapan demikian itu, bagaimanapun juga, sangat
berbeda dengan pernyataan Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat Jimmy Demianus
ljie ketika menanggapi adanya usulan untuk mem-
bentuk Provinsi Papua Barat Daya di wilayah Provinsi
Papua Barat. Menurut Kompas (9 Februari 2008):

“Jimmy ljie mengatakan dirinya tidak alergi dengan
pemekaran daerah. ‘Kami menilai pemekaran me-
rupakan cara terbaik memacu pertumbuhan dan
perkembangan di Papua. Namun mekanismenya ha-

"

rus mengikuti aturan main”.

- Keempat, pada 25 Januari 2008 sebuah kesepakatan
telah dicapai antara pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono-Jusuf Kalla dengan Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) untuk dilakukannya sebuah “jeda peme-
karan daerah otonom baru”. Untuk maksud tersebut,
seperti dikatakan Kepala Pusat Penerangan Departe-
men Dalam Negeri Saut Situmorang dan dikutip Kom-
pas (30 Januari 2008), pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono-Jusuf Kalla “akan mengkomunikasikan
gagasan jeda waktu atau moratorium untuk pemeka-
ran daerah dengan DPR”. Ini mengingat terdapatnya
ketentuan undang-undang bahwa usulan pemekaran
mempunyai “tiga pintu” (1) Pemerintah, tepatnya
Departemen Dalam Negeri (Depdagri), (2) DPR dan
(3) DPD. Sebagai alasan disebutkan beberapa hal.



6 l Membaca Nasionalisme-Nasionalisme Indonesia

Perlunya dilakukan sebuah evaluasi terhadap “dae-
rah-daerah yang sudah terbentuk sejak 1999” dan un-
tuk itu dikeluarkan, pada 5 Februari 2008, Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Se-
lain itu dikatakan bahwa hal itu juga dikarenakan “da-
lam waktu dekat ini, pemerintah dan DPR harus me-
nyelesaikan beberapa RUU yang sangat mendesak,
seperti RUU Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD,
RUU Pemilu Presiden, RUU Susunan Kedudukan MPR,
DPR, dan DPD, serta revisi terbatas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dae-
rah”. Dengan kata lain, kecuali terhadap 12 RUU yang
sudah ber-"ampres”, tidak akan ada pembahasan
terhadap RUU Pembentukan Daerah Otonom (baru)
lainnya. Termasuk 21 RUU daerah otonom baru yang
diusulkan DPR dalam rapat paripurnanya pada 22
Januari 2008.

Dari keempat hal di atas, jelas bahwa persoalan pemekar-
an atau pembelahan daerah bukanlah suatu hal yang seder-

1 Setelah paragraf ini selesai ditulis, dua hal berikut terjadi. Pertama, sebuah
pernyataan disampaikan oleh Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus ljie
sesaat setelah pertemuannya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Seperti diberi-
takan dan dikutip Kompas (14 Februari 2008) pernyataan tersebut demikian:

“... Jimmy Demianus ljie menolak rencana [DPR RI] melakukan pemekaran lan-
jutan di Papua. Menurut dia, yang saat ini perlu dilakukan Jakarta adalah meng-
evaluasi pelaksanaan pemekaran Papua apakah sudah mencapai tujuan.

'Yang jadi pertanyaan kami, apakah kehadiran Provinsi Papua Barat yang baru
mekar dari Papua sudah memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahte-
raan rakyat? Itu belum jelas, kok sudah ada ide pemekaran lain[.]"

Kedua, sebuah "ampres" baru, tertanggal 1 Februari 2008, diterbitkan lagi oleh
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk 14 RUU pembentukan kabupaten/
kota dan 1 RUU pembentukan provinsi--Provinsi Tapanuli (Kompas, 22 Februari
2008).
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hana, karena tidak saja berdampak pada konflik di daerah, me-
| lainkan juga pada hubungan pusat dan daerah dalam konteks
nation-state yang seharusnya merupakan bagian yang integral
| dari proses nation-building dan pengembangan rasa kebang-
saan (nasionalisme) Indonesia.

Seringkali dikatakan bahwa pembentukan daerah melalui
proses pemekaran daerah atau pembelahan wilayah sebuah
provinsi, kabupaten atau kota “sulit dibendung” (Kompas, 16
Januari 2008), “terus terjadi, tidak bisa dikendalikan lagi” (Kom-
pas, 23 Januari 2008), dan, karena itu, yang diperlukan adalah
adanya sebuah “perencanaan yang utuh dan terkoordinasi
dengan baik antara pemerintah pusat dan provinsi” (Kompas,
26 Januari 2008). Bagaimanapun juga, halnya tidak demikian
di Aceh. Setidaknya hingga saat ini.

| “Gerakan” untuk “memekarkan” atau “membelah” Aceh
x‘ (Aceh’s partition into three provinces) bukanlah hal baru atau
baru muncul belakangan ini. Dikemukakan pertama kali bebe-
rapa tahun yang lalu, “gerakan” mulai memperlihatkan dirinya
tidak lama setelah sebuah Nota Kesepahaman antara Pemerin-
tah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka ditandata-
ngani pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla,
dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, dan
National Liberation Front of Acheh-Sumatera (NLFAS), populer
dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dalam hal ini
Pimpinan GAM Malik Mahmud, di Helsinki, Finlandia, pada
15 Agustus 2005.2

2 Dalam kata-kata sebuah laporan berita The Jakarta Post (December 9, 2005):

"Calls have been growing for the government to establish new provinces, to be called
Aceh Leuser Antara (ALA) and Southwest Aceh (AB[A]S), following the peace deal
signed in August in Helsinki, Finland. The demands, however, first emerged several
years ago’.
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Yang juga penting untuk dicatat, beriringan dengan ha-
dirnya “gerakan” untuk memekarkan Aceh tersebut di arena
politik Aceh, muncul pula “gerakan” untuk mempertahan-
kan “keutuhan” Aceh, yang sementara itu, sejak Nota, acuan
wilayahnya menjadi sedikit lebih luas karena batas-batasnya,
menurut isi Nota, dikembalikan pada batas-batas 1 Juli 1956,
akan tetapi, beriringan dengan itu, tidak secara tegas disebut-
kan oleh Nota apakah Aceh dalam Nota, seperti dicatat Reid
(2005), “a province, a nation or a state’, sehingga Aceh dapat
saja di-sebut sebagai sebuah “provinsi”--sebagaimana pe-
merintah pusat ingin dan telah melihatnya, tetapi juga pada
saat bersamaan dapat diartikan sebagai sebuah “bangsa” dan
“negara’, bahkan sebuah “nation-state”--sebagaimana yang
mungkin akan dipahami oleh mereka yang berada di tingkat
“lokal”? Sejak awal, kalangan NLFAS atau GAM menjadi keku-
atan utama “gerakan” untuk mempertahankan “keutuhan”
Aceh. Irwandi Yusuf bukan hanya seorang representatif dalam
kekuatan tersebut, tetapi juga gubernur Aceh hasil pemilihan
secara demokratis, yang karena kedudukannya itu, menurut
ketentuan yang ada, berperan penting untuk berhasil tidaknya
usulan pemekaran di Aceh. Dan menurut Kompas (28 Januari
2008), “Gubernur Aceh pastikan tolak usul pemekaran di dae-
rahnya”.

Situasi yang hampir sama juga terjadi dalam kasus Papua.
Upaya-upaya untuk membelah Provinsilrian Jaya menjadi tiga,
sebagaimana dapat dilihat kembali, mulai berlangsung sejak
pemerintahan B.J. Habibie (1998-1999). Pada masa itu, pembe-

3 Mengomentari Nota, "[m]antan Juru Runding Pemerintah Rl dengan GAM di Ge-
neva’, Wiryono Sastrohandoyo "bertanya, mengapa dalam kesepahaman tidak
ditulis Pemerintah Provinsi Aceh sebagai bagian dari NKRI atau pemerintah
provinsi otonomi Aceh sebagai bagian NKRI" (Kompas, 19 Agustus 2005).
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| lahan dicoba dilakukan melalui sebuah undang-undang, yaitu
| UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
5 Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong,
dan peraturan pelaksananya, Dekrit Presiden Nomor 327 Ta-
hun 1999. Pembelahan Provinsi Irian Jaya tidak dapat dilaku-
kan. DPRD Provinsi Irian Jaya, yang sebelumnya menyetujui
gagasan pemekaran, kemudian menolak langkah pemekaran
pemerintah pusat setelah muncul penentangan dari kala-
ngan masyarakat Irian Jaya. Karena hal tersebut, pemerintahan
Habibie kemudian memutuskan untuk menunda pelaksanaan
UU Nomor 45 Tahun 1999 dan membatalkan peraturan pelak-
sananya, Dekrit Presiden Nomor 327 Tahun 1999.

Pemerintahan Megawati Soekarnoputri - Hamzah Haz
mencoba kembali melakukan pembelahan atas provinsi terse-
but, yang ketika itu nama provinsi telah berganti menjadi
Provinsi Papua. Perubahan ini terjadi pada masa pemerintah-
an Abdurahman Wahid - Megawati Soekarnoputri dan setelah
status otonomi khusus diberikan kepada Provinsi Papua lewat
sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang(UU) Nomor 21
Tahun 2001. Sebagai hasil kerja sama antara apa yang disebut
“Tim 315, yang terdiri dari orang-orang dari daerah Sorong dan
Manokwari ditambah sejumlah mahasiswa Papua yang ting-
gal di Yogyakarta dan Jakarta’, Brigadir Jenderal Marinir (Pur-
nawirawan) Abraham Atururi, Departemen Dalam Negeri dan
Badan Intelijen Negara (Timmer: 2007), sebuah instruksi presi-
den kemudian dikeluarkan pemerintahan Megawati Soekar-
noputri - Hamzah Haz, yaitu Instruksi Presiden (Inpres) Nomor
- 1 Tahun 2003, yang berisi tentang Percepatan Pelaksanaan UU
Nomor 45 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah,
Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Pembelahan ternya-
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ta hanya dapat dilakukan pada pendirian Provinsi Irian Jaya
Barat yang kemudian berganti nama menjadi Provinsi Papua
Barat. Sementara pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah
tidak dapat dilangsungkan karena beriringan dengan pende-
klarasian provinsi tersebut, terjadi bentrokan fisik antara para
pendukung dengan penentang pembentukan provinsi terse-
but. Berikut yang seringkali dilihat menjadi latar belakang la-
hirya UU Nomor 45 Tahun 1999, yang RUU-nya diajukan oleh
Mendagri Syarwan Hamid 29 Juli 1999, dan Dekrit Presiden
Nomor 327 Tahun 1999 yang dikeluarkan pada 12 Oktober
1999, atau beberapa saat setelah berlangsungnya referendum
di Timor Timur yang hasilnya cukup mengejutkan:*

“... kepentingan Pemerintah Pusat [baca: pemerintah-
an Habibie] dalam upaya meredam atau memecah
gerakan Papua Merdeka. Dengan [Provinsi] Irian Jaya
dimekarkan maka dukungan terhadap gerakan Papua
Merdeka akan terpecah-pecah, yang pada gilirannya
nanti akan melemahkan gerakan itu sendiri karena
[Provinsi] Irian Jaya tidak lagi satu, tetapi sudah men-
jadi tiga..". (Romli, 2006).

Dan dalam kaitannya dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2003,
| menarik untuk mencatat pernyataan seorang yang mempunyai
peran penting keluarnya Inpres tersebut, Jimmy Demianus ljie,
yang ketika itu adalah pemimpin Irian Jaya Crisis Center (1JCC)
| di Jakarta. Menurut Jimmie D. ljie, “Papua yang secara adminis-
tratif tidak dipisah-pisah akan memupuk nasionalisme Papua”

4 Berlawanan dengan perhitungan politik di kalangan pemerintahan Habibie,
"bahwa Indonesia akan menang dengan persentase meyakinkan 80% berban-
ding 20%, "[d]dalam referendum [yang dilakukan] di bawah pengawasan PBB
[tersebut] Indonesia [ternyata] kalah telak, 80% berbanding 20%" (lihat Dhaki-
dae, 2001).
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(dalam Timmer: 2007). Dari pernyataan ini jelas bahwa dengan

alasan mencegah “separatisme”, “pemekaran” telah menjadi
alat politik pemerintah pusat untuk memecah-belah daerah,
dengan melupakan bahwa sebagai “pisau pemotong”, “peme-
karan” itu bermata dua. Artinya, dampak dari pemekaran itu
pun bisa berpengaruh negatif bagi proses nation-building dan

perasaan kebangsaan (nasionalisme) Indonesia.

Penelitian mengenai dua “gerakan” di sekitar usulan pe-
mekaran di Aceh dan Papua bukan hanya menarik, tetapi juga
terasa sangat penting. Khususnya jika penelusuran terhadap
history in the making ini tidak dengan mudah terperangkap
pada argumen-argumen normatif mengenai tujuan pemekar-
an, yang karena seringkali diucapkan kemudian menjadi klise,
dan hingga kini sulit untuk dilihat kenyataannya, seperti me-
ngutip frase “proponents” pemekaran Aceh, “to improve the
welfare of people in these areas as the current Aceh administra-
tion had failed to do” (The Jakarta Post, December 9, 2005),> atau
frase Kepala Pusat Penerangan Departemen Dalam Negeri Saut
Situmorang, “untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

5 Dalam "orasinya di Lapangan Musara Alun, Takengon, Aceh Tengah Rabu (27/2)"
Rahmad Salam, "Ketua Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Aceh Leuser
Antara” "dosen Universitas Indonesia’, dan "mantan pegawai Sekretariat Provinsi
NAD* menyebut "[a]lasan utama pemisahan diri dari NAD adalah jauhnya ren-
tang kendali administrasi pemerintahan dari Banda Aceh ke ibukota-ibukota
kabupaten yang mendukung terbentuknya provinsi ALA, yaitu Takengon, Bener
Meriah, Blangkejeren, Kutacane, Kota Subulussalam, dan Singkil”. "Selain ity, ting-
kat kesejahteraan masyarakat sangat jauh dari tingkat kesejahteraan masyarakat
di wilayah pantai timur, yang lebih dikenal dengan potensi ekonomi, terutama
minyak dan gas bumi”, Seakan menjawab pernyataan Irwandy Yusuf dalam su-
ratnya kepada Presiden, Rahmad Salam mengatakan: "Pemisahan enam kabu-
paten pendukung ALA... tidak akan mengurangi wibawa pemerintahan Irwandy
Yusuf-Muhammad Nazar. Sebab, dengan berkurangnya jumlah kabupaten yang
masuk dalam wilayah administrasi Provinsi NAD, upaya pencapaian kesejahte-
raan masyarakat pedalaman di wilayah ALA dan NAD akan lebih mudah dicapai.
'Kami meringankan tugas pemerintah NAD itu sendiri..’ [Lihat Kompas, 28 Fe-
bruari].
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(Kompas, 30 Januari 2008).

Selain penelusuran utama di Aceh dan Papua, penelu-
suran sebaliknya juga akan mempertimbangkan proses-pro-
ses pemekaran yang telah berlangsung di tempat-tempat lain.
Dalam kaitannya dengan langkah ini, sebagai awal, dapat di-
catat sebuah keterangan berikut:

“The establishment of Bangka-Belitung province, for ex-
ample, was demanded because residents claimed they
were not culturally and ethnically part of South Suma-
tra, while Banten province was created because local
representatives did not like the control of the Sundanese
in West Java" (Hardoyo, 2007).

Atau sebuah pendapat tentang mengapa Provinsi Lam-
pung dapat dibagi menjadi dua, menjadi “Provinsi Lampung
Pepadun dan Provinsi Lampung Saibatin” yang terurai demiki-
an:

“Munculnya wacana terpecahnya wilayah Lampung
menjadi dua provinsi dipicu gejala persaingan pun-
cak antaretnis yang acapkali mengklaim sebagai ma-
yoritas.

Kenyataan ini mudah dilihat dari munculnya orga-
nisasi etnis yang merasa paling berpengaruh. Demiki-
an juga dengan suku Lampung yang sesungguhnya
merupakan dua rumpun yang agak berbeda. Perbe-
daan suku Lampung tercermin dari mottonya sejak
pembentukan provinsi ini tahun 60-an yang berbu-
nyi: Sai Bumi Rua Jurai. Makna yang terkandung dari
kalimat itu, satu wilayah dengan dua jurai kesukuan
yaitu Pepadun dan Saibatin. Dua jurai dimaksud bu-
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kan hanya membedakan bahasa atau dialek tetapi
termasuk tata cara adat. Kedua jurai ini kondisinya
mirip-mirip ketika Banten ingin menjadi provinsi yang
| ditandai dengan saling bersaing memperlihatkan
| identitas. Ketika itu muncul istilah Korpri singkatan
dari Korps Priangan. Di wilayah Banten Korps Priangan
menimbulkan kecemburuan utamanya di kalangan
pegawai. Kesempatan orang Banten seakan menjadi
terjepit pada akhirnya menimbulkan bola salju se-
hingga jadilah provinsi Banten di masa Mendagri
Suryadi Soedirja yang juga kelahiran Banten"?

Pertanyaannya adalah:

1. Apakah kenyataan-kenyataan tersebut di atas da-
pat ditafsirkan sebagai sebuah refleksi dari tengah
mengedepannya “suku[-suku] bangsa”, “masyarakat[-
masyarakat] daerah”, atau apa yang oleh Bachtiar
(1976) diistilahkan dengan “nasion[-nasion] pribumi”,
“nasion-nasion lama”, yang, begitu dikatakan se-
lanjutnya, sebagaimana “nasion Indonesia”, mereka
“mewujudkan sekalian ciri-ciri yang biasanya diang-
gap merupakan ciri-ciri suatu nasion, seperti [1] kebu-
dayaan sendiri, [2] bahasa sendiri, [3] identitas sendiri,
dan yang terpenting, [4] perasaan solidaritas antara
anggota-anggota, warga-warga, masyarakat daerah
yang bersangkutan?”

2. Jika demikian, apakah halnya dapat dilihat juga baik
dalam upaya-upaya untuk memekarkan maupun
tidak memekarkan Aceh dan Papua?

6 Lihat sebuah surat pembaca yang berjudul: "Persaingan Antaretnis Lampung
Picu Pemecahan Dua Provinsi" (Rakyat Merdeka, 22 Januari 2007).
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Penelitian ini bertujuan:

1. Mengidentifikasi, memetakan, dan membandingkan
permasalahan-permasalahan nasionalisme dalam
kerangka otonomi khusus Aceh dan Papua melalui
penelusuran discourse tentang “nasion Indonesia” vis-
a-vis ethnic politics “(suku) bangsa”.

2. Menelusuri dan menganalisis sejauh mana hubungan
“nasion Indonesia” dengan “suku-suku bangsa lokal”,
dalam hal ini “suku bangsa” Aceh dan Papua tereflek-
sikan? Persoalan-persoalan apa yang muncul dalam
kaitannya dengan hubungan tersebut? Bagaimana
hal tersebut diselesaikan?

Kerangka pemikiran yang diajukan oleh Anthony Reid
dengan mengacu pada Michael Keating pada dasarnya meru-
pakan abstraksi dari persoalan nasionalisme dan konflik etnik
yang dikemukakan oleh Jacques Bertrand (2004). Kerangka
pemikiran ini bisa dipakai untuk melihat persoalan nasiona-
* lisme di Indonesia yang terkait dengan isu etnisitas dan agama
| yang marak sejak tahun 1998. Persoalan yang dibahas oleh
ketiga penulis tersebut Reid, Keating, dan Bertrand - merupa-
kan persoalan baru tetapi sangat mendasar yang sama sekali
| tidak didiskusikan oleh Benedict Anderson (1991) dalam karya
klasiknya yang terkenal mengenai nasionalisme - Imagined
Communities.

Dalam menganalisis konflik-konflik yang terjadi di Indo-
| nesia, Bertrand membedakan antara konflik etnik yang terjadi
tahun 1990-an dengan konflik Timor Timur, Aceh, dan Papua
atau Irian Jaya. Menurut Bertrand:

..the conflicts in East Timor, Aceh and Irian Jaya did not
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destabilize the central government nor were they per-
ceived as d threat to other regions... The conflicts in East
| Timor, Aceh and Irian Jaya were perceived as important
| and clearly challenged Indonesia’s national unity but
did not constitute a threat to the New Order’s political
stability” (2004:2; garis bawah ditambahkan).

Meskipun mengancam national unity, konflik-konflik terse-
but tidak signifikan sebelum terjadi krisis moneter yang diikuti
oleh krisis politik dengan jatuhnya Soeharto. Di masa sebe-
lumnya, konflik-konflik ini tetap marginal dan terjadi di dae-
rah-daerah perbatasan. Kemunculan kembali konflik-konflik
“separatis” di Timor Timur, Aceh, dan Papua sebagai sesuatu
yang mengemuka secara nasional baru terjadi ketika konflik
kekerasan antar etnik dan agama menyebar dan menganggu
kestabilan seluruh negeri pada akhir tahun 1990an. Kondisi
tersebut menunjukkan kelemahan angkatan bersenjata dan
sekaligus negara dalam menangani konflik di dalam negeri.
Tentara dan polisi bahkan, sebagaimana seringakali dituduh,
ikut terlibat dalam konflik-konflik lokal tersebut.

Menurut Bertrand, kondisi pada akhir tahun 1990-an itu-
lah yang membuka critical juncture dalam sejarah kemerde-
kaan Indonesia karena transformasi institusional yang terjadi
telah membuka saluran untuk merenegosiasikan elemen-ele-
men dari model nasional, seperti peranan Islam dalam institu-
si-institusi politik, relatifitas hubungan pemerintah pusat dan
daerah, akses dan representasi kelompok-kelompok etnis da-
lam institusi negara, serta definisi dan pengertian dari “nasion”
Indonesia (2004:3). Masa ketidakstabilan institusional ini me-
nawarkan kemungkinan-kemungkinan untuk perubahan-pe-
rubahan penting, tetapi pada waktu yang sama juga mening-
katkan ketakutan kelompok-kelompok yang merasa terancam,
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baik mereka yang mempunyai keuntungan atau posisi yang
menguntungkan pada masa lalu, maupun mereka yang dapat
menjadi objek diskriminasi dan ‘exclusion’ (Bertrand, 2004:5).
Oleh karena itu kelompok Islam memakai kesempatan ini un-
tuk membuka kembali persoalan peranan Islam dalam politik
yang pernah diperdebatkan pada masa-masa awal kemerde-
kaan Indonesia, orang Dayak menolak untuk terus dimargina-
lisasikan, Timor Timur mengambil kesempatan tersebut untuk
mendapatkan kemerdekaan pada September 1999, dan orang
Aceh berupaya untuk memperoleh kemerdekaan, atau paling
tidak menegosiasikan kriteria-kriteria baru dari bergabung-
nya Aceh di dalam Indonesia, sebagaimana tercermin dalam
perjanjian Helsinki 15 Agustus 2005 yang baru lalu. Respon-
respon yang berbeda-beda ini, menurut Bertrand, secara
umum bisa menjelaskan mengapa konflik muncul di tempat-
tempat tertentu dan pada periode waktu-waktu tertentu, dan
tidak di tempat-tempat atau periode waktu lainnya (Bertrand,
2004:5 dan 8).

Dalam kata pengantarnya untuk buku Benedict Ander-
son — Imagined Communities - yang diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia, Daniel Dhakidae (2001) mengajak kita un-
tuk kembali “memahami rasa kebangsaan dan menyimak
bangsa sebagai komunitas-komunitas terbayang”, karena ia
merasa ada salah pengertian di kalangan akademisi tentang
“nasion” dan “nasionalisme”. Misalnya, ia mengkritik Mochtar
Pabottingi yang mengatakan nasion sebagai “suatu kolektivi-
tas politik egaliter-otosentris yang koterminus dengan wilayah
politiknya serta lahir dari atau dirujukkan bersama pada rang-
kaian dialektika serta aksiden sejarah yang sarat makna de-
ngan proyeksi eksistensial tanpa batasan waktu ke masa depan”
sebagai “kesalahan awal yang berbahaya dalam konsekuen-
si politik dan administratif’, sebagaimana Hitler melakukan
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kesalahan “ketika merumuskan nasionalisme Jerman dalam
arti ‘eine Nation von Boden und Blut’ - atau kesatuan bangsa
berdasarkan darah dan tanah” sehingga melakukan ekspansi
yang “mendirikan bulu kuduk” (halaman: xxix-xxx). la mencon-
tohkan kesalahan nasionalisme Indonesia yang “menemukan
bangsa dengan mengambil alih Timor Timur menjadi bagian-
nya karena menganggap wilayah bangsa koterminus dengan
wilayah politik ‘dengan proyeksi existensial tanpa batasan
waktu ke masa depan’... [bahwa] Timor Timur adalah wilayah
Indonesia yang tertunda kelahirannya, dan yang akan lahir
pada saatnya yang tepat” (Anderson, 2001:xxxviii). Bagi Daniel
yang setuju dengan pendapat Anderson:

“Bangsa adalah suatu Entwurf, proyeksi, baik dalam
dimensi waktu dan ruang ... dan dalam bahasa mana-
jemen modern bangsa menjadi proyek untuk diker-
jakan, diolah, sehingga bangsa menjadi suatu mode
of existence. Bangsa menjadi suatu proyeksi ke depan
dan sekaligus ke belakang. Karena itu tidak pernah bisa
dikatakan suatu bangsa ‘lahir’, namun suatu bangsa
itu ‘hadir’ dalam proses ‘formasi’ sebagai suatu ‘histo-
rical being’ sebagaimana dikatakan Komunitas-komu-
nitas Terbayang. Bangsa mengisi kehadirannya sendiri
dalam suatu proyek yang dikerjakan sendiri”.

Oleh karena itu ia menyarankan untuk menuliskan nasio-
nalisme dengan huruf “n” kecil, tidak dengan huruf “N” besar
yang dianggapnya salah kaprah. Menurutdia, arti nasionalisme
dengan huruf kecil lebih mudah dipahami “bila orang mem-
perlakukan nasionalisme seolah-olah ia berbagi ruang dengan
‘kekerabatan’ dan ‘agama’, bukannya dengan ‘liberalisme’ atau
‘fasisme’ (Anderson, 2001:xxxii & xxxv). Selain itu, bagi Daniel,
tesis Komunitas-komunitas Terbayang “lebih dekat dengan pa-
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ham otonomi, membangun kekuatan masyarakat lokal” kare-
na “masyarakat dalam bayang-bayang citra Indonesia menjadi
suatu proyek yang dikerjakan semua orang yang bukan saja
membayangkan dirinya terlibat dalam bangsa dan kebangsaan
akan tetapi membayangkan dirinya ‘memimpin bangsa’ yang
sedang menjalankan tugas ‘berbangsa’ (Anderson, 2001: xii &
xxxiii). Dengan kata lain, proyek Bung Karno yang menyatakan
Indonesia tidak kurang dari Sabang sampai Merauke, konsep
Indonesia federal tanpa Papua-nya Hatta, konsep Maphilindo
(Malaya, Philipina dan Indonesia) Tan Malaka, Aceh negara
Islam Merdeka-nya Teuku Daoed Beureuh, Maluku Selatan-
nya Ir. Soumokil, Indonesia tanpa kaum ‘komunis’ dan tanpa
dominasi Jawa-nya kolonel Vence Sumual, kolonel Burhanud-
din Harahap, kolonel Barlian dan kolonel Simbolon, Indone-
sia sebagai gabungan unsur agama, komunis dan nasionalis-
nya Dipa Nusantara Aidit, nasionalisme gelombang dua-nya
Habibie dkk. yang memasukkan supremasi teknologi Indone-
sia sebagai titik tolak, serta Indonesia harus melepaskan Timor
Timur-nya Budiman Sudjatmiko dari Partai Rakyat Demokra-
tik/PRD, dan seterusnya, semuanya bisa dimasukkan ke dalam
daftar “bangunan rasa-hidup” atau bangunan nasionalisme
“yang terdiri dari ‘bayang-bayang’ yang pada gilirannya meru-
muskan aksi” (Anderson, 2001: xxxiii & xxxv).

Tuntutan dari gerakan Reformasi yang dimulai sejak
sebelum kejatuhan Soeharto di tahun 1998 pada hakikatnya
berupa “demokratisasi struktur politik” Indonesia, antara lain
melalui “restrukturisasi hubungan pusat (Jakarta) dengan
daerah-daerah” (Aspinall & Fealy, 2003:2) atau apa yang oleh
Michael Ford dikatakan sebagai negotiating identity across
geographic and ethnic divides (Ford, 2003:132). Salah satu
persoalan atau tuntutan yang muncul dalam kerangka hu-
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bugan pusat-daerah, atau dalam hubungan core dan periphery
ini adalah agar “putra daerah” walaupun istilah putra daerah
tidak selalu didefinisikan dalam batasan etnik karena bisa juga
diterjemahkan dalam kerangka tempat tinggal atau tempat
kelahiran - bisa mengontrol pemerintahan daerah dan men-
jamin perlakuan khusus bagi komunitas mereka dalam alokasi
| sumber daya ekonomi dan posisi-posisi dalam pemerintahan.
Argumen yang dipakai, khususnya untuk melegitimasi tuntut-
an mereka dalam pemekaran atau pembentukan kabupaten,
kota atau provinsi baru adalah tentang komposisi etnis, kebu-
dayaan dan sejarah daerah mereka yang unik (Aspinall & Fealy,
2003:6-7), seperti yang tampak dalam kasus orang Melayu Riau
(lihat Ford, 2003). Dalam hal ini Hans Antlov sangat sependa-
pat karena ia melihat bahwa:

..society itself needs to be politicised in the everyday
i‘ form of ‘low politics’. It is above all at the local level that
Indonesia must begin to rebuild its political life and basic
institutions. Local, everyday politics is the foundation for
other form of politics, opening up the spaces that have
been monopolised by rent-seekers. Without grassroots
democracy, it is impossible to sustain democracy at the
national level” (2003:74, underline ditambahkan).

Pembentukan pluralist local politics ini, menurut Antlov,
sangat penting karena “pada tingkat bawahlah kekuatan-
kekuatan sosial paling dense atau kental dan pada tingkat
itu pula perekrutan politik dan pembentukan konstituen
terjadi sehingga rakyat bisa menterjemahkan kebijakan na-
sional menjadi program-program lokal juga isu-isu lokal men-
jadi ideologi nasional. Pada level terbawah itu pula lah politik
sangat penting bagi rakyat untuk menentukan nasib mereka
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sendiri, mengekspresikan pandangan mereka dan berpartisi-
pasi dalam keputusan-keputusan yang membentuk kehidup-
an mereka” (Antlov, 2003:74).

Walaupun ia juga mengakui bahwa sejauh ini civil society
dan gerakan prodemokrasi tidak bisa mempromosikan sistem
politik alternatif dari apa yang ada sekarang yang bertumpu
pada “partai-partai besar” atau “tipe dominan dari politik yang
berbasiskan elit yang pragmatik” sehingga selama masa Orde
Baru tidak pernah ada “kontestasi terhadap ideologi atau poli-
tik” dan “prinsip menjadi tidak penting” (Antlov, 2003:76). la
berpendapat bahwa perubahan kontrol atas kekuasaan dan
sumber daya dari pusat ke daerah yang terjadi saat ini mempu-
nyai potensi untuk mempromosikan demokrasi, yaitu dengan
memberikan responsiveness, representativeness and account-
ability yang lebih besar dalam proses pemerintahan (Antlov,
2003:77). Dengan kata lain “kekuasaan menjadi lebih terloka-
lisasi dan memunculkan berbagai suara dan kepentingan”
(An-tlov, 2003: 78). la percaya bahwa “hanya melalui aktivitas
politik langsung pada berbagai levellah maka suatu konsen-
sus nasional dan kontrak sosial baru bisa dicapai” (Antlov,
2003:83).

Beberapa pertanyaan yang penting untuk dicari jawaban-
nya pada level lokal adalah apa yang ditanyakan oleh Michael
Ford (2003:147) bahwa sejauh mana Indonesia bisa dibentuk
menjadi sejumlah “tanah air” yang didefinisikan berdasarkan
etnisitas? Dan, apa konsekuensinya bagi seluruh rakyat Indo-
nesia apabila proses itu berlangsung?

Dari uraian di atas jelas bahwa persoalan nasionalisme di
Indonesia perlu dilihat dari berbagai variabel atau aspek beri-
kut ini:

1. Pemahaman tentang “nasionalisme Indonesia” itu
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sendiri pada tingkat lokal/daerah.

2. Persoalan bernuansa etnisitas dan agama yang mun-

cul pada tingkat lokal/daerah yang untuk jangka pan-
| jang mempunyai konsekuensi pada “nasionalisme”
dan “integrasi” bangsa Indonesia.

3. Hubungan tarik-menarik antara pemahaman “nasio-
’ nalisme Indonesia” dengan pengekspresian “identitas
| lokal/kedaerahan” pada tingkat daerah dan pusat.

Diskusi dalam penelitian ini, bagaimanapun juga, tidak
| hanya sebatas pada mengangkat pertanyaan-pertanyaan
| tersebut di atas. Pembicaraan atas soal itu, pada gilirannya,
akan ditempatkan pada konteks-konteks yang lebih bersifat
konseptual dan dalam sebuah komparasi (perbandingan).

Pertama, pembicaraanV akan dicoba ditempatkan pada
gagasan “ethno nationalisme”, sebuah “isme” yang sering-
kali dilihat menjadi landasan dari atau berkaitan erat dengan
perjuangan politik NLFAS atau GAM.” Di sini, secara khusus,
akan dicoba ditelusuri bagaimana hubungan antara gagasan
tersebut dengan kedua “gerakan” di Aceh. Artinya tidak hanya
dengan “gerakan” yang ingin mempertahankan keutuhan
Aceh, tetapi juga dengan “"gerakan” yang ingin membelah
atau memekarkan. Selanjutnya, sebagai hal yang kedua, akan
dilihat bagaimana soal-soal “ethno nationalisme”, pembelahan
Aceh dan "pengutuhan” Aceh. Kemudian secara bersama-sa-
ma, dapat dipahami dalam kaitannya dengan dua garis pe-
mikiran mengenai nasionalisme sebagaimana diuraikan dan
didiskusikan Smith (2006:169-181): garis pemikiran “modernis’,

7 Meskipun tidak dijelaskan lebih jauh, seorang penulis, Dr. M. Isa Sulaiman, me-
linatnya demikian. Lihat, Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan Dan Gerakan
(2000: 149).
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yang di dalamnya termasuk gagasan Indonesianis Ben Ander-
son khususnya yang tertuang dalam Imagined Communities:
Reflections on the Origins and Spread of Nationalism, dan garis
yang bersifat "bukan” modernis. Dalam kaitan ini, menarik un-
tuk dicatat bahwa karya Anderson tersebut tampaknya cukup
dikenal kalangan NLFAS atau GAM atau yang pernah terlibat
di dalamnya. Catat, misalnya pernyataan berikut: ’sudah tiba
saatnya kita putuskan hubungan dengan Bangsa Indonesia
yang semu (imagined nation)™ (dikutip dalam Sulaiman, 2000:
111), atau: "[m]aka mulailah suatu ‘masyarakat bayangan’
(imagined communities) hadir di kalangan orang-orang Aceh ”
dan note dari pernyataan ini (Jihad, 2000: 28).

Akhirnya, sebuah perbandingan antara kasus Aceh de-
ngan kasus Papua akan dicoba ditelusuri. Mengingat bukan
hanya Aceh dan Papua merupakan provinsi-provinsi yang
mempunyai status "otonomi khusus’, tetapi juga gagasan pe-
mekaran muncul pula di Papua sebagaimana telah dikemuka-
kan di atas.

1. Pemekaran

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, pembentukan daerah
dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu penggabungan daerah
dan pemekaran daerah baru. Konsep pemekaran daerah sen-
diri sangat penting untuk dicermati karena tidak saja berkaitan
dengan peningkatan mutu atau kualitas pelayanan publik dan
kesejahteraan masyarakat setempat, tetapi sangat terkait de-
ngan akomodasi kepentingan berbagai pihak di tingkat pusat
dan lokal, yang salah satunya adalah persoalan interpretasi na-
sion and nasionalisme (kebangsaan dan rasa kebangsaan).

Mengacu dari hasil penelitian Tim ini pada tahun pertama
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(Soewarsono (eds), 2007: 22-23), keinginan untuk melakukan
pemekaran dapat muncul dari pemerintah pusat maupun
daerah. Namun demikian, keinginan atau aspirasi saja tidak
| cukup untuk dilakukannya pemekaran daerah, karena ada-
; nya persyaratan tertentu yang harus dipenuhi (sebagaimana
ditetapkan oleh pemerintah pusat), seperti minimal usia pe-
nyelenggaraan pemerintahan dan tinjauan politis serta untuk
| daerah-daerah berotonomi khusus, pemekaran juga harus
mengacu pada ketentuan di dalam undang-undang otonomi
khusus daerah tersebut. Seperti halnya kasus Papua merupa-
kan contoh pemekaran provinsi dilakukan pemerintah pusat
dan berhasil dilaksanakan untuk Provinsi Papua dan Irian Jaya
Barat, namun gagal untuk Provinsi Irian Jaya Tengah karena
adanya penentangan dari masyarakat dan ketidaksesuaian
dengan undang-undang otonomi khusus Papua. Adapun
kasus Aceh merupakan contoh aspirasi pemekaran provinsi
yang muncul dari tingkat bawah, yang walau demikian tidak
terlalu mendapat tanggapan dari pemerintah pusat sehingga
tidak terlaksana. Dua contoh di atas mewakili banyak kasus
lain yang muncul berkaitan dengan isu pemekaran wilayah
yang secara teoritis bertujuan meningkatkan pemberdayaan
daerah (masyarakat dan sumber dayanya). Akan tetapi di balik
itu ternyata ada aspirasi untuk memunculkan kembali identi-
tas lokal. Dalam hal inilah persoalan pemekaran terkait dengan
persoalan nasion dan nasionalisme, dalam arti terjadi tarik-me-
narik antara nasion 'lokal’ dan nasion 'Indonesia’ sebagaimana
dikemukakan oleh Harsya Bachtiar di tahun 1970-an.

Oleh karena itu, hal terpenting yang patut dicatat adalah
semangat pemekaran akan jauh lebih berarti apabila diikuti
dengan peningkatan kualitas manajemen pengelolaan dae-
rah, termasuk di dalamnya mengenai manajemen kepentingan
(e.g. lokal dan nasional) dan konflik (daerah dan kesukuan).
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2. Nasionalisme

Penelitian ini melihat implikasi otonomi daerah dan pe-
mekaran pada nasionalisme Indonesia dalam tiga gagasan,
pertama, yang berasal dari Bachtiar mengenai hubungan
antara “nasion Indonesia” dengan “nasion-nasion pribumi
atau lama”; kedua, yang berasal dari Anderson mengenai na-
sionalisme sebagai “a common project for the present and the
future”(Anderson, 1999a: 3); dan ketiga, yang berasal dari Mi-
chael Keating mengenai asymmetrical government for plurina-
tional states yang bentuk ringkasnya diperkenalkan oleh An-
thony Reid: sebuah state dengan lebih dari satu nation (Reid,
2005).

Dalam proses pembentukannya, persoalan nasionalisme
akan muncul dalam konteks implementasi otonomi daerah
dan otonomi khusus. Secara ideal, tujuan umum dari pemberi-
an otonomi khusus kepada suatu daerah adalah untuk mence-
gah disintegrasi bangsa dan memberi kewenangan yang lebih
luas, lebih khusus dan lebih spesial kepada pemerintah daerah
untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan di dae-
rahnya (Thung et.al., 2005: 75). Namun ketika otonomi diterap-
kan dan persoalan ‘nasion lokal versus nasion Indonesia’ tidak
serta merta hilang (seperti yang kita temukan di Aceh dan
Papua) maka patut dipertanyakan sejauh mana persoalan
nasionalisme ini bisa diakomodasi dalam kerangka otonomi
daerah dan khusus? Apakah pemerintah pusat dan daerah
juga publik setempat perlu melakukan semacam bargaining
untuk memecahkan persoalan ini?

3. Identitas dalam Otonomi Daerah

Dalam konteks identitas, kita akan memperhatikan iden-
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| titas kesukuan atau kedaerahan dan kaitannya dalam identi-
tas kebangsaan, dalam hal ini ‘Indonesia’. Secara sosiologis-
antropologis, sesungguhnya pembentukan identitas keindo-
nesiaan di atas identitas kesukubangsaan atau kedaerahan
yang ada tidak dengan sendirinya menghapuskan identitas
? yang lama (identitas kesukuan karena setiap individu mampu
| mempunyai lebih dari satu identitas sosial pada suatu peri-
ode waktu yang sama dan persoalannya adalah kadar identi-
tas mana yang lebih besar, keindonesiaan atau kesukuannya?
(Soewarsono (eds), 2007: 115). Dalam hubungannya dengan
| masalah separatis dan pemisahan diri, tidak semata bergan-
tung pada masalah identitas ini karena ada banyak hal lain
yang terkait dan menjadi faktor gerakan separatis atau keing-
inan pemisahan diri di luar masalah identitas.

Apabila mengambil pemahaman dari pendapat Maniagasi
bahwa yang terpenting adalah bagaimana agar Indonesia mau
| berupaya meletakkan dan mendudukkan identitas kepapuaan
: atau keacehan-kedaerahan (tim peneliti)-dalam konteks atau
lingkup keindonesiaan secara tepat dan benar sehingga orang
Papua daerah dan suku bangsa (tim peneliti)-tidak kehilang-
an jati diri dan tidak tersisih dari akar budaya mereka (op.cit.:
127).

Selanjutnya dalam kerangka otonomi daerah, persoalan
identitas berkaitan pula dengan permasalahan akomodasi ke-
pentingan oleh pemerintah pusat dan legalitas atas kemandi-
rian untuk mengatur sendiri, akomodasi kepentingan politik
dari masyarakat lokal (hak turut serta dalam pemerintahan,
fasilitasi pembentukan partai politik berbasis daerah, dan se-
bagainya).

Upaya pemahaman (verstehen atau understanding) terh-
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adap fokus dan permasalahan penelitian merupakan elemen
terpenting dalam kajian dan penelitian ini, sehingga pendekat-
an yang bersifat kualitatif (qualitative method) merupakan pili-
han yang lebih diutamakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian/kerja lapangan (field work) di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk memper-
oleh data primer, dengan menggunakan wawancara
mendalam (in-depth interview) dan rangkaian diskusi
kelompok yang terfokus (focus group discussion/FGD)
dengan para pemimpin politik, pemerintahan dan ke-
masyarakatan di tingkat provinsi dan kabupaten;

2. Penelusuran literatur untuk data sekunder, penelitian
bahan-bahan tertulis baik berupa dokumen-doku-
men yang terkait maupun bahan-bahan sekunder lain
yang relevan.

Penelitian ini difokuskan pada upaya mendapatkan pema-
haman awal tentang bagaimana proses tarik-menarik antara
dua “gerakan” yang saat ini ada di Aceh--"gerakan untuk meng
utuhkan Aceh” versus “gerakan memekarkan Aceh”--bisa
ditempatkan dalam konteks atau kerangka ethno-nationalism
dan/atau dua pemikiran mengenai nasionalisme. Begitu pula
dalam kasus Papua, akan ditelusuri sejauh mana proses peme-
karan di Papua dapat dikaitkan dengan gagasan ethno-nasion-
alism dan/atau dua pemikiran mengenai nasionalisme.
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Membaca Nasionalisme-Nasional-
isme
di Indonesia Sekarang Ini

Oleh: Soewarsono

A. Pendahuluan

“Saudara-saudara saya Bangsa Aceh... Sudah tiba saat-
nya kita putuskan hubungan dengan Bangsa Indone-
sia yang semu (imagined nation) dan kita berdiri sen-
diri seperti leluhur kita dahulu.” (Sulaiman, 2000:111)

“Maka mulailah suatu ‘masyarakat bayangan’ (ima-
gined communities) hadir di kalangan orang-orang
Aceh dan mereka lupa dengan Negara Islam Aceh
yang sebenarnya masih berdaulat dan tidak ber-
gabung dengan Indonesia”. (Jihad, 2000: 28)

Kedua pernyataan tersebut berasal dari figur-figur pen-
ting National Liberation Front of Acheh-Sumatra (NLFSA) atau
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populer sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yaitu M. Yusuf
Daud dan dr. Husaini Hasan atau Abu Jihad, sebuah nama sa-
maran dari sosok yang pernah mempunyai hubungan dengan
organisasi pembebasan tersebut.

Dalam kaitannya dengan kutipan kedua, yang menya-
takan bahwa [masyarakat] “Indonesia” adalah ‘masyarakat
bayangan’ (imagined communities), sebuah acuan--yang pada
gilirannya juga bisa dikaitkan dengan kutipan pertama, yang
menyatakan bahwa “Bangsa Indonesia” adalah bangsa “yang
semu” (imagined nation) --telah diberikan, yaitu “konsep ima-
gined communities’, yang diperkenalkan seorang yang berna-
ma Benedict R. ‘0.G. Anderson lewat karyanya “The Imagined
Communities” (1969) (Ibid, khususnya catatan nomor 11).

Pertanyaannya kemudian, apakah yang ingin disampaikan
lewat keterangan-keterangan tersebut? Apakah ingin dika-
takan bahwa lupakan “Bangsa Indonesia” atau “masyarakat
bayangan™ bernama Indonesia karena seperti telah diperli-
hatkan oleh Anderson lewat “konsep imagined communities”-
nya keduanya bersifat “semu” (“imagined”) atau hanya “ba-
yangan”? Lalu apakah karena hal itu, NLFSA/GAM mengajak
“orang-orang Aceh” untuk “berdiri sendiri seperti leluhur kita
dahulu” dan melihat bahwa “orang-orang Aceh... [telah] lupa
dengan Negara Islam Aceh yang sebenarnya masih berdaulat
dan tidak bergabung dengan Indonesia?”

B. Gerakan Nasionalisme di Aceh: Hasan Di Tiro dan
NLFAS/GAM-nya.?

Lahir di Pidie sekitar tahun 1925, Hasan Di Tiro sebenarnya

8 Uraian berikut jika tidak disebutkan sumber lain didasarkan pada Sulaiman
(2000: 11) dan seterusnya.



sosok yang awalnya dekat dengan sejarah politik Indonesia.
Meringkas keterangan ringkas Sulaiman (2000: 11ff) atas sosok
Hasan Di Tiro, beberapa periode kehidupan politik Hasan Di
Tiro dapat dibedakan. Pertama, antara November 1945 hingga
tahun 1950. Dari saat sosoknya sebagai pemuda revolusi yang
berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia
hingga menjadi seorang mahasiswa, di Universitas Islam Indo-
nesia (Ull) di Yogyakarta dan di Columbia University, Amerika
Serikat karena mendapatkan bea siswa Colombo Plan. Kedua,
antara tahun 1950 hingga 1965, sebagai seorang mahasiswa
Indonesia di Amerika Serikat dan aktivis dari gerakan-gerakan
separatis dalam konteks Republik Indonesia, yaitu Darul Is-
lam (DI), Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI),
Republik Islam Aceh (RIA), dan Republik Persatuan Indonesia
(RPI). Ketiga, antara 1965 hingga tahun 1976, ketika Hasan Di
Tiro, tidak seperti pemimpin-pemimpin RIA dan RPI, yaitu Sya-
fruddin Prawiranegara dan Tgk. Daud Beureueh yang memu-
tuskan “turun berdamai dengan pemerintah RI” [baca: rezim
politik Soekarno], tetap berdiam di Amerika. Selain bekerja se-
bagai pimpinan Dora International Ltd. yang berkantor di New
York, Tiro juga mendirikan lembaga Aceh Institute in America
yang mengkhususkan diri tentang Aceh.

Periode ketiga, yaitu antara tahun-tahun 1965 hingga
1976 ini merupakan sebuah periode penting dalam kehidup-
an politik Hasan Di Tiro. Periode tersebut merupakan sebuah
transisi Hasan Di Tiro. Proses transisi berlangsung beriringan
dengan munculnya beberapa karya Hasan Di Tiro. Di anta-
ranya, Masa Depan Politik Dunia Melayu (Januari, 1965), Aceh di
Mata Dunia (Maret, 1968), dan One Hundred Years Anniversary
of The Battle of Banda Acheh (April, 1973). Sebagaimana akan
dilihat lebih jauh, isi karya-karya tersebut sangat berbeda de-
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ngan Demokrasi Untuk Indonesia (1958), karya yang ditulis ke-
tika masih menjadi aktivis gerakan separatis Indonesia--yang
di dalamnya dia "menganjurkan suatu bentuk negara federal
yang pembagian daerahnya berdasarkan suku bangsa” (Sulai-
man, 2000: 14).

Gagasan-gagasan dalam karya-karya sejak 1965 tersebut
itulah--yang ditulis dalam bahasa Inggris dan "bahasa Aceh”-
-bukan dalam bahasa Indonesia--yang dicoba diperkenalkan
dan disebar luaskan ketika Hasan Di Tiro berkesempatan da-
tang ke Aceh tahun 1974, dan khususnya ketika berada di Aceh
antara 4 September 1976 hingga 29 Maret 1979, atau pada
periode keempat. Ditempatkan dalam konteks organisasi-
organisasi politik yang kemudian dibentuknya di Aceh, NLFAS/
GAM dan the State of Acheh, Sumatra, gagasan-gagasan dalam
karya-karyanya tersebut, yang diringkas dalam Declaration
of Independence of Acheh-Sumatra, dengan segera menjadi
sebuah ideologi dan pada kurun waktu antara 4 September
1976 hingga 29 Maret 1979, seperti tampak lewat The Price of
Freedom: The Unfinished Diary, bahkan embodied dalam diri-
nya. Meski kemudian Hasan Di Tiro harus ke luar dari Aceh dan
kemudian menetap di Stockholm, Swedia, hubungan Hasan Di
Tiro dengan "[his] loyal followers” di Aceh terus berlanjut. Mela-
lui para pengikutnya di Malaysia dan Singapura, baik tulisan-
tulisannya maupun video-taped messages-nya masuk ke Aceh.
Beberapa karya lain ditulis Hasan Di Tiro ketika berada atau
menetap di luar Aceh: The Legal Status of Acheh-Sumatra Un-
der International Law (1980), Indonesia as a Model of Neo-Colony
(1984), The Case and the Cause of the National Liberation Front
of Acheh-Sumatra (1986), dan Indonesian Nationalism: A West-
ern Invention to Contain Islam in the Dutch_East Indies (1986).

Dengan kata lain, periode ketiga merupakan periode tran-
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sisi bagi Hasan Di Tiro sebagai sosok politik: dari seorang ak-
tivis gerakan "separatis” dalam konteks Republik Indonesia--di
mana dalam gerakan tersebut “Indonesia” selalu dijadikan se-
bagai "bingkai perjuangan’, menjadi seorang pejuang pembe-
basan nasional Aceh. Menarik untuk dicatat, periode transisi ini
berlangsung beriringan dengan terjadinya perubahan penting
dalam kehidupan politik di Indonesia. Munculnya rezim politik
baru menggantikan rezim politik Soekarno.

C. *“Colonial Nationalism”: Nasionalisme Indonesia Masa
Lalu?

Ditempatkan dalam konteks NLFAS/GAM, Imagined Com-
munities yang sebagaimana telah disebutkan telah dikenal
oleh figur-figur penting NLFAS/GAM, karena itu, muncul be-
berapa tahun setelah Masa Depan Politik Dunia Melayu dan
Declaration of Independence of Acheh-Sumatra®. Sebagaimana
dicoba diperlihatkan, ketiganya, tepatnya yang pertama, karya
akademis Anderson, maupun dua yang belakangan--yang dapat
dilihat sebagai dua “teks-teks nasionalis” NLFAS/GAM, membica-
rakan hal yang sama. Yaitu, suatu hubungan antara “Indonesia”
dengan “kolonialisme Belanda” (yang secara praktis dilakukan
lewat alat politiknya di tanah jajahan (koloni): (negara kolonial)
Hindia Belanda). Namun begitu, sebagaimana dicoba ditelusuri,
terdapat sebuah perbedaan yang sangat berarti.

Pernyataan Hasan Di Tiro berikut--disampaikan dalam
sebuah kesempatan yang lain--dapat dilihat sebagai perumus-
an berbeda dari kedua “teks nasionalis” NLFAS/GAM tersebut
di atas:

9 Teks ini dapat ditemukan dalam www.acehnet.tripod.com/declare.htm.
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“The Netherlands had declared war against the King-
dom of Aceh, not against ‘[lIndonesia’ which did not
exist in 1873; and ‘[lindonesia’ still did not exist when
the Netherlands was defeated and withdrew from Aceh
March, 1942. And when the Netherlands illegally tran-
ferred soverignty to ‘Indonesia’ on December 27, 1949,
she had no presence in Acheh which was still free and
independent from the Netherlands or from Javanese ‘In-
donesia.’

And there were another relevant truth that was known
to all Netherlanders, as documented by Wekker[:] “Our
enemy, Acheh, is a native state, and our own soldiers
consist of mercenaries from Java.’ To claim, as the Fo-
reign Ministry did, to have settled the Acheh War with
the Javanese ‘[lIndonesia’ was tantamount to saying
that the Netherlands had settled the case of Acheh War
with her own mercenaries, the Javanese”. (Di Tiro, 1995)

Dalam pernyataan yang tidak menyebut sama seka-
li Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus
1945 itu, yang penting untuk diperhatikan adalah istilah
“mercenary(ies)’, sebuah istilah yang juga terdapat dalam
“Declaration”--"our fatherland was turned over by the Dutch to
the Javanese--their ex-mercenaries”. Terkesan di situlah diletak-
kan oleh Hasan Di Tiro arti hubungan antara “Indonesia” de-

ngan “kolonialisme Belanda”

Lalu bagaimana hubungan antara “Indonesia” dengan
“kolonialisme Belanda” menurut Imagined Communities?

Sebelum itu, beberapa koreksi akan diberikan dalam
kaitannya dengan karya Anderson tersebut. Judul karyanya
bukanlah “The Imagined Communities” melainkan “Imagined
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Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nation-
alism”. Karya tersebut diterbitkan bukan oleh “Massachusett:
Harvard University Press” tetapi oleh “London: Verso’, dan ta-
hun pertama terbit bukan 1969 melainkan 1983. Dalam fourth
impression-nya, Anderson (1987: 15) menulis demikian:

“In an anthropological spirit, then, | propose the follow-
ing definition of the nation: it is an imagined political
community--an imagined as both inherently limited
and sovereign’.

Beberapa hal dapat dicatat dari pernyataan tersebut. Kar-
yanya adalah sebuah tawaran bagaimana “bangsa” (nation)
pada umumnya dapat dipahami. Dengan kata lain, karyanya
tidak melulu membicarakan soal “bangsa Indonesia’, meski
sebuah pembicaraan mengenai nasionalisme Indonesia me-
mang dijadikan sebagai di antara ilustrasinya. Untuk itu sebuah
definisi ditawarkan: “bangsa” adalah “sebuah komunitas politik
yang dibayangkan” Dalam kaitannya dengan kata imagined,
dua hal perlu dicatat. Pertama, kata “imagined” tersebut, tepat-
nya dalam bentuk “imagining”, seperti dijelaskan sendiri oleh
Anderson, dapat diperbandingkan dengan kata “invention’,
meskipun terdapat sebuah catatan penting di sini, bahwa kata
tersebut berada dalam pengertian yang dapat diperbanding-
kan artinya dengan “creations”, dan bukan dengan kata-kata
“fabrication” atau “falsity”. Dikatakan secara lain, sebagaimana
dikemukakan seorang penulis: “imagined... bukan imajiner”
(Dhakidae, 2001).

Sebuah frase yang diperkenalkan Anderson untuk men-
jelaskan bagaimana hubungan antara “Indonesia” dengan
“kolonialisme Belanda” berlangsung adalah “colonial national-

”

ism”.
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Menurut Anderson, terdapat dua jenis “colonial nation-
alism”: (1) “the colonial nationalism of an earlier stage’, seba-
gaimana berlangsung di South and Central America akhir abad
ke-18 dan (2) “[the] recent ‘colonial nationalism,’” sebagaimana
berlangsung di Asia dan Afrika abad ke 20, dengan gerakan
nasionalisme di Indonesia di antara kasusnya. Dalam pe-
nelusurannya terhadap kedua “colonial nationalism” tersebut,
Anderson melihatadanya sejumlah persamaan dan perbedaan.
Pada kedua “colonial nationalism” tersebut terjadi apa yang
disebut sebagai “the isomorphism between each nationalism’s
territorial stretch and that of the previous imperial administrative
unit”. Proses ini berhubungan dengan apa yang disebut Ander-
son sebagai “the geography of all colonial pilgrimages”. Namun
demikian, terdapat sebuah perbedaan penting antara kedua-
nya. Tidak seperti “the journeys” (dalam konteks “the geogra-
phy”) yang berlangsung pada masa “the colonial nationalism
of an earlier stage’, di mana hanya “a handful of travellers” yang
mengalaminya, “pilgrimages” pada masa “[the] recent ‘colonial
nationalism™ dilakukan oleh “huge and variegated crowds".

Tiga faktor berperan penting mengapa demikian. Pertama,
“the astonishing achievements of industrial capitalism--railways
and steamships in the last century and aviation in this (century)".
Kedua, “the colonial state, and, somewhat later, corporate capi-
tal, needed armies of clerks, who to be useful had to be bilingual,
capable of mediating linguistically between the metropolitan
nation and the colonized people”. Ketiga, “the spread of modern-
style education, not only by the colonial state, but also by private
religious and secular organization”.

Perbedaan lain adalah, jika pada “the colonial nationalism
of an earlier stage” kepemimpinan berada di tangan “landown-
ers, allied with a much smaller number of merchants, various
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types of professional” maka pada “[the] recent ‘colonial national-
ism” peran tersebut berada di tangan “the intelligentsia”. Dan
“the intelligentsia’s vanguard role’, menurut Anderson, “derived
from its bilingual literacy, or rather literacy and bilingualism”:

“Bilingualism meant access, through the European lang-
uage-of-state, to modern Western culture in the broad-
est sense, and, in particular, to the models of national-
ism, nation-ness, and nation-state produced elsewhere
in the course of the nineteenth century’.

Memperlihatkan “bilingualism” secara konkret, Anderson
menunjuk pada sebuah artikel terkenal yang ditulis tahun
1913 dalam bahasa Belanda oleh Suwardi Surjangingrat--satu
di antara trio Indische Partij, partai nasionalis pertama di Hindia
Belanda--dan berjudul “Als ik eens Nederlander was” (Seandai-
nya Saya Seorang Belanda).

Sebuah perbedaan juga diperlihatkan Anderson antara
“the emerging nationalist intelligentsias in the colonies” dengan
“the vernacularizing nationalists intelligentsias of the nineteenth-
century Europe”. Meskipun sama-sama berasal dari kalangan
muda (young), kemudaan (youth) dari “the emerging national-
ist intelligentias in the colonies” memperlihatkan cirinya sendiri.
Ciri ini terkait dengan keberadaan sekolah (school). “In the colo-
nies: Youth meant, above all, the first generation in any significant
numbers to have acquired a European education, marking them
off linguistically and culturally from their parent’s generation, as
well from the vast bulk of their colonized agemates...” Sekolah,
tepatnya “colonial school systems” bahkan menyumbang lebih
dari itu. Mereka juga berperan, menurut Anderson, “in promot-
ing colonial nationalisms”. Khususnya jika diingat bahwa dalam
“colonial school systems’, sebagaimana dalam “the case of In-
donesia’, terdapat “the hierarchy’s geography” yang paralel de
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ngan sistem administratif dengan “longer-established function-
ary journeys”-nya, dengan “the Rome of these pilgrimages was
Batavia:”

“Standardized elementary schools came to be scattered
about in villages and small townships of the colony; ju-
nior and senior middle-schools in larger towns and pro-
vincial centres; while tertiary education (the pyramid’s
apex) was confined to the colonial capital of Batavia
and the Dutch-built city of Bandung...".

Lewat sekolah, beriringan denganterdapatnya perbedaan-
perbedaan dalam asal-usul, seperti “from different, perhap once
hostile, villages in primary school; from different ethnolinguistic
groups in middle-school; and from every part of the realm in the
tertiary institutions of the capital’; lambat laun muncul persa-
maan-persamaan. Dimulai dari “freading] the same books and
[doing] the same sums’, kemudian dalam bentuk pertanyaan:
“why ‘we’ are ‘here’ together”. “To put it in another way” begitu
Anderson menulis:

“Their common experience, and the amiably competi-
tive comradeship of the classroom, gave the maps of
the colony which they studied (always coloured differ-
ently from British Malaya or the American Philippines) a
territorially-specific imagine reality which was every day
confirmed by the accents and physiognomies of their
classmates”.

Untuk memperlihatkan efeknya, sebuah ilustrasi diberikan
Anderson: “Sukarno never saw the West Irian for which he fought
so hard till he was over 60. Here, as in the schoolroom maps, we
see fiction seeping into reality...".
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Persamaan bahkan makin ditegaskan lewat sebuah is-
tilah “inlander”. Karena lewat kata ini, “[implying] that in their
common inferiority’, “the inlanders were equally contemptible,
no matter what ethnolinguistic group or class they came from".
Inilah yang menjadi konteks munculnya kata “Indonesia”. Atau
dalam kata-kata Anderson, “... by sort of sedimentation, inland-
er... grew ever more specific in content; until, like a ripe larva, it
was suddenly transmogrified into the spectacular butterfly called
‘Indonesian.”®

Peristiwa yang berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945
-yaitu diucapkannya sebuah proklamasi kemerdekaan “bangsa
Indonesia”", peristiwa-peristiwa sejak 18 Agustus 1945 - yaitu

10 Menurut penelusuran Akira Nagazumi, dimaksud sebagai pengganti baik kata
"inlander" maupun istilah "Nederlandsch-Indier’, "the hybrid pseudo-Hellenic" atau
"the strange-Graeco-Roman neologism" Indonesia, begitu Anderson menyebut-
nya, dipakai pertama kali oleh sebuah federasi di negeri Belanda yang di an-
tara pendirinya adalah Soewardi Surjaningrat, yaitu Indonesisch Verbond van
Studeerenden yang didirikan tahun 1976. Tahun 1922, "wakil-wakil kiri di Dewan
Perwakilan Rakyat di Nederland" berupaya memasukkan kata "Indonesia” ke da-
lam Undang-Undang Dasar Belanda" tetapi gagal. Usul tersebut ditolak karena,
selain kata tersebut "diperkenalkan oleh orang asing, seorang ahli ethnologi
biasa yang selain dari pada ini tidak dikenal’, yaitu "Bastian’, kata merupakan
"konsep ethnologis bagi suatu daerah yang lebih besar daripada Hindia Belan-
da”. Meskipun, menurut "Profesor J.C. van Eerde tiga perempat dari daerah ini
adalah kepunyaan Hindia Belanda”. Pada tahun 1922 pula kata dipakai sebuah
organisasi, yang ketika berdiri di tahun 1908 bernama Indische Vereeniging, yaitu
Indonesishe Vereeniging, dan sejak tahun 1925 organisasi tersebut menjadi Per-
himpunan Indonesia. Di Hindia Belanda, organisasi pertama yang menggunakan
kata Indonesia adalah Partai Komunis Indonesia, yaitu di tahun-tahun 1924-1925.
Pada tahun 1927, sebuah organisasi politik menggunakan nama Indonesia didi-
rikan Soekarno, Partai Nasionalis Indonesia.

Lihat tulisannya ‘Indonesia’ dan ‘Orang-Orang Indonesia: Semantik Dalam Politik’
(1976/dalam Ichimura, S. dan Koentjaraningrat, eds. (1976), dan Benedict Ander-
son: Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism,
(1987: 110) , “Indonesian Nationalism Today and in the Future’, dalam Indonesia
67 (1999).

11 Sebagaimana dapatdibaca, peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
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proses pembentukan negara merdeka Repubik Indonesia oleh
“bangsa Indonesia” yang telah merdeka,'? dan kampanye mi-
liter terhadap Belanda dalam upaya membebaskan Irian Barat
ditahun-tahun 1961-1962 yang berujung pada terbentangnya
tanah air Indonesia dan wilayah negara merdeka Republik In-
donesia yang identik dengan Hindia Belanda, “van Sabang tot
Merauke” atau “dari Sabang hingga Merauke”, sejak 1 Mei 1963
dapat dilihat sebagai hasil-hasil gerakan nasionalisme Indone-
sia yang berjenis “colonial nationalism".

D. Menuju Nasionalisme Indonesia Masa Kini: Terpisah-
nya “State” dari “Nation”

Ketika mendiskusikan soal nasionalisme, Mark N. Hago-
pian (1985:69-70) menulis sebagai berikut:

“a nation is a group manifesting national sentiment. It is
not a state, which is a political formation sometimes co-

sebenarnya berisi dua hal. Pertama, pembacaan sebuah "Teks Proklamasi"--teks
yang ditandatangani Soekarno-Hatta "atas nama bangsa Indonesia’, dan, kedua,
pernyataan sebagai berikut:

“Demikianlah Saudara-saudara!

Kita sekarang telah merdekal Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air
kita dan bangsa kita!

Mulai saat ini kita menyusun negara kita: Negara Merdeka. Negera Republik In-
donesia. Merdeka kekal dan abadi.

Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu” (garis bawah ditambah-
kan).

Lihat, “Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dalam Risalah Sidang Ba-
dan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) [Dan]
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 23 Mei 1945-22 Agustus 1945
(1995, 407-409).

12 Proses pembentukan negara itu sendiri dimulai dengan dijadikannya naskah
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, terpilihnya Soekarno dan Mu-
hammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden secara aklamasi.
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inciding with a nation (the ‘nation-state’) and sometimes
not. Accordingly, nation-building is not at all the same
thing as state-building; indeed, if state-building efforts
are ruthlessly pushed in a situation of competing ethnic
nationalisms, the result will not be nation-building, but
‘nation-destroying.’ Nationalism proper is a movement
with the ideal of building or preserving a nation which
would posses true national sentiment’.

Sementara itu, dalam sebuah kesempatan belakangan ini

yang secara khusus membicarakan “Indonesian nationalism”
dan di dalamnya diperlihatkan adanya “two common kinds of
misunderstanding” mengenai nasionalisme, Anderson menge-
mukakan hal yang dapat diperbandingkan:

“The second misunderstanding is that ‘nation’ and
‘state’ are, if not exactly identical, at least like a happy
husband and wife in their relationship. But the histori-
cal reality is often just opposite. Perhaps 85 percent of
nationalist movements started life as movements aimed
against colonial or feudal-absolutist states. Nation and
state ‘got married’ very late on, and the marriage was far
from always happy. The general rule is that the state... is
much older than the nation. The genealogy of the state
in Indonesia goes back to early seventeenth-century
Batavia [VOC].? Its continuity is quite apparent even
though the strecht of its territory increased vastly over
time. The present strecht of Indonesia is-—-with exception
of East Timor--exactly that of the Netherlands East Indies

Anderson telah mendiskusikan soal ini di tempat lain. Lihat "Old State, New So-
ciety: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective’, Language

and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia (1983/1990).
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when it completed its final conquests of Aceh, Southern
Bali, and Irian at the beginning of this century. [...] in its
last days, during 1930s, 90 percent... of its officials were
‘natives.” There were of course some changes--extru-
sions and additions--during the Revolution, but for the
greater part the personnel of the young Republic’s state
was continuous with that of the colonial state. The first
post-1950 parliament was also full of former collabora-
tors with colonialism, and the new Republican army also
included plenty of soldiers and officers who had fought
against the Republic during the Revolution” (Further-
more, both General Nasution , creator of the post-revo-
lutionary army, and General Soeharto started their adult
careers as soldiers in the prewar colonial military. In the
case of Soeharto, it is well known that he had no involve-
ment whatever with the movement for independence
in the Dutch time, but rather joined KNIL (Koninklijk
Nederlandsch-Indisch Leger, Royal Netherlands-Indies
Army, the greater enemy of the movement, and then
later Peta, the creation of the Japanese occupiers.) (An-
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derson, 1999a:2)™

Kalaulah mungkin untuk mengatakan bahwa sejak Re-
volusi (1945-1949) dan masa-masa kemudiannya telah terjadi
sebuah pertarungan untuk menguasai negara merdeka Repu-
blik Indonesia yang masih muda usianya, antara dua elemen-
nya, antara elemen yang merepresentasikan bangsa Indonesia
yang merdeka--elemen yang menjadikan Republik Indonesia
sebuah nation-state, dengan elemen yang berasal-usul pada
the colonial state, maka pertarungan tersebut berakhir ber-
iringan dengan terjadinya Gerakan 30 September (G30S) de-
ngan pihak kedua yang menjadi pemenang. Sebuah rezim poli-
tik kemudian muncul, dibentuk bekas KNIL dan Peta --sebuah
| rezim (Soeharto) yang menamakan dirinya Orde Baru, “[a] re-

14 Tekanan ditambahkan. Dalam Soeharto dan Strategi ‘Apus-Mengapusi, Tobing
(2006) menulis:

“Dari Sersan Menjadi Letkol.

Pendidikan Soeharto hanya tamat sekolah rendah lanjutan. Sempat bekerja
sebagai pembantu kerani bank desa hingga buruh bangunan di Wuryantoro.
Masuk tentara kolonial Kerajaan Belanda (KNIL) karena sulitnya lowongan kerja.
Celakanya, seusai mengikuti pendidikan sersan di Gombong Jawa Tengah, dan
ditempatkan di Cisarua, sepekan kemudian Belanda menyerah pada tentara
Jepang, 8 Maret 1942.

‘Saya berpikir, tentu saya akan ditawan. Dalam keadaan menunggu nasib seperti
itu saya main kartu cemeh dengan kartu londo, kata Soeharto dalam biografi-
nya. Uangnya dari 1 gulden menjadi 50 gulden. Inilah modal Soeharto pulang
kampung.

Setelah menganggur cukup lama di Wuryantoro, Wonogiri, Soeharto masuk
polisi di Yogyakarta. Hanya bertugas sebentar, ia masuk Shodancho, komandan
peleton tentara PETA (Pembela Tanah Air). Soeharto merahasiakan mengidap
malaria dan mantan KNIL. yang dibenci Jepang pada waktu tes masuk polisi dan
Shodancho.

Belum lama bertugas sebagai pelatih di daerah Madiun, tanpa suatu penjelas-
an tiba-tiba Jepang menarik semua senjata dan membubarkan pasukannya, 18
Agustus 1945, Soeharto pulang ke Yogyakarta dan baru tahu apa yang terjadi
setelah membaca surat kabar Matahari (19/8/1945) mengenai proklamasi ke-
merdekaan” (garis bawah ditambahkan).
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gime that’, menurut Hasan Di Tiro (1984), "had seized power by
murdering 2 millions people....

E. Nasionalisme Indonesia Masa Kini: Asal-Usul

Ketika menyebutkan “[the] common kind of misunderstand-
ing” yang pertama dalam memahami nasionalisme, Anderson
mengatakan “nationalisme is not something inherited from the
ancient past, but is rather a ‘common project’ for the present and
the future”. Ketika mengatakan hal itu, Anderson tampaknya
hanya mengacu pada gagasan nasionalisme Indonesia ber-
jenis “colonial nationalism” atau nasionalisme Indonesia-nya
Indische Partij dan Soekarno. Kenyataannya, pada saat yang
hampir bersamaan dengan munculnya nasionalisme Indone-
sia berjenis “colonial nationalism” tersebut, sebuah gagasan
nasionalisme Indonesia yang lain atau yang berbeda sebe-
narnya hadir dan dapat diidentifikasi. Dan jika kenyataannya
demikian, kenyataan tersebut bukanlah sesuatu yang meng-
herankan. Bukankah keberadaan nasionalisme tidak harus di-
pahami dengan sebuah N besar--"Nasionalisme”, dan “hation-
alism has never produced its own grand thinkers: no Hobbeses,
Tocquevilles, Marxes, or Webers?”

Ketika Muhammad Yamin, seorang Minangkabau, Meester
in de Rechten dari Rechthogeschool di Batavia, dan seorang
aktivis pergerakan tetapi “sikap[nya] terhadap kolonialisme
dinyatakan secara samar sekali’, (Siregar, 1982) mengatakan
lewat novelnya, Ken Arok dan Ken Dedes, pada tahun 1934 atau
beberapa saat sebelum Soekarno ditangkap dan diasingkan,
bahwa “Indonesia” adalah “the modern Majapahit” (Aeus-
rivongse, 1976: 304-306). Yamin sebenarnya tengah menga-
jukan gagasan nasionalisme Indonesia-nya yang lain dari na-
sionalisme Indonesia-nya Indische Partij dan Soekarno--sebuah
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gagasan nasionalisme Indonesia yang kelihatannya juga dike-
| tahui Anderson.

Meskipun begitu, penting untuk dicatat bahwa Muham-
~ mad Yamin bukanlah aktivis pergerakan pertama yang me-
| masukkan Majapahit dalam gagasan nasionalismenya. Apa
yang disebut sebagai kelompok “nasionalis Jawa” pada tahun
belasan telah melakukan hal itu. Sebagai ditunjukkan Anthony
Reid (Reid, 1979a), Soetatmo Soeriokoesoemo, figur utama
kelompok tersebut, menggunakan Majapahit sebagai tanda
| pembeda yang penting antara Jawa dengan daerah-daerah
lain di Hindia Belanda, misalnya Sumatra dan Ambon. Begitu-
lah dikatakan oleh Soetatmo Soeriokoesoemo “So you stay ini
Sumatra, and you there in Ambon. [....] Our taste now differs; our
culture is absolutely different. We also have our history; we have
have our own great men; we have our Padjadjaran period and the
ancient Majapahit--this last associated for you with disagreeable
memories...”” Dan sebagaimana telah didiskusikan Takashi Shi-
raishi (1981), Majapahit telah dipakai oleh kelompok tersebut,
untuk memperlihatkan zaman mas (the golden age) Jawa dan
karena itu menjadi penanda bahwa “the political community
they imagined only covered Java and Madura’.

Perbedaan Muhammad Yamin dengan para “nasiona-
lis Jawa” tersebut bukan hanya ketika Yamin menempatkan
Majapahit dalam konteks Indonesia, tetapi juga mendasarkan
Majapahit-nya terutama pada Negarakertagama, teks atau pui-
si karya pujangga Majapahit Prapanca (teks lain tentang Ma-
japahit misalnya Babad Tanah Jawi). Teks atau puisi itu sendiri
kelihatannya belum dapat diakses dengan baik oleh para na-
sionalis Jawa mengingat teks tersebut baru diketemukan Dr.
Brandes tahun 1894 di kompleks Istana Cakranegara Lombok
dan baru dapat “dibaca” setelah terjemahan yang dilakukan
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Kern muncul, sebagai seri artikel di BKI, antara tahun-tahun
1905-1914. Baru setelah itu, keterangan-keterangan menge-
nai Majapahit menurut Negarakertagama sebagai the kingdom
which is ordered according to the holy tradition ini, ditambah
keterangan-keterangan yang berasal dari Pararaton (Ken Arok),
masuk ke dalam karya klasik Krom Hindoe-Javaansche Geschie-
denis dan kemudian ke dalam berbagai “text-books for high
school” (Soepomo, 1979). Muhammad Yamin sendiri kelihatan
mulai mengakses karya-karya tersebut ketika dia berada di
Algemene Middelbare School (sekolah menengah atas) bagian
kesusasteraan di Yogyakarta (Siregar, 1982).

Seperti tampak pada tahun-tahun kemudian, kata-kata da-
lam puisi Negarakertagama yang diajukan Muhammad Yamin
sebagai batas-batas, karena itu merupakan batas-batas filolo-
gis, Indonesia.’”> Menggunakan kata Nusantara--sebuah istilah
dalam Nagerakrtagama--untuk menunjukkan bentangan In-
donesia, Muhammad Yamin mengatakan di tahun 1958 bahwa
Indonesia Nusantara terdiri dari “eight groups of islands... the
Malay peninsula, the islands of Sumatra, of Kalimantan [Borneo],
of Java... the group now known as... Southeastern Islands, the
islands of Sulawesi, the groups of the Mollucas and the territory of
West Irian". (Gordon, 1963-1964)

Mengingat kembali pembicaraannya dengan Muhammad
Yamin yang berlangsung pada bulan Agustus 1962, seorang
penulis mengemukakan keterangan sebagai berikut:

“On Timor Portugis... Yamin remarked that this prob-

15  Lihat misalnya pidatonya pada Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia tanggal 31 Mei 1945 yang melampirkan tiga "syair" Prapanca dalam
Negarakertagama, "syair" 13, 14, dan 15 dalam Risalah Sidang Badan Penyelidik
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) [Dan] Panitia Persi-
apan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 23 Mei 1945-22 Agustus 1945 (1995: 45-
56).
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lem hardly merited time our conversation, since public
support for its eventual ‘recovery’ by Indonesia was not
doubted by any Indonesian leader. But, he cautioned,
for time being (this is was in August 1962) little would be
said or done on these subjects. ‘We must all say nothing
now. Not until May 1963. Then we move.’ With this he in-
dicated that not until the United Nations relinquished its
temporary administration of West New Guinea would he
and other nationalists begin to clamor publicly for the
return of additional ‘lost’ territories’(ibid)

Bagaimanapun juga, pernyataan tersebut merupakan
gagasan Yamin dan mereka yang menyetujuinya. Kenyataan-
nya, dalam pidato 19 Desember 1961 menjelang dilakukannya
kampanye pembebasan Irian Barat dari Belanda secara militer-
-Pidato Trikora (Tri Komando Rakyat), Soekarno, yang saat itu
Presiden dan Muhammad Yamin sendiri adalah Deputy First
Minister and Minister of Information, menjelaskan:

“Yang dinamakan Indonesia ialah segenap kepu-
lauan antara Sabang dan Merauke. Yang dinamakan
Indonesia... ialah apa yang dulu dikenal sebagai per-
kataan Hindia-Belanda. Yang dimaksudkan dengan
perkataan Indonesia ialah apa yang orang Belanda
namakan Netherlandsch-Indie, segenap kepulauan
antara Sabang dan Merauke yang jumlahnya beribu-
ribu ini. Itulah yang dinamakan Indonesia”. (Thamrin,
2001:251)

Dan Indonesia di bawah Soekarno, begitu dicatat “the
Portuguese Charge d‘affairs in Djakarta” awal tahun 1963, “has
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stated repeated|y that it has no claim over any territory which not
part of the former Dutch East Indies’ (Gordon, 1963-1964).

Beberapa hal penting untuk dicatat dalam kaitannya de-
ngan soal yang dibicarakan di atas. Pertama, jika bagi Soekarno,
Indonesia identik dengan atau tidak kurang tidak lebih adalah
Hindia Belanda, maka untuk Muhammad Yamin, Indonesia
adalah kata lain untuk Nusantara. Kedua, sebagaimana telah
disinggung, kata “Indonesia” merupakan sebuah “konsep et-
nologis bagi suatu daerah yang lebih besar daripada Hindia Be-
landa”, meskipun “menurut Profesor J.C. van Eerde tiga perem-
pat daridaerahiniadalah kepunyaan Hindia Belanda”. Diinvensi
oleh seorang Inggris bernama J.R. Logan dan diperkenalkan
lewat karyanya di tahun 1850, kata “Indonesia’, seperti dicatat
Donald K. Emerson (1984), merupakan a shorter synonym for
‘the Indian Archipelago; lewat karya-karyanya di tahun 1860-an,
Adolf Bastian berpendapat bahwa “the Philippines were part of
‘Indonesia™; dan bagi W.J. Perry dalam karyanya di tahun 1918
termasuk juga “Assam, Burma, dan Formosa”. Sementara Nu-
santara-nya Majapabhit terbentang “from Lamuri (Aceh) to Se-
ran (in Irian), from Buruneng (Brunei) to Timur (Timor)". (Soe-
pomo, 1979). Ketiga, tidak seperti kata “Indonesia’, yang dapat
dipakai baik dalam kaitannya dengan (1) tanah (=tanah air
Indonesia), (2) orang (=orang Indonesia), maupun (2) wilayah
(= wilayah negara Indonesia), tidak demikian halnya dengan
Nusantara, sebagaimana halnya dengan istilah-istilah lain da-
lam Negarakrtagama, yaitu dwipantara yang berarti ‘other is-
lands,’ atau desantara yang berarti “other countries”. Ketiga kata
tersebut merupakan lawan atau diperhadapkan dengan kata
“yawabhumi” atau the land of Java.
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F. Yaminisme: Nasionalisme-nya Orde Baru?

| Apakah gagasan nasionalis ala Muhammad Yamininiyang
kemudian mengambil alih peran gerakan “colonial nation-
alists” sebagai ‘a common project’ for the present and the future’
Indonesia, dan entah kebetulan atau tidak, itu terjadi beririn-
gan dengan kejatuhan Soekarno dan pengambilalihan Repu-
blik oleh rezim politik Soeharto? Muhammad Yamin sendiri
telah meninggal dunia jauh sebelum peristiwa itu, yaitu pada
Oktober 1962. Yang pasti, adalah pernyataan-pernyataan beri-
kut dalam Integrasi--sebuah buku resmi rezim politik Orde
Baru-nya Soeharto tentang peng-“integrasi”-an Timor Timur
yang di dalamnya terdapat “sambutan” dari dua tokoh pen-
ting rezim tersebut, Yoga Soegomo dan Ali Moertopo:™

“Setelah terjadinya disintegrasi negara Sriwijaya, ka-
rena kelemahan-kelemahannya, maka muncullah
negara Majapahit di panggung sejarah Nusantara
sebagai negara nasional yang dengan cepat melebar-
kan sayap hingga wilayahnya kemudian meliputi se-
luruh kepulauan Nusantara bahkan melonjak jauh
ke Filipina. Sampai di mana luas wilayah kekuasaan
Majapahit, satu persatu disebut oleh Pujangga Ma-
japahit yang bernama Prapanca dalam bukunya Na-

16 Ali Moertopo (1990) menulis:
".. sewaktu saya masih menjadi Komandan Banteng Raiders, diminta membantu
Pak Yoga melancarkan operasi intelijen untuk mengusahakan supaya Pak Harto
diangkat menjadi Panglima”.

Sementara dalam kaitannya dengan peristiwa G30S--peristiwa yang kemudian
memunculkan Soeharto dan rezim Orde Baru-nya, Anderson, dalam "Petrus
Dadi Ratu’, menulis:

"Jadi, tampaknya, Latief benar ketika dia menyatakan bahwa Soeharto bermuka
dua, atau lebih tepat bertangan dua: di satu tangan Soeharto memegang Latief-
Untung-Parjo, dan di tangan lain memegang Moertopo-Yoga Sugama-Benny
Moerdani”. (Wiwoho dan Chaeruddin, 1990:29-30 dan Latief, 2000:X)
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garakertagama. Dalam sarga ke-Xlll dan XIV, Prapan-
ca menyebutkan dengan terperinci daerah-daerah
kekuasaan Majapahit. Mulai dari pulau Jawa, Sumatra
dan Kalimantan, kemudian juga disebutnya Seme-
nanjung Melayu, Nusantenggara, Sulawesi, Maluku,
bahkan juga Irian Jaya. Pulau Timor disebutkannya
pula dalam menerangkan gugusan-gugusan pulau
sebelah Timur pulau Jawa yang berada di bawah
kekuasaan Majapabhit.

Dari penelusuran sejarah di atas, jelas sekali betapa
Pulau Timor secara keseluruhan, baik yang bagian barat
maupun yang bagian timur, dulu pernah menjadi satu dengan
pulau-pulau yang lain sebagai kesatuan kepulauan Nusantara,
wilayah kerajaan Nasional Sriwijaya yang kemudian juga seba-
gai wilayah kerajaan nasional Majapahit” (Soekanto, 1976: 17).

Akan  tetapi, apakah  Nagarakertagama  dan
peng-“integrasi"-an  Timor Timur ini yang kemudi-
an, pada gilirannya, menjadi dasar seorang akade-
misi asal Aceh--Nazaruddin Sjamsuddin (1993)-- da-
lam sebuah peristiwa akademis dapat mengatakan
bahwa Republikindonesia dibawah rezim politik Orde Baru-nya
Soeharto adalah “Negara Nusantara Ketiga“, dengan “Kerajaan
Sriwijaya” dan “Kerajaan Majapahit” masing-masing sebagai
“Negara Nusantara Pertama” dan “Negara Nusantara Kedua?”
Yang jelas, mengingat hal tersebut, menurut penulis tersebut,
“dapat dikatakan bahwa kelahiran Negara Nusantara Ketiga
adalah relatif lebih mudah”, karena:

“Kendati pun sebahagian wilayah Nusantara ini harus
mengalami penjajahan Belanda selama 350 tahun,
namun peta tanah air kita sudah tergambar dengan
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amat jelas sebelum kita mengangkat senjata untuk
melepaskan diri dari kolonialisme Belanda.

Apa yang selalu didengungkan dan dituntut oleh para
pemimpin pergerakan nasional di masa lampau bah-
wa tanah air kita adalah seluruh wilayah Hindia Belan-
da, tapal batas itu sebenarnya telah terlebih dahulu
dan secara bertahap diletakkan oleh Sriwijaya dan
Majapahit. (....) Dengan demikian, proses pembentuk-
an bangsa Indonesia sebenarnya telah berlangsung
12 abad sebelum diproklamasikannya kelahiran Ne-
gara Nusantara Ketiga”.

Oleh karena itu “Proklamasi kemerdekaan pada tanggal
17 Agustus 1945" bukan sebuah peristiwa istimewa, tetapi
sebuah hasil dari gerakan “colonial nationalism” yang muncul
di tahun belasan dan dua puluhan (Sumpah Pemuda); arti per-
istiwa tersebut hanyalah sebatas bahwa “keberadaan negara
kita sebagai suatu negara-bangsa... dipersatukan kembali”.

| Jika pernyataan-pernyataan tersebut dapat dilihat seba-

gai penjelasan resmi nasionalisme Indonesia ala rezim politik
Orde Baru-nya Soeharto dan oleh yang belakangan ini dijadi-
kan dasar untuk a common project’ for the present and the fu-
ture, khususnya terkait dengan soal bagaimana “[m]elestarikan
Negara Nusantara Ketiga"--meskipun keberadaan “bangsa“-
nya telah “12 abad’, mungkin inilah yang faktor terpenting
mengapa Imagined Communities: Reflections on the Origins and
Spread of Nationalism, karya yang telah diterjemahkan ke dua
puluh bahasa, kemudian harus “[ditolak] Orde Baru”(Dhakidae,
2001). Bukankah bersamaan waktunya dengan munculnya
karya tersebut, Anderson (1983/1990a) juga telah menulis ke-
terangan demikian ini?
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“In the summer of 1940 [Soeharto] applied for and was
admitted to a basic training course offered by the co-
lonial army, and in December he proceeded on for fur-
ther training. By the time the Japanese invaded Java in
March 1942, Soeharto had risen to the rank of sergeant.
Like his near-contemporaries Ironsi, Amin, Bokassa, Eya-
dema, and Lazamina, he thus began his ascent to state
leadership from the noncommissioned stratum of the
colonial state’s military apparatus--one quite separate
from the Royal Netherlands Army, and one whose small
size (about 33,000 in 1942) shows that its essential mis-
sion was less external defense than internal security. If
the Japanese had not invaded, Soeharto would proba-
bly have ended his active days as a master-sergeant--of-
ficership in the KNIL was essentially a white prerogative.
With the crushing and dissolution of the KNIL, Soeharto
joined the police. Again, had Japan won the Pacific war,
Soeharto would probably have worked his way up the
Japanese colonial security apparatus. But in the au-
tumn of 1943, in the face of steady Allied advances, the
Japanese military authorities in Java decided to set up a
native auxiliary forced named Peta (consisting sixty-six
battalions, locally recruited and deployed, with no cen-
tral staff, and battalion commander as its highest rank)
to assist in the defense of the island. Soeharto joined this
decentralized force and eventually became a company
(about one hundred men) commander in it. This force
was in turn dissolved when the Japanese surrendered
in August 1945; had the Dutch been in a position to re-
sume control immediately, like the British in Malaya or
the Americans in the Philippines, it is quite possible that
Soeharto would have rejoined a resuscitated KNIL or the
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colonial police. There is no evidence of any nationalist
activity on his part until after the proclamation of Indo-
nesia’s independence”.

G. Tiroisme: Yaminisme Lokal?

Kalaulah nasionalisme Indonesia-nya Muhammad Yamin-
-orang yang juga mempopulerkan dan karena itu dekat de-
ngan Tan Malaka--dapat dilihat sebagai “something inherited
from the ancient past” tetapi kemudian dijadikan sebagai a
‘common project’ for the present and the future oleh rezim poli-
tik Orde Baru-nya Soeharto (Siregar, 1982) maka, terkesan, be-
gitu pula halnya dengan nasionalisme Aceh-nya Hasan Di Tiro
dan NLFAS atau GAM-nya. Sebagaimana akan diperlihatkan,
kedua nasionalisme tersebut sama-sama membicarakan atau
bertolak dari, meminjam kata-kata Anderson (1999a), “our [ab-
solutely] splendid ancestors’.

Seperti dikutip Sulaiman (2000: 15-16) dalam Aceh di Mata
Dunia atau Atjeh Bak Mata Donya, Tiro menulis:

“Kita orang Aceh adalah suatu bangsa di atas dunia
seperti bangsa-bangsa lain juga.. mempunyai negeri
sendiri yaitu negeri Aceh, mempunyai bahasa sendiri
yaitu Bahasa Aceh... mempunyai riwayat sendiri, seja-
rah Aceh yang diperbuat oleh leluhur kita..."

Pernyataan-pernyataan berikut, berasal dari The Price of
Freedom: The Unfinished Diary (Di Tiro, 1984), dapat dilihat se-
bagai uraian lebih jauh sekaligus dapat menjelaskan mengapa
“Acheh, Sumatra’, tidak “Acheh” saja:

“This land is yours only for one reason and for one count:
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because you are Achehnese! If you denounced that truth
by accepting another false name, like ‘Indonesians’—
that Javanese nonsense—then you have forfeited your
patrimony.... If these foreign invaders managed to fool
you to believe that you are indeed not Achehnese but ‘In-
donesians’—that is tantamount to accepting that you
are not your fathers’and mothers’ sons—but merely stu-
pid non-entities.... Any Achehnese who has come to be-
lieve that he is not Achehnese but ‘Indonesian’ he is suf-
fering an identity crisis, in fact he has become mad..."

“Memorize your history! It has been written, not by ink
over the papers, but by your fathers’ blood over every
inch of our beautiful valleys and breath-taking heights,
beginning from our white sandy beaches to the cloud-
covered peaks of Mount Seulawah, Alimon, Geureudong
and Abong-Abong. Our heroic good fathers are not dead
but merely waiting in their graves, all over this Blessed
Land, for the Judgement Day, and in the meantime they
are watching you, what you are doing with the rich le-
gacy they had left for you and had sacrificed their lives
to secure its safe passage to you. Would you be willing to
sacrifice your lives too, in order to secure the safe trans-
mission of this rich legacy to your children and their chil-
dren’s children? This Land of yours is a Holy Land—made
Holy by the dead and by the sacrificed blood of your an-
cestors—it is fit to be whorshipped, not to walked upon
by the ingrate Javamen’.

“Take an old map of Sumatra from some reliable West-
ern map-makers dated before Dutch colonialism arrived
in Sumatra. You will find out that the whole island of
Sumatra was part of Kingdom of Acheh, a properly a



E Membaca Nasionalisme-Nasionalisme di Indonesia Sekarang Ini I 53

Sumatran power. At that time Acheh was the political
name, and Sumatra a geographic name of the same is-
land. And the name of Sumatra itself was also of Acheh-
nese origin, denoting the Samudra District in East Acheh.
If you investigated a little further, you will also find out
that Malaya, East Borneo, and Banten region of West
Java were also under Achehnese sovereignty for a long
time....

Take a look at the map of Sumatra at the time of the
Dutch declaration of war against Acheh, on March 26,
1873. You will see that the territory of the State of Acheh
or Kingdom of Acheh in Sumatra at that time still covered
half of Sumatra until Djambi and the Riau Archipelago.
Please see the map published by GRAPHIC of London in
1883, ini this book. This, therefore, constitutes the mini-
mum legal claim by the present State of Acheh Sumatra
on December 4, 1976: a simple return to the status quo
ante bellum, to March 26, 1873. In addition the State of
Acheh Sumatra claims back from the Dutch--therefore
also from Indonesia--all of Sumatra and surrounding
islands as our legitimate historic national territory...”(Di
Tiro, 1984).

Dua hal dapat dicatat dari uraian di atas. Pertama, secara
skematis, uraian tersebut dapat digambarkan demikian:
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Skema 1

~

Sumatra

the State of Acheh or Kingdom of Acheh

|
Ancestors (Forefathers)
|
l
------------------- Hasan di Tiro -------=--==mmunnmmv
l
|

You

l
Children

I
K Children’s Children Y,

Tidak hanya sebuah proses “the definition of self’ diperke-
nalkan kepada “you” (orang Aceh) untuk menjadikan dirinya
orang Aceh “sejati’, tetapi juga sebuah sejarah yang tidak ter-
putus diperlihatkan--sebuah sejarah yang menghubungkan
masa lalu (ancestors atau forefathers) dengan masa depan (chil-
dren dan childrens’ children) lewat Hasan Tiro dan kepada siapa
dia berbicara, “you” atau para pengikutnya (masa kini).

Dalam Declaration of Independence of Acheh-Sumatra
Hasan Di Tiro (1976) menyatakan: “Eight immediate forefather
of the signer of this Declaration died in the battlefields of that
long war, defending our sovereign nation, all as successive ru-
lers and supreme commander of the forces of the sovereign and
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independent State of Acheh, Sumatra” (tekanan ditambahkan).
Pernyataan ini sepenuhnya dapat diperbandingkan dengan
pernyataan berikut mengenai “Negara Nusantara Ketiga” yang
merupakan pelanjut “Negara Nusantara Pertama” dan “Negara
Nusantara Kedua:”

“...proses pembentukan bangsaIndonesia sebenarnya
telah berlangsung 12 abad sebelum diproklamasikan-
nya kelahiran Negara Nusantara Ketiga. Secara lang-
sung atau tidak langsung, hal ini telah kita sadari dan
akui sepenuhnya. Antara lain pengakuan tersebut
diperlihatkan dalam penganugerahan gelar-gelar
Pahlawan Nasional kepada para pemimpin kerajaan-
kerajaan kita di masa lampau”. (Sjamsuddin, 1993)

Hampir dapat dipastikan bahwa Prince Diponegoro, who in
the 1950s was anointed as Nomor 1 National Hero di antara para
“ancestor” "Negara Nusantara Ketiga”. Tetapi, sementara tidak
terlalu jelas bagaimana hubungan antara Muhammad Yamin
dan Soeharto khususnya dengan raja-raja di zaman Majapahit
atau Pangeran Diponegoro, sebuah genealogy of power dapat
diperlihatkan dengan jelas oleh Hasan Di Tiro, meskipun hal itu
ditunjukkan tidak melalui kebiasaan yang ada, yaitu menurut
garis ayah, melainkan menurut garis ibu (Jihad, 2000:27).

Kedua, konsepsinya tentang “Aceh, Sumatra” dapat se-
penuhnya diperbandingkan dengan konsepsi kewilayahan
Majapabhit. “Aceh” adalah yawabhumi dan “Sumatra” “Nusan-
tara’, “dwipantara’, atau “desantara”. Meskipun sebuah perbe-
daan diperlihatkan:

“I did not propose that the Achehnese should rule Su-
matra; what | said was that the destiny of Sumatra is to-
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gether with Acheh--as has been throughout our history.
When the Dutch declared war on Acheh in 1873, the so-
vereignity over the whole Sumatra was universally and
formally recognized to be belonging to Achehl.] There
are two treaties with England that proved that: the Trea-
ty of 1603, and the Treaty of 1819. Both are still valid.
And when the Netherlands left in 1942, everything must
return to the status quo ante bellum. Thus the whole
Sumatra should have been returned to the Achehnese
sovereignty and become automatically independent
again after World War Il. That was the fait accompli of
the past. For the future | am proposing a Confederation
of Sumatra to all my fellow Sumatrans. A Confedera-
tion[] like Switzerland. Thus a state of their own to every
nationality group: there will be a Minangkabau state, a
Riau State, a Lampung State, a Batak State, etc. All will
have the same status as the State of Acheh.

“Acheh will be an Islamic State because the people of
Acheh will want it so. If the world wants to see this con-
firmed by referendum, | have no objection to such a
referendum, because | know my people will want an Is-
lamic State. Democracy can solve the problems of reli-
gions in Sumatra, not only in Acheh, also in Minangka-
bau or Batakland. If the Bataks wanted a Christian State
for themselves, let them have it.”’(Di Tiro, 1991)

H. Aceh Masa Kini dan “Panglima Polim” Baru-nya

Di hadapan rezim politik Orde Baru, kehadiran NLFAS/
GAM di “bumi Indonesia” tidak dikaitkan dengan hal-hal seper-
ti diuraikan di atas, atau tampak sebagai sekumpulan gagasan.
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NLFAS/GAM adalah “Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro”
(GPLHT) atau“Gerakan Pengacau Keamanan” (GPK) atau “Gerak-
an Bersenjata Pengacau Keamanan” (GBPK). Dikatakan secara
berbeda, NLFAS/GAM adalah “ancaman terhadap negara”--
bukan “nasionalisme Indonesia’, dan jika “negara terancam”-
-bukan “nasionalisme Indonesia” yang terancam, maka “ABRI
[Angkatan Bersenjata Republik Indonesia]’, begitu dikatakan
Soeharto, “wajib perang”.

Sementara “The father of the Acehnese independence move-
ment” Hasan Di Tiro (1984) sendiri menulis:

“By this time many prominent leaders of Acheh have
trekked to the mountains to meet with me.... Most of them
think only about guns. ‘Where are the guns?Without
the guns we should not be talking about independence
at alll | patiently explained to them: granted, guns are
very important and we cannot do without. We will arm
ourselves as a national effort in due time. But there are
some important and more urgent problems before us
that we must solve first—even before guns: the problem
of Achehnese political consciousness, the problem of
the crisis of national identity, the problem of the study
of Achehnese history.... [....] All these are not military ac-
tivities but political, cultural, and educational. They are
absolutely necessary to prepare before we can engage in
armed struggle. So the gun is neither the first nor the last
thing! We lost our chance to regain our independence in
1945 not because of any lack of guns—you knew there
were plenty of guns in Acheh at that time—but precisely
because of the lack of national political consciousness
and correct national political direction at that time. |
cannot remember how many thousand times | have
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had to repreat these explanations! (February 13, 1977)
We receive reports that the enemy is stepping up his
campaign to picture us internationally as ‘terrorists,’
‘bandits,” ‘fanatics,” and even ‘communist’ to justify his
repressive actions against us. Therefore, we decided to
reprint our Declaration of Independence of Acheh-Su-
matra in English language as many as possible for dis-
tribution abroad”.

Begitulah, sejumlah “perang atas nama negara Orde Baru”
kemudian digelar rezim politik Soeharto. Tidak ada yang dapat
dicatat dari perang-perang negara Orde Baru terhadap NLFAS/
GAM, kecuali bahwa ketika perang-perang masih berlangsung,
Soeharto mendadak memutuskan untuk meninggalkan begi-
tu saja panggung politik yang ada, dan langkah ini dilakukan
beriringan dengan kegagalannya mengatasi krisis ekonomi
yang mulai melanda Indonesia sejak Juni 1997.1

Setelah terhenti sesaat pada masa pemerintahan Abdur-
rahman Wahid-Megawati Soekarnoputri, “perang terhadap
Aceh” kembali digelar oleh pemerintahan Megawati Soekar-
noputri-Hamzah Haz (bahkan dalam skala yang lebih besar).
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf
Kalla perang kemudian diakhiri. Sebuah perdamaian, yang
prosesnya dijembatani dan tempat perundingannya berlang-

17 Beberapa saat sebelum memutuskan untuk "berhenti" pada 21 Mei 1998), Soe-
harto memperkenalkan dua frase. Pertama adalah lengser keprabon, madeg pan-
dito yang disampaikan para perayaan ulang tahun Golkar ke-33 di Balai Sidang
Senayan (JCC), 19 Oktober 1997. Kedua adalah tinggal glanggang colong playu.

Pernyataan pertama lengser keprabon, madeg pandito mungkin didasari pada
kerisauan Soeharto sendiri mengapa dia, setelah berkuasa lebih dari tiga puluh
tahun, tidak dikatakan sebagai "raja” Bukankah Scekarno, orang yang seluruh
kesakten atau power-nya (dalam pengertian Anderson) telah diambil, dengan
cara "diapusi’, adalah, dalam kata-kata May, "the man who had been a president to
all and a king to most?" (May, 1978: 243).
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sung di Helsinki, Finlandia, dicapai. Pada 15 Agustus 2005
sebuah Nota Kesepahaman ditandatangani.

Berikut adalah yang menjadi kenyataan setelah Nota Ke-
sepahaman adalah “Pentolan GAM yang dahulu harus ‘diha-
bisi’ kini justru menjadi Gubernur NAD dan memimpin sedikit-
nya 8 dari 21 daerah tingkat Il (Tobing, 2008). “GAM... has
achieved a lot more in 14 days (of campaigning) than 25 years of
war’ pernyataan ini—berasal dari European Monitoring Team
Chief Glyn Ford—jelas tidak terlalu tepat (Santoso, 2006).
Empat belas hari kampanye dalam pilkadal (pemilihan kepada
daerah langsung), tidak lebih tidak kurang, merupakan sebuah
kesempatan untuk melihat berhasil tidaknya upaya-upaya
lebih dari 25 tahun memproduksi, memperkenalkan dan me-
nyebarkan, serta kemudian, mempertahankan, lewat senjata
tentunya, sebuah ideologi.

Dengan “pentolan GAM” yang, melalui mekanisme politik
yang demokratis bernama pilkadal, “Kini... menjadi Gubernur
NAD” dimaksud Irwandy Yusuf, a veterinary surgeon yang juga
GAM'’s intelligence chief (Ibid). Dalam pemilihan kepala daerah
lokal (pilkadal), Irwandi Yusuf berpasangan dengan Muham-
mad Nazar, pasangan tersebut merupakan satu di antara de-
lapan pasangan yang mengikuti pilkadal di NAD yang dilang-
sungkan berdasarkan Nota Kesepahaman.

Dalam kaitan ini, apa yang dikemukakan seorang penulis,
Khaerudin (2006) dalam Pakaian Adat dan Manipulasi Simbol
Identitas—tulisan yang muncul pada hari dilangsungkan-
nya pencoblosan, menarik untuk diperhatikan. Menyoroti se-
cara khusus bagaimana pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad
Nazar tampil (“memasarkan dirinya”) dalam masa kampanye
pilkadal, Khaerudin berpendapat apa yang diperlihatkan Ir-
wandi Yusuf, lewat dua kesempatan yaitu: (1) saat “berkam-
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panye” di lapangan sepak bola Krueng Geukuh, Aceh Utara
dan (2) “kesempatan” yang disediakan oleh “kertas suara”
semata-mata hanya merupakan cara dari pasangan Irwandi
Yusuf-Muhammad Nazar, “calon baru” yang mulai “masuk ke
dalam lingkaran elite politik lokal’, untuk lebih dikenal. Cara
tersebut—"menonjolkan identitas keacehannya’, yang, menu-
rut Khaerudin, juga dipakai “mantan anggota GAM yang men-
calonkan diri menjadi bupati/wakil bupati atau walikota/wakil
walikota’, dalam pemahaman Khaerudin, “mungkin tidak be-
rarti apa-apa’; “jika kondisi Aceh sama seperti daerah lain di
Indonesia yang relatif aman dan damai”. Tidak mengherankan
karena itu, jika di bagian akhir tulisannya, Khaerudin mengaju-
kan sebuah pertanyaan:

“Akankah pemanfaatan simbol identitas Aceh, de-
ngan berpakaian adat ini, berhasil? Jawabnya ada se-
telah perhitungan suara”

Kenyataannya, sebagai jawaban atas pertanyaannya, “pe-
manfaatan simbol identitas Aceh, dengan berpakaian adat ini,
berhasil”. “Setelah perhitungan suara”, pasangan Irwandi Yusuf-
Muhammad Nazar mendapatkan 786.745 suara atau 38,20%.
Jauh melampaui perolehan pasangan calon yang didukung
“Jakarta’, Malik Raden-Fuad Zakaria, 13,97%.

Hal lain juga dapat dicatat dari dua kesempatan pasangan
Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar tampil dalam masa kampa-
nye pilkadal NAD. Dalam kaitannya dengan kesempatan per-
tama, yaitu saat pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar
“berkampanye” di lapangan sepak bola Krueng Geukuh, Aceh
Utara, Khaerudin (2006) memberitahu bahwa:

“... ada sebait kalimat yang dia [Irwandi Yusuf] ucap-
kan.... Kalimat itu diucapkan dalam bahasa Aceh, ba-
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hasa yang terus digunakan Irwandi selama berorasi.
Kira-kira terjemahan bebas kalimat itu adalah ‘Hanya
orang Aceh asli yang berani memakai baju adat Aceh.
Dari nomor satu sampai delapan, hanya nomor enam
yang berani” (Tekanan ditambahkan).

Dalam kaitannya dengan kesempatan yang disediakan
oleh “kertas suara’, Khaerudin (lbid) mencatat:

“Berbeda dengan tujuh pasangan calon gubernur
dan wagub lainnya, yang lebih suka menggunakan
pakaian ‘nasional,” mengenakan jas dan berdasi serta
dilengkapi peci hitam, Irwandi-Nazar justru tampil di
kertas suara dengan pakaian adat Aceh. Mereka [lr-
wandi-Nazar] satu-satunya pasangan calon gubernur/
wagub yang tampil dengan ‘identitas’ sebagai orang
Aceh di atas kertas suara”

Dua catatan, setidaknya, dapat diberikan terhadap apa
yang telah dikemukakan Khaerudin atau tafsiran-tafsirannya
mengenai hal-hal yang diobservasinya. Pertama, dari “jas’,
“dasi”, dan “peci hitam’, hanya yang belakangan, “peci hitam’,
yang kelihatannya lebih tepat jika sebuah kaitan dengan se-
suatu yang biasanya bersifat “nasional” ingin diperlihatkan.
Dalam kaitannya dengan “pakaian’, bukanlah “jas dan “dasi”
melainkan “baju batik’. Selanjutnya, jika “peci hitam” berkaitan
dengan sosok Soekarno (bukan sebagai Presiden tetapi se-
bagai salah seorang figur pergerakan nasional), “baju batik”
produk Soeharto ketika sebagai Presiden (Profil Provinsi Repub-
lik Indonesia: Republik Indonesia, 1992: 157-159, 160-161)."®

18  Tentang hubungan antara “pergerakan nasional” dengan “Peci hitam’, menarik
untuk mencatat sebuah peristiwa sejarah yang diterangkan demikian:
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Lewat dua kesempatan tersebut, Irwandi Yusuf dan Mu-
hammad Nazar kelihatannya bukan hanya tengah “mendefi-
nisikan diri”-nya, tetapi juga memperlihatkan siapa sosok dia
sebenarnya, khususnya ketika keduanya diperhadapkan de-
ngan, di satu pihak, keenam pasangan calon lainnya, dan, di
lain pihak, terutama dengan pasangan calon Humam Hamid-
Hasbi Abdullah. Mengapa terutama?

Dalam konteks GAM, sebenarnya adalah pasangan Hu-
mam Hamid-Hasbi Abdullah, populer disebut H20 (Hu-
man-Hasbi Oke), yang pertama-tama mendapat dukungan
pemimpin-pemimpin senior GAM di Swedia. Di antara yang
menjadi pertimbangan, Hasbi Abdullah adalah saudara Zaini
Abdullah, “GAM'’s self-styled foreign minister”, dan “[Habsi] Ab-
dullah... spent years in jail for helping his brother Zaini [Abdullah]
flee country in the late 1970s". (Afrida, 2006). Sementara muncul-
nya pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar terkait dengan
diperolehnya dukungan dari para bekas komandan dan kom-
batan--yang setelah Nota Kesepahaman membentuk Komite
Peralihan Aceh (KPA). Dukungan yang mereka peroleh bahkan
jauh lebih besar:

“Barefoot and wearing jeans and a light-colored short-
sleeved shirt, Nazar expressed confidence he and his

“Kemudian beberapa surat kabar pribumi membela Dokter Soetomo dan
menuduh Liem [Koen Hian] sebagai orang ‘Cina’ yang bersikap bukan orang
Indonesia dan bermaksud memecah belah pergerakan nasional. Beberapa
tokoh Indonesia yang bersayap kiri seperti Dokter Tjipto [Mangoenkoe-
soemo] dan Sanusi Pane membela Liem dan menganggap Liem seorang
Indonesia karena ia ‘sadar akan kepentingan Indonesia dan berjuang un-
tuk kemerdekaan Indonesia! Dokter Tjipto bahkan berkata bahwa, ‘tidak
seorangpun yang mempunyai hak “buat jadikan ini sebagai sebab untuk
menimbulkan suatu ‘tjina-inladers-strjid (perkelahian antara Cina dan inlander)’
dan Liem Koen Hian adalah seorang indonesier, dengan atau zonder pici... ka-
rena Indonesier adalah paham politis”” (Suryadinata, 1990: 100).
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running mate can win, saying all of GAM’s districts com-
manders, except one, are behind them’(Timberlake,
2006)

Inilah satu-satunya yang yang mungkin menjadi penjelas
mengapa pasangan calon “the H20" hanya memenangi suara
di dua kabupaten, satu di antaranya Kabupaten Pidie, sebuah
kabupaten yang dikenal sebagai basis utama GAM. Meskipun
perolehan angkanya di atas pasangan calon yang didukung
“Jakarta”, yaitu 16,62%.

Munculnya dua pasangan calon gubernur/wakil gubernur

NAD yang mempunyai kaitan dengan GAM tersebut awalnya

menimbulkan situasi yang membingungkan. Tetapi situasi

tersebut segera berakhir ketika KPA, sebuah organisasi poli-

tik yang jelas lebih solid dari pada sebuah partai politik ala

* Orde Baru, memutuskan untuk bersikap netral terhadap dua

pasangan calon yang berkaitan dengan GAM: “GAM supporters

are thus free to vote for either the H20 or Irwandi-Nazar ticket..”.
(Santoso, 2006).

Khaerudin (2006) menulis:

“Irwandi mengenakan pakaian adat Aceh berwarna
hitam dengan sulaman warna kuning emas. Selem-
pang warna merah berhias benang warna kuning
emas menutup pinggang hingga ke lutut. Sebilah
rencong bersarung kain kuning keemasan terselip di

pinggangnya.
Penutup kepala khas Aceh yang mirip mahkota ber-
takhta emas, melengkapi pakaian adat yang dikena-

kan. Kacamata yang dikenakan membuatnya mirip
gambaran tokoh pahlawan Aceh, Panglima Polim,
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yang juga berkacamata”.

Tidak seperti rivalnya dalam konteks GAM, pasangan Hu-
mam Hamid-Hasbi Abdullah, yang menurut Khaerudin, karena
memilih ber-“pakaian ‘nasional” ketika tampil dalam “kertas
suara” maka sebagai akibatnya keduanya tidak dapat dibeda-
kan, atau serupa, dengan pasangan-pasangan calon yang lain,
Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar, dengan tampilannya, bukan
hanya berbeda. Irwandi Yusuf lebih dari “[se]lorang Aceh asli”
seorang yang tidak mengalami “an identity crisis”. Dia bahkan
ingin tampak, dan ini kelihatannya bukan saja  dipahami
Khaerudin tetapi juga “ribuan” yang hadir dalam kampanye
dan mereka yang akan memberikan suara lewat kertas suara,
sebagai seorang “Panglima Polim”—sosok yang hampir dapat
dipastikan menjadi satu di antara, dalam kata-kata Hasan Di
Tiro, heroic good fathers."”

Dalam konteks sosoknya sebagai “Panglima Polim’,
mungkin, mengapa kemudian Gubernur NAD Irwandy Yusuf
memperlihatkan sikap bukan hanya menolak gagasan legal
mengenai pemekaran atau pembentukan provinsi-provinsi
baru di Aceh, Provinsi Aceh Lauser Antara (ALA) dan Aceh
Barat-Selatan (ABAS), tetapi juga berupaya mematikan gerak-
an-gerakan yang bertujuan demikian. Kalaulah dapat dika-
takan bahwa Nota Kesepahaman merupakan hasil perjuangan
gerakan nasionalisme NLFAS/GAM, maka telah dinyatakan
dalam Nota Kesepahaman bahwa batas-batas “wilayah poli-
tik” bangsa Aceh adalah seperti yang dirumuskan pada tahun

19 “Gelar Polem (kakak laki-laki) diberikan kepada Panglima Sagi pertama dari Mu-
kim xxii karena ia putra Iskandar Muda di luar perkawinan dan lebih tua dari
pengganti langsung Iskandar Muda”. Dan “Panglima Polem... selalu merupakan
salah satu orang terkuat di Kesultanan’. (Reid, 2005: 4 - khususnya catatan No-
mor 7)
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1956, yang setidaknya identik dengan wilayah Aceh sekarang
ini. Membiarkan terjadinya atau menyetujui pembentukan
provinsi-provinsi baru ALA dan ABAS, bukan hanya memperke-
cil “wilayah politik” bangsa Aceh tetapi juga berakibat pada
bangsa Aceh--apa yang disebut bangsa Aceh menjadi lebih
kecil. Mengingat bahwa di antara hal yang diajukan sebagai
dasar pembentukan provinsi baru tersebut oleh mereka yang
terlibat dalam gerakan, misalnya provinsi ALA, bahwa orang-
orang yang berada di provinsi yang ingin dibentuk tersebut
bukanlah bangsa Aceh.

l. Penutup

Peristiwa-peristiwa yang berlangsung di Aceh sekarang
ini dapat dikatakan sebagai a history in the making. Bagaima-
na cerita akan berakhir masih belum diketahui dengan pasti.
Meskipun begitu, awal dari peristiwa-peristiwa tersebut sebe-
narnya telah bisa diduga.

Beberapa bulan sebelum Hasan Di Tiro menulis dan mem-
bacakan “Declaration of Independence of Acheh-Sumatra”-nya
pada bulan Agustus 1976 atau tepatnya ketika wilayah negara
Republik Indonesia lebih luas dari “bekas tanah jajahan Hin-
dia Belanda” karena “baru-baru ini ditambah dengan wilayah
bekas tanah jajahan [lain] yaitu Timor Portugis’, almarhum
Bachtiar (1976) telah menulis:

“Masalah integrasi nasional yang paling penting bu-
kanlah masalah pengintegrasian keturunan asing, me-
lainkan masalah pengintegrasian sekalian penduduk
pribumi menjadi anggota-anggota nasion Indonesia
sebelum timbul kaum cendekiawan yang bisa meng-
gerakkan anggota-anggota nasion lama mereka asal
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mereka masing-masing untuk, seperti orang-orang
Ibo di Nigeria, orang-orang yang mendirikan Bangla-
desh, kaum pemberontak di Mindanao, orang-orang
Irlandia di Inggris dan orang-orang Basque di Spanyol,
memisahkan diri sebagai negara tersendiri di daerah
tempat asal sendiri”. (Tekanan ditambahkan)

Maksud “nasion lama’, adalah “nasion pribumi” atau “suku
bangsa” atau “masyarakat daerah”. Misalnya “nasion Acheh”,
n u

“nasion Batak’, “nasion Minangkabau’, “nasion Jawa’, dan “na-
sion Bugis”.

Mengapa “suku-suku bangsa” atau “masyarakat-
masyarakat daerah” tersebut dapat diperbandingkan dengan
“nasion” (bangsa)? Selain “mempunyai wilayah tempat tinggal
sendiri’, menurut Bachtiar, mereka “mewujudkan sekalian ciri-
ciri yang biasanya dianggap merupakan ciri-ciri suatu nasion,
seperti kebudayaan sendiri, bahasa sendiri, identitas sendiri,
dan yang terpenting perasaan solidaritas antara anggota-ang-
gota, warga-warga, masyarakat daerah yang bersangkutan”.

Oleh karena itu sulit untuk tidak melihat Hasan Di Tiro bu-
kan sebagai seorang “cendekiawan yang [tengah] mengger-
akkan anggota-anggota nasion lama[nya] untuk ... memisah-
kan diri sebagai negara tersendiri di daerah tempat asal[nya]
sendiri”.

Pertanyaannya: apakah hanya akan ada seorang Hasan Di
Tiro, dan itu hanya di Aceh? Atau akankah juga muncul “Hasan
Di Tiro-Hasan Di Tiro” lain di berbagai tempat di Indonesia?
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Penguatan Gagasan Nasionalisme
Papua dalam Kerangka Hukum

Oleh: Tine Suartina

A. Pendahuluan

Selama ini, nasionalisme di Indonesia merupakan suatu
isu yang selalu ada, namun kita sering lupa untuk melihat
substansi, makna dan pengertian sebenarnya dari nasional-
isme ini. Seiring dengan reformasi di bidang pemerintahan
dan otonomi daerah, isu hangat nasionalisme juga muncul
mengiringi permasalahan pemekaran dan bahkan pemisahan
daerah dari NKRI. Dari sekian contoh, sebut saja 2(dua) yang
paling mengemuka yaitu Aceh dan Papua. Dengan keunikan
dan variasi permasalahan di dalamnya, dua daerah ini menga-
lami berbagai perkembangan dan kemajuan dalam menata
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hubungannya dengan pemerintah pusat Indonesia.

Otonomi daerah dan otonomi khusus sendiri di Indone-
sia mengalami proses yang dinamis. Sejak tahun 1999, banyak
sekali perubahan yang telah dilakukan hingga saat ini. Khusus
untuk Papua, dari sebelumnya hanya terdiri dari satu provinsi,
saat ini telah terbagi menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Papua
dan Papua Barat. Selain itu, beberapa kabupaten baru juga te-
lah terbentuk sebagai realisasi pemekaran daerah. Namun de-
mikian, usulan pembentukan provinsi baru, Irian Jaya/Papua
Tengah, serta kabupaten baru juga masih sering mengemuka.

Dalam konteks ini, hukum memegang peran yang sa-
ngat penting karena setelah melalui proses politis, hukum ke-
mudian ditetapkan sebagai aturan main dan alat legitimasi
bagi semua pihak terkait dalam mewujudkan keabsahan dari
perubahan dalam otonomi daerah, dengan regulasi sebagai
alatnya. Perlu disadari bahwa usaha untuk memberi pengaruh
atau memasukkan kepentingan pihak-pihak terkait di dalam
permasalahan pusat dan daerah, tidak hanya berhenti sampai
tahap kesepakatan politik. Akan tetapi, hal itu berlangsung
hingga penyusunan regulasi dan kebijakan sehingga kepen-
tingan dan aspirasi mereka dapat diakomodasi dan sah secara
hukum serta dapat diimplementasikan sebagai suatu hukum
positif di masyarakat.

Penetapan hukum sendiri merupakan proses yang sangat
menarik, karena setelah proses politik selesai dan kemudian
dilanjutkan dengan proses penyusunan kebijakan dan regula-
si, tidak berarti berbagai pihak berhenti untuk mempengaruhi
proses penetapan. Untuk itulah dalam beberapa kasus, pene-
tapan regulasi seringkali menjadi saat-saat yang dinantikan
karena akan terlihat di dalamnya apakah kesepakatan politik
yang telah berlangsung sebelumnya dituangkan dalam regu-



lasi tersebut ataukah mengalami perubahan di perjalanan pe-
nyusunannya. Dalam regulasi yang telah ditetapkan juga akan
terlihat kepentingan (apa atau siapa) yang mendasari dan
dikedepankan, juga bisa diketahui arah dan tujuan kebijakan
yang ingin dicapai.

Sehingga dalam mendiskusikan nasionalisme-otonomi
daerah dan hukum, salah satu hal yang menjadi pertanyaan
adalah apakah upaya pemberian otonomi daerah dan otono-
mi khusus untuk Papua dan Aceh dalam kerangka legal dapat
mempersempit gap antara pemerintah pusat dan stakeholder
di daerah? Apakah kerangka legal tersebut dapat menyeiring-
kan interpretasi tentang nasionalisme antara orang Papua dan
kalangan nasionalis?

Hal tersebut dapat diketahui dari jawaban pertanyaan-
pertanyaan sederhana seperti:

1. Apakah produk hukum dan kebijakan mengenai
Papua dan otonomi khususnya mampu mengakomo-
dasi kepentingan dan aspirasi masyarakat Papua
sebagai pihak yang berkepentingan untuk merasakan
manfaat dari tujuan pelaksanaan otonomi daerah?

2. Seiring dengan penerapan otonomi daerah dan usul-
an-usulan pemekaran daerah, apakah telah terjadi
‘pergeseran’ pada makna nasionalisme yang ada di
Papua ini?

Otonomi khusus Papua dan peraturan perundangan yang
terkait merupakan suatu area tepat dalam membaca akomo-
dasi nasionalisme Papua oleh pemerintah pusat karena akan
membantu dan membuka jalan menuju pemahaman lebih
jauh mengenai nasionalisme-otonomi daerah-pemekaran
ditinjau dari aspek hukum. Dari segi kualitas permasalahan,
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Papua merupakan contoh kasus penguatan gagasan nasio-
nalisme dan integrasi nasional yang kompleks karena sarat
dengan berbagai kepentingan di dalamnya. Selain permasa-
lahan dalam regulasi yang ada saat ini, persoalan lama seperti
penerimaan resmi melalui pengesahan Resolusi PBB 1969 dan
penetapan Undang-Undang (UU) Nomor 12/1969 tentang
Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten di Provinsi Otonom Irian Barat juga sempat menge-
muka kembali beberapa waktu yang lalu.

Untuk membantu pemahaman permasalahan tersebut
di atas, konsep direct rule (Jenne (2004) dan Hetcher (2006)
dapat dipergunakan untuk membaca nasionalisme dan hu-
bungan antara pusat dan daerah. Kemudian, masalah peneri-
maan profit dari hubungan tersebut, ketergantungan daerah
kepada pusat serta kontrol negara dalam bentuk UU dan re-
gulasi untuk mengakomodasi aspirasi lokal turut menentukan
atau paling tidak mewarnai pemaknaan nasionalisme negara,
terutama oleh stakeholder di daerah. Kasus Papua dapat men-
jadi contoh lengkap dan nyata mengenai konflik hubungan
antara pusat dan daerah (vertikal) dan di antara sesama sta-
keholder Papua sendiri (horizontal), berikut juga permasalah-
an nasionalisme. Pemaknaan nasionalisme dan hasrat untuk
memiliki otonomi sangat penting bagi mereka, tidak semata
menyangkut nasionalisme Papua itu sendiri, namun juga se-
bagai suatu kepercayaan diri untuk lepas dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Mengambil perbandingan dengan Aceh,
yang memiliki permasalahan sama dengan substansi berbeda,
Jones mengatakan:

“The debate over Aceh was very much a national debate
that engaged ordinary Indonesians and fuelled nation-
alist sentiment. Papua, by contrast, was a sideshow, but
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one in which Jakarta-based political struggles played
themselves out”. (Jones 2004)

Permasalahan identitas dan hak-hak merupakan hal pen-
ting dalam nasionalisme dan otonomi daerah Papua. Untuk itu
dalam kerangka hukum yang mengaturnya terdapat ketentu-
an-ketentuan untuk tujuan penguatan identitas orang Papua.
Permasalahan agama dan perempuan juga turut diatur dalam
regulasi-regulasi yang ada. Hal-hal ini bisa saja sama atau ber-
beda dengan kondisi dan permasalahan di daerah-daerah lain,
misalnya Aceh di mana dominasi isu yang menguat adalah
penerapan hukum berdasar agama. Akan tetapi penting di-
catat di sini adalah, bagaimana negara dan daerah menyikapi
permasalahan integrasi dan nasionalisme. Sikap negara yang
memberikan peluang bagi daerah memperkuat eksistensi na-
sionalisme daerah dan kontrol negara akan sangat penting.
Konsep asymmetrical government sendiri dalam kasus Papua
(atau Aceh) bisa saja diterapkan. Mengutip Butir i Bagian Me-
nimbang UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua
bahwa "‘pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan
pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan peng-
hargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk
asli, demokrasi, pluralisme serta persamaan kedudukan, hak
dan kewajiban sebagai warga negara.’

B. Pengaturan (Hukum) Papua untuk Otonomi dan Na-
sionalisme

Mencermati kondisi di Indonesia, pembaruan hukum
seringkali tertinggal. Contoh sederhana untuk hal ini ada-
lah ketika aktivitas-aktivitas tertentu telah sering terjadi di
masyarakat, namun hukum belum mengaturnya atau lamban
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dibentuk. Keadaan lain misalnya, ketika aspirasi masyarakat
sudah sangat besar, namun hukum masih belum mengatur
atau (kembali) lamban dibentuk untuk mengaturnya. Bahkan
dalam beberapa kasus, permasalahan pun tetap ada ketika hu-
kum sudah terbentuk, semisal hukum yang sudah ditetapkan
ternyata tidak diterima oleh masyarakat karena tidak sesuai
dengan aspirasi mereka atau terjadi tumpang tindih dengan
pengaturan lain, sehingga membutuhkan revisi atau penin-
jauan dan pengujian materi dari peraturan dimaksud. Hal ini
tentunya berdampak pada masalah waktu, karena di sisi lain
kebutuhan masyarakat akan pengaturan hukum permasalah-
an tersebut sudah mendesak.

UU Nomor 45/1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian
Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabu-
paten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, me-
rupakan salah satu contoh permasalahan penetapan regulasi
di Indonesia yang tidak dapat diberlakukan dalam proses yang
lancar. Walaupun pembentukannya berdasarkan aspirasi dari
masyarakat sejak tahun 1982 (Yudho et.al, 2006: 4), akan tetapi
melalui DPRD Papua pula UU tersebut dinyatakan tidak dapat
diterima dengan beberapa alasan mendasar seperti pemben-
tukan peraturan perundangan tersebut tidak dilakukan mela-
lui konsultasi dengan rakyat, tidak sesuai dengan rekomendasi
yang disampaikan Pemerintah Daerah Tingkat | Irian Jaya dan
secara sosiologis format pembagian wilayah ini sangat tidak
memperhatikan aspek kesatuan sosial budaya, kemampuan
ekonomi dan kesiapan sumber daya manusia (op.cit. 34).°

20 UU No 45 Tahun 1999 ini ditolak karena tidak menjawab esensi tuntutan
masyarakat Papua malahan dilihat sebagai bagian dari upaya Jakarta untuk
"memecah-belah" masyarakat. Dan penyusunan UU ini sama sekali tidak meli-
batkan masyarakat dan pemerintah serta DPRD Provinsi Papua pada waktu itu,
bahkan disinyalir berbau "operasi intelijen". (Maniagasi, 2003)
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Sehingga melalui Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP),

mereka mengajukan uji materi atas UU Nomor 45/1999 kepada

Mahkamah Konstitusi.

Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan

bahwa UU Nomor 45/1999 tidak lagi berlaku, namun dengan
didasari beberapa alasan hukum dan kondisi di daerah, pem-

bentukan Provinsi Irian Jaya Barat tetap sah.

“Lahirnya UU Nomor 45 Tahun 1999 tidak terlepas
dari kepentingan politik hukum pemerintah yang
khawatir atas kemungkinan perjuangan rakyat Papua
terus berkembang menuntut kemerdekaan. Begitu
pula, UU Nomor 21 Tahun 2001 yang secara substan-
sial menghendaki pemekaran Papua harus dilakukan
dengan pertimbangan Majelis Rakyat Papua (MRP),
sehingga pembentukannya cenderung dihambat
karena khawatir Papua akan terus menuntut merde-
ka. Masalah yang terus berlarut-larut ini telah me-
nimbulkan banyak korban jiwa, sehingga putusan MK
diharapkan meredam atau menghentikan gejolak di
Papua dan UU Nomor 21 Tahun 2001 segera diimple-
mentasikan. Namun, banyak kalangan menilai putus-
an MK yang menyatakan eksistensi Provinsi Irja Barat
tetap sah, meskipun UU Nomor 45 Tahun 1999 seba-
gai dasar hukumnya dinyatakan batal demi hukum,
menyisakan persoalan yang bisa jadi tidak menyele-
saikan substansi masalah. “(Mas, 2004)

Otonomi khusus Papua bertujuan salah satunya adalah

untuk mengatasi permasalahan pemekaran, self determination
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serta keinginan untuk merdeka, tetapi tantangan berat?! yang
dihadapi oleh pemerintah yang tengah menjalankan desen-
tralisasi tidak terbayangkan oleh sebagian besar pemimpin,
dan tidak diantisipasi oleh lembaga-lembaga legislatif atau
eksekutif yang memberlakukan dan mengimplementasikan
undang-undang pemekaran itu (Timmer, 2007).

Yang terjadi kemudian adalah keadaan yang kompleks.
Setelah Mahkamah Konstitusi menetapkan pembatalan UU
Nomor 45/1999%, Pemerintahan Megawati justru mengeluar-
kan penetapan Inpres Nomor1/2003 mengenai percepatan
UU Nomor 45 Tahun 1999. Secara sederhana, dapat terlihat
bahwa kompleksitas pengaturan atau yuridis untuk kasus
Papua tersebut merupakan akibat dari kompleksitas konflik
kepentingan yang terlibat di dalamnya yang sangat beragam
 karena konflik kepentingan yang tidak hanya bersifat vertikal
namun juga bersifat horizontal, dan menyebabkan penyelesai-
an dan kemajuan pengaturan di Papua tidak dapat terlaksana

21 Timmer sendiri tidak merinci lebih jauh apa yang dimaksud dengan ‘tantangan
berat’dan ‘yang tidak terbayangkan'’ini.

22 Namun dengan dasar perangkat pemerintahan yang sudah terbentuk maka
pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat sendiri dinyatakan sah, demikian pula
halnya dengan Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
dan Kota Sorong telah terbentuk dengan sah.

23 Selain perbedaan dan konflik antara stakeholder Papua dengan pemerintah Pu-
sat, dikalangan stakeholder di Papua sendiri terdapat berbagai kelompok yang
masih eksis. Aditjondro (Antoh, 2007- 45-46) menyatakan paling tidak ada tiga
kelompok besar faham kebangsaan: (a) faham kebangsaan suku (ethno nationa-
lism); (b) faham kebangsaan “Merah Putih”; (c) faham kebangsaan Papua. Selain
itu, kompleksitas semakin rumit karena aktor yang terlibat semakin banyak dan
beragam kepentingannya. Aktor-aktor itu bisa berasal dari kalangan lokal, na-
sional, regional dan global dengan segala kepentingan yang tumpang tindih
(op.cit. 76). Saat ini fragmentasi juga terjadi dengan dasar setuju dan tidak setuju
pemekaran. Potensi-potensi konflik lainnya dapat timbul juga dari masalah ke-
terwakilan di MRP dan Dewan Adat.
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dalam waktu cepat.**

Selanjutnya, UU Otonomi Khusus Papua Nomor 21/2001
menjadi pedoman yang sangat penting dan utama, serta men-
jadi acuan bagi beberapa peraturan pelaksana. Namun berba-
gai opini tetap muncul, menyikapi UU ini.

“The concern of cabinet hardliners was that the law on
special autonomy for Papua, adopted by the Indonesian
parliament in October 2001, gave away too much, and
laid the institutional groundwork for strengthening Pa-
puan nationalism". (Jones, 2004)

Beberapa hal yang perlu dicatat adalah pertama apabila
melihat perbandingan pembagian provinsi dalam UU Nomor
21/2001 dengan UU Nomor 45/1999, maka meskipun pem-
bagian Papua juga termasuk dalam UU Otsus, pemekaran/
pembagian provinsi di Papua (penulis-seperti yang diatur da-
lam UU Nomor 45/1999, tetap) menggariskan prosedur yang
hanya bisa diimplementasikan setelah mendapatkan pertim-
bangan MRP dan persetujuan DPRD (Sullivan (2003) dalam
Timmer (2007)).

Kedua adalah penetapan Inpres Nomor 1/2003 tentang
Percepatan Pelaksanaan UU Nomor 45/1999 tentang Peme-
karan Papua menjadi 3 (tiga) provinsi oleh Presiden Megawati
Soekarnoputri merupakan satu persoalan lagi karena ditetap-
kan pada saat: (1) UU Nomor 45/1999 baru saja mendapat pe-
netapan pembatalan dari Mahkamah Konstitusi, dan (2) konflik

24  Contoh untuk hal ini misalnya mengenai partai lokal. Partai lokal telah terlebih
dahulu diatur dalam UU Otonomi Khusus Papua Nomor 21/2001, akan tetapi
implementasinya telah dilakukan terlebih dahuiu di Aceh. Hal ini dikarenakan
hingga saat ini perundingan penyelesaian permasalahan-permasalahan di Pa-
pua masih berlangsung.
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di kalangan stakeholder di Papua sendiri belum selesai.

Pada tahun 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
juga menetapkan Inpres Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perce-
patan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Perbe-
daan nyata antara Inpres Nomor 1/2003 dengan Inpres Nomor
5/2007 adalah maksud dan tujuan dari pembuat kebijakan.
Pada inpres Nomor 1/2003 sangat jelas tujuannya adalah pe-
mekaran daerah melebihi ketentuan hukum dan ketetapan
MK. Pemerintah saat itu mengakui 3 (tiga) provinsi di Papua.
Sementara, pada Inpres Nomor 5/2007 sangat jelas pengakuan
Pemerintah saat ini adalah hanya kepada 2 (dua) provinsi di
Papua, sesuai ketentuan dan penetapan MK atas UU Nomor
45/1999.

Kekhawatiran yang ada adalah keadaan ini tentunya
tidak dapat dipastikan berlangsung selamanya, meng-
ingat seringkali praktik yang terjadi di Indonesia adalah per-
gantian pemimpin maka akan diikuti oleh perubahan kebi-
jakan, sebagaimana kasus Inpres di era Megawati dan SBY ini.
Terlebih keadaan di Papua sendiri masih memiliki banyak kon-
flik kepentingan dan persoalan penting di dalamnya, termasuk
usulan mengenai pembentukan provinsi Irian Jaya Tengah®.

25 Sebelumnya, bersamaan dengan usulan pembentukan provinsi Papua Barat,
pembentukan provinsi lrian Jaya Tengah dilakukan dalam UU Nomor 45/1999.
Penolakan yang besar dari stakeholder di Papua mendorong DPRD Papua meng-
ajukan uji materil UU tersebut kepada MK. Namun dikarenakan, keputusan MK
menetapkan pembatalan UU Nomor 45/1999, terkecuali Provinsi Irian Jaya Ba-
rat/Papua Barat tetap terbentuk, maka pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah
yang saat itu belum sempurna pun dinyatakan dibatalkan. Akan tetapi, perkem-
bangan lebih lanjut, pihak-pihak yang sebelumnya menolak pembentukan Pro-
vinsi Irian Jaya Tengah, mengajukan dukungan atas pembentukan provinsi lrian
Jaya Tengah dengan dasar perbedaan dan konflik yang selama ini ada di antara
mereka, telah terselesaikan dengan baik.
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1. Proses Pembentukan dan Peran Hukum dalam
Nasionalisme

Menarik ketika melihat tiga pandangan: John Locke,
JJ Rousseau, dan Juergen Habermas, dalam hal pembentukan
dan penyusunan hukum. Menurut Locke, kekuasaan negara
pada hakikatnya adalah terbatas dan tidak mutlak. Segala ben-
tuk kekuasaan yang ada pada negara berasal dari dan sejauh
dilegitimasikan oleh rakyatnya. Kekuasaan negara dibatasi
melalui hukum yang legitimasinya diputuskan parlemen serta
memberlakukan prinsip mayoritas dalam penentuan kebijakan
politis, misalnya untuk menentukan undang-undang dalam
parlemen (Wattimena, 2006: 20 ).

Sementara Rousseau dengan teori konsensusnya, ber-
pendapat bahwa hukum sebagai ekspresi kehendak umum,
harus berlaku untuk semua individu dan berasal dari persetu-
juan semua individu untuk memperoleh legitimasinya. Un-
tuk itu perlu adanya kesepakatan di kalangan individu se-
hingga kemudian individu harus taat dan tunduk pada hukum.
Rousseau menekankan proses musyawarah untuk mufakat
atau voting dalam penyusunan hukum. Walaupun Rousseau
menekankan peranan legislator, akan tetapi ia pun menekan-
kan rakyat tahu dan mengerti akan permasalahan sehingga
dapat memberikan pertimbangan dan argumentasi yang ra-
sional untuk memberikan persetujuan (op.cit. 58-61).

Adapun Habermas, merumuskan paradigma demokrasi
deliberatif dan teori diskursus. Demokrasi deliberatif adalah
suatu upaya politis untuk menciptakan saluran komunikasi
antara, di satu pihak proses legal formal pengambilan
keputusan yang terinstitusional dalam parlemen dan ba-
dan-badan eksekutif pemerintahan dengan, di lain pihak,
proses penyampaian aspirasi sosial nonformal di dalam
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masyarakat sipil. Menurutnya, demokrasi harus partisipatif
dan semua kebijakan serta UU yang berkaitan dengan publik
harus mendapat legitimasi dari publik yang terkait secara ke-
seluruhan (op.cit:7-12).

Dari pandangan-pandangan tersebut di atas dan diikuti
dengan pengamatan pada kasus di Papua, khususnya kasus UU
Nomor 45/1999, kita dapat memperoleh pengertian-penger-
tian penting tentang pembentukan hukum di Papua dan In-
donesia pada umumnya. Pandangan Habermas sebenarnya
sangat mewakili konteks dan keadaan Indonesia saat ini.
Kemajemukan dan pluralitas Indonesia haruslah ditempatkan
pada porsi yang sebenarnya dalam hal penyusunan kebijakan
dan hukum. Sehingga yang menjadi penekanan di sini adalah
bukan semata mengenai produk hukum yang dihasilkan atau
siapa/kepentingan siapa yang mendasari kebijakan dan hu-
kum, akan tetapi melebihi hal-hal tersebut. Proses pembuat-
an kebijakan dan hukum yang dilakukan melalui komunikasi
yang baik di antara pembuat kebijakan dengan masyarakat
yang mengajukan aspirasi merupakan faktor penting di sini.
Keadaan yang diharapkan di sini adalah kebijakan atau produk
hukumyangdihasilkan akan sesuaidenganaspirasimasyarakat.
Sehingga pada akhirnya, kepentingan masyarakat mana pun
(mayoritas atau minoritas) tetap terpenuhi sesuai kebutuhan
masing-masing karena pada saat penyusunan kebijakan dan
hukum, aspirasi mereka dapat didengar melalui komunikasi
dengan penyusun kebijakan.

Lebih lanjut, Hetcher et.al (2006) menyatakan bahwa ada
penentu yang fundamental dalam ketergantungan nasio-
nal dan nasionalisme pembentukan bangsa yaitu direct rule
(‘Aturan Langsung’):

“Direct rule consolidates power and monopolizes the



Penguatan Gagasan Nasionalisme Papua dalam Kerangka Hukum I 79

rights to rule in a single center at the expense of alterna-
tive loci of authority. One of the fundamental determi-
nants of national dependence is direct rule. Direct rule
is a variable that consists of two elements: scope and
penetration (Hechter 2004). The scope of a state refers
to the quantity and quality of the collective goods that
it provides... Scope induces dependence: where state
scope is high, individuals depend primarily on the state
for access to collective goods. In contrast, penetration
refers to the central state’s control capacity —that is, the
proportion of laws and policies that are enacted and en-
forced by central as against regional or local decision-
makers". '

Mengambil pemahaman kutipan di atas dan meninjau
praktiknya dalam kasus Papua, direct rule dapat ditujukan pada
kuantitas dan kualitas collective goods yang dapat 'disediakan’
oleh pemerintah pusat. Pemahaman ‘disediakan’ di sini dapat
diartikan sebagai tanggung jawab pemerintah pusat dalam
mengelola dan mendistribusikan aset dan sumber daya untuk
tujuan kesejahteraan rakyat di pelosok daerah. Dalam kasus
Papua, beberapa tanggung jawab pemerintah pusat ini di-
nyatakan dalam ketentuan dan kebijakan untuk memberikan
kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam
mengelola aset-asetnya serta distribusi keuangan daerah baru
yang berbeda dengan distribusi pada masa Orde Baru.

Mengambil pengertian pada kutipan di atas, elemen pene-
tration di atas dapat diartikan sebagai peraturan perundang-
undangan dan kebijakan sebagai kapasitas kontrol pemerin-
tah pusat atas pemerintah daerah atau pembuat kebijakan di
tingkat lokal. Namun dalam nasionalisme bangsa dan daerah,
dapat dikatakan lebih lanjut bahwa hukum memiliki 2 (dua)
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peranan penting, yaitu (1) sebagai sarana dan pelaksanaan
usaha-usaha formalisasi nasionalisme daerah secara sah; (2)
sebagai (sarana) kontrol pemerintah pusat dalam proporsi
penetapan hukum dan kebijakan yang ditetapkan, dilaksana-
kan, dan unsur penting dalam menjaga keutuhan negara ke-
satuan/integrasi nasional.

Dalam kasus Papua, beberapa kebijakan dan ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan, terutama mengenai
otonomi khusus, selain memuat pengakuan lebih besar atas
identitas Papua serta pengesahan atas peluang yang lebih
dibuka bagi orang Papua asli, ketentuan mengenai kontrol
negara dan integrasi nasional pun sangat jelas dinyatakan.

2. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua

UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi
Papua merupakan satu tonggak dalam meredefinisi hubung-
an antara pemerintah pusat dan stakeholder di Papua. Setelah
pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat (melalui PP Nomor
24/2007 menjadi Provinsi Papua Barat) dan melalui Perpu No-
mor 1/2008 tentang Otonomi Khusus Papua?®, UU ini menjadi
berlaku pula bagi Provinsi Papua Barat.

Beberapa aspek yang diatur di dalamnya mengatur pe-
rubahan yang mendasar bagi posisi Papua dan masyarakatnya
dalam memandang diri daerahnya dengan kuasa otonomi
yang lebih baik. Selain merupakan hasil negosiasi antara pe-
merintah pusat dan Papua, pemberdayaan dan pemihakan ke-

26 Perpu Nomor 1/2008 Pasal 1 menyatakan: "Dalam Undang-Undang ini yang
dimaksud dengan: a. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian
menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam
rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
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pada orang Papua berusaha diakomodasi dalam UU ini.

Walau demikian, pemerintah pusat melalui UU ini tetap
berusaha menjaga integrasi nasional dan bertindak hati-hati
sehingga memang tidak dapat dikatakan bahwa UU ini se-
penuhnya memberikan otonomi yang luas tak berbatas ke-
pada masyarakat Papua. Salah satu butir pada bagian Menim-
bang UU Nomor 21/2001 menyatakan dengan jelas:

c. Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik In-
donesia menurut UUD 1945 mengakui dan menghor-
mati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersi-
fat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam
undang-undang;

d. Integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia harus tetap dipertahankan dengan
menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan
sosial budaya masyarakat Papua, melalui penetapan
daerah otonomi khusus.

Beberapa hal dapat dicatat dari UU Otonomi Khusus Papua
ini. Selain Gubernur dan Wakil Gubernur yang dinyatakan harus
setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia dan meng-
abdi kepada masyarakat Papua, kemudian kewajiban anggota
DPRP dan MRP yang harus mempertahankan keutuhan Nega-
ra Kesatuan Republik Indonesia, contoh lainnya adalah Antoh
(2007:176) menyebutkan bahwa Pasal 46 mengenai pemben-
tukan Komisi Kebenaran untuk Rekonsiliasi (KKR) sebenarnya
merupakan suatu peluang hukum bagi masyarakat Papua
dan sebagaimana pernah dilakukan masyarakat internasional.
Akan tetapi provisi dalam pasal yang sama menyebutkan bah-
wa KKR "demi pemantapan persatuan dan kesatuan”. Menurut
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Bronkhorst (1995, dalam Antoh 2007: 177), hal ini telah
mereduksi atau memasung obyektifitas KKR, sehingga men-
jadi bias dan diabdikan untuk kepentingan politis dan bukan
pada kepentingan dan kebenaran korban.

3. Kepedulian Otonomi dan Kepedulian Identitas Dalam
Regulasi

Dalam pengelolaan otonomi khusus, sedikit berbeda de-
ngan pengaturan di Aceh di mana selain melalui UU Otonomi
Khusus, pengaturan dilakukan juga melalui UU Pemerintahan
Aceh, maka di Papua penguatan otonomi daerah dan identitas
lokal dilakukan melalui usaha penerapan UU Otonomi Khusus
ke arah yang lebih baik. Beberapa hal yang lebih lanjut diatur
dan makin diperdalam, dilakukan melalui peraturan-peraturan
pelaksana dan tidak melakukan pembentukan UU baru, se-
perti misalnya penetapan Peraturan Pemerintah (PP Nomor
54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP). Dengan
demikian pada dasarnya, setelah diputuskannya status hukum
UU 45/1999, maka acuan terpenting dan mendasar otonomi
khusus Papua berkaitan dengan pemekaran, memang beran-
jak dari UU Otonomi Khusus Papua Nomor 21/2001 ini.

Skema 2

'Desentralisasi/
Otonomi Daerah
I
| |

Potensi Identitas
Power Authority Nasion Pribumi
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Dari UU otonomi khusus tersebut, analisis permasalahan
dapat dibuka lebih jauh lagi ke persoalan krusial lainnya. Selain
persoalan otonomi khusus, menarik juga untuk melihat intisari
dari penjelasaan Jaap Timmer bahwa terdapat dua kepedu-
lian yang besar di Papua yaitu kepedulian untuk otonomi dan
kepedulian pada identitas dan kepastian-kepastian yang telah
hilang (2007). (Kepedulian) otonomi bagi masyarakat Papua
merupakan suatu bentuk yang sangat penting untuk memiliki
kuasa lebih untuk mengatur diri dan daerahnya sendiri, dan
lebih lanjut adalah sebagai bentuk ‘tambahan’ kemampuan
dalam negosiasi atau posisi tawar dengan pemerintah pusat.

: Dalam hal identitas Papua, selama ini yang terjadi pada
hubungan lokal Papua dengan nasional adalah adanya per-
soalan identitas keindonesiaan yang ‘modern’ dan identitas
kepapuaan. Pada praktiknya, terutama dikarenakan sistem pe-
merintahan sentralistik beberapa waktu lalu, pengakuan dan
akomodasi identitas Papua sekarang sudah mendapatkan pro-
porsi atau kesempatan dan peluang yang tepat.

Adapun beberapa kepedulian identitas Papua yang diako-
modasi oleh para pembuat kebijakan dan ditetapkan di dalam
kerangka hukum untuk Papua adalah:

1. Pengembalian nama Papua;

2. Pengakuan identitas, dalam hal ini berkaitan pula et-
nis, ras, dan adat. Selanjutnya pengakuan ini diper-
kuat pada aspek-aspek penting seperti halnya kriteria
pemangku jabatan tertentu;

3. Lambang daerah, meliputi lagu dan bendera daerah,
dengan catatan bukan menunjukkan simbol kedaulat-
an.

Legitimasi dari kepedulian identitas yang sangat besar
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dari aspirasi masyarakat Papua, dimulai dengan pengembalian
nama lrian Jaya menjadi Papua sejak di keluarkanya Keputu-
san DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 7/DPRD/2000 tanggal 16
Agustus 2000 tentang Pengembalian Nama Irian Jaya Men-
jadi Papua. Hal ini tentunya sangat penting dan berarti bagi
masyarakat Papua.”

Penegasan mengenai orang Papua dan bukan, sangat
diperjelas dengan pendefinisian ‘orang asli Papua’ dan orang
‘penduduk. Adapun’orang asli Papua’ yaitu “orang yang ber-
asal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli
di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui se-
bagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua”.

Pentingnya pembedaan identitas secara tegas tersebut,
dikarenakan akan berpengaruh pada langkah selanjutnya
yaitu peluang legal atas beberapa kepentingan dan bahwa
hanya orang asli Papua yang berhak untuk mengatur wilayah
Papua. Seperti terlihat pada hal-hal berikut.

Pertama, penguatan identitas lokal dalam regulasi-regula-
si tentang Papua, baik tingkat nasional, maupun pada tingkat
lokal. Penjelasan hal ini dapat diperoleh melalui penyebutan
dan penekanan dengan tegas bahwa (hanya) orang Papua
yang diperkenankan mengisi posisi-posisi Gubernur, Wakil
Gubernur dan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP).?® Untuk
posisi Majelis Rakyat Papua (MRP), Pasal 19 ayat (1) UU No-
mor 21/2001, menyatakan bahwa MRP beranggotakan orang-
orang asli Papua sebagai wakil-wakil lokal. Kemudian sebagai
lembaga representasi kultural maka pemilihan anggota MRP

27  Satu hal lagi yang menunjukkan perbedaan antara kasus Aceh dan Papua. Aceh
mempertahankan nama ‘Aceh’ karena nama tersebut merupakan warisan.

28  Lihat UU Otonomi Khusus Papua 21/2001 Pasal dan PP Nomor 54/2004 tentang
MRP
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dilakukan melalui proses yang demokratis dan transparan
pada tingkat distrik, kabupaten/kota, dan tingkat provinsi
untuk memperoleh wakil-wakil rakyat dari masyarakat adat,
masyarakat agama, dan masyarakat perempuan ( Yudho et al,
2006, 53).

Kedua, penguatan hak-hak masyarakat sebagai penghor-
matan dan penghargaan hak asasi. Dalam UU Nomor 21/2001,
penguatan dan penegasan hak terdiri dari hak sosial politik,
termasuk untuk menduduki jabatan-jabatan penting dan ber-
partisipasi dalam penyusunan kebijakan, hak politik untuk
membentuk partai politik lokal, hak atas keuntungan sumber
daya alam dan mengatur secara otonom.

Ketiga, penguatan identitas dan posisi dalam peraturan-
peraturan perundangan akan berdampak pada penguatan
posisi mereka dalam berhadapan dengan pihak-pihak di luar
mereka, apakah itu masyarakat pendatang atau pemerintah
pusat, serta peluang untuk memperoleh keuntungan dan
manfaat.

4. Majelis Rakyat Papua

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54/2004
tentang Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan salah satu
jenis keistimewaan dan akomodasi aspirasi masyarakat Papua
oleh pemerintah pusat. Proses pembentukan MRP sendiri ber-
jalan dengan lambat dikarenakan adanya perdebatan menge-
nai keterwakilan unsur-unsur di Papua, misalnya unsur adat,
agama dan perempuan. Namun akhirnya pada tanggal 31
Oktober 2005, MRP resmi terbentuk dengan 42 anggota ter-
diri dari masing-masing 14 orang dari unsur adat, agama, dan
perempuan. Hingga saat ini, dalam menjalankan fungsi dan
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tugasnya, MRP masih menghadapi permasalahan képercayaan
dari stakeholder di Papua®, namun ditinjau dari peraturan pe-
merintah tentang MRP ini, pembentukan MRP merupakan satu
langkah (awal) yang baik dalam merespon keinginan dan aspi-
rasi masyarakat lokal.

Melalui PP Nomor 54/2004 tentang pembentukan MRP
sesuai dengan Otsus di Papua, pemerintah pusat sudah me-
respon tiga tuntutan masyarakat Papua - pelurusan sejarah in-
tegrasi politik Papua, pemenuhan hak-hak dasar orang Papua,
dan pengadilan terhadap para pelanggar HAM berat (Elisa-
beth, dkk 2005: 289).

Pada dasarnya, sebagaimana tertulis dalam UU Otonomi
Khusus Papua dan PP tentang MRP, substansi dan ide pemben-
tukan MRP ini baik dan mulia. Akan tetapi yang menjadi fokus
perhatian di sini adalah penjabaran fungsi, kerja dan prospek
MRP ke depan.

Beberapa pasal dalam PP 54/2004 memuat pemberian pe-
luang kepada orang Papua.

1. Pasal 1 Nomor 6: Majelis Rakyat Papua, yang selanjut-
nya disingkat MRP adalah representasi kultural orang
asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam
rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua de-
ngan berlandaskan pada penghormatan terhadap
adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan

29 Padatanggal 11 Februari 2008, demo sekitar 500 massa terdiri dari mahasiswa,

pemuda dan masyarakat yang dikoordinir AMPT, DAP dan Perwakilan Perem-
| puan Papua, yang menyerukan agara MRP segera mengembalikan UU Otsus
x 21/2001 kepada Pemerintah Pusat dan meminta pembubaran MRP karena se-
j lama dua tahun berjalannya, MRP kurang mengakomodir kepentingan rakyat

§ Papua ("MRP Didemo” dari www.mrp.go.id/index.php?option=com_content&ta

sk=view&id=63&iterid=1 ). Ini adalah Salah satu contoh mengenai konflik ke-
pentingan di Papua
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pemantapan kerukunan hidup beragama

2. Pasal 1 Nomor 9: Orang asli Papua adalah orang yang
berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari
suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang
diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh
masyarakat adat Papua.

3. Pasal 1 Nomor 17: Perlindungan hak-hak orang asli
Papua adalah perlindungan terhadap hak-hak yang
berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan
budaya, pemberdayaan perempuan dan kerukunan
hidup beragama.

4. Pasal 3 ayat (1): Anggota MRP terdiri dari orang-orang
asli Papua yang berasal dari wakil-wakil adat, wakil-
wakil agama, dan wakil-wakil perempuan di provinsi.

5. Pasal 4: Anggota MRP adalah warga Negara Republik
Indonesia yang memenuhi syarat-syarat:

a. Orangasli Papua;
b. Memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi
hak-hak orang asli Papua

Pada dasarnya tugas dan wewenang MRP cukup penting,
sebagaimana tercantum dalam pada Pasal 36 bahwa MPR:

a. memberikan pertimbangan dan persetujuan terha-
dap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gu-
bernur yang diusulkan DPRP;

b. memberikan pertimbangan dan persetujuan terha-
dap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP
bersama-sama dengan Gubernur;

c. memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan
terhadap rencana perjanjian kerja sama yang dibuat
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oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi de-
ngan pihak ketiga yang berlaku di wilayah Papua,
khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak
orang asli Papua;

memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, peng-
aduan masyarakat adat, umat beragama, kaum
perempuan, dan masyarakat pada umumnya yang
menyangkut hak-hak asli orang Papua serta mem-
fasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;

memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur,
DPRD kabupaten/kota serta bupati/wali kota menge-
nai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak
orang asli Papua

Dari beberapa pasal di atas, dapat dilihat bahwa pertama,

isu krusial yang menjadi titik sentral dari nasionalisme daerah
Papua adalah mengenai identitas yang sangat sensitif dan
hak-hak masyarakat.* Latar belakang untuk permasalahan
ini dapat dirujuk dari terjadinya marginalisasi identitas, kecil-
nya peluang untuk maju dan berkembang baik karena tidak
ada peluang yang dibuka lebar maupun akibat persaingan di
masyarakat, semisal dengan pendatang.®

Kedua, tiga poin sentral yang diakomodasi dalam PP ini

adalah: keterwakilan: adat, agama, dan perempuan. Poin-poin
ini juga dapat dibaca sebagai daerah sensitif yang memerlukan

30

31

Hal ini disadari sangat perlu dan mendesak untuk diformalisasikan dalam
kerangka legal sehingga menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dan unsur
masyarakat sipil di Papua dalam proses penyusunan RUU Otonomi Khusus.

Persaingan sendiri di sini tidak selalu diartikan persaingan dengan pendatang-
penetap yang datang secara sukarela ke Papua, akan tetapi dengan pendatang
perantau/musiman yang karena kebutuhan pekerjaan menyebabkan mereka
datang ke Papua, misalnya melalui perusahaan-perusahaan besar di Papua.
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penguatan, salah satunya melalui kerangka hukum. Di Papua,
terutama untuk isu adat dan agama, apabila permasalahan ini
tidak diatur dalam aturan yang baik dan jelas maka potensial
menjadi bibit konflik pada masa yang akan datang karena adat
di Papua menjadi aturan yang sangat penting.

Untuk daerah lain, poin ini bisa saja sama atau berbeda
dengan variasi proporsi yang juga berbeda. Di Aceh, misalnya
porsi agama lebih besar dan mendominasi, walaupun di sana
terdapat juga penguatan konsep adat dalam beberapa hal,
misalnya pembentukan peradilan adat di tingkat masyarakat.

Ketiga, melalui penjabaran tugas dan wewenang MRP da-
lam PP ini, dapat diketahui urgensi MRP. Akan tetapi sejauh
mana MRP dapat menjalankan fungsinya dengan tanpa men-
jadikan tumpang tindih dengan fungsi dari DPRP atau Dewan
Adat. Dari penjabaran dan legalisasi fungsi MRP, maka dapat
dilihat fungsi dan tugas MRP tidak saja mengarah kepada Gu-
bernur dan Wakil Gubernur, akan tetapi juga kepada DPRP,
hubungan Provinsi dengan pihak luar bahkan juga penyaluran
aspirasi dari masyarakat. Sehingga bisa dilihat dalam hal ini,
tugas dan wewenang MRP sangat berat, terutama bila mem-
perhatikan kenyataan bahwa MRP adalah suatu lembaga baru
dan masih sarat dengan penyelesaian konflik Papua atau urus-
an internal organisasinya.

Maka atas dasar akomodasi aspirasi lokal untuk menjamin
gagasan nasionalisme daerah agar tetap masuk dalam nasio-
nalisme Indonesia, poin-poin tersebut diatur dalam kerangka
hukum sehingga sah atau legitimat. Akan tetapi, kesiapan dari
daerah sendiri dan kenyataan di masyarakat seharusnya men-
jadi pertimbangan yang saksama, karena bukan tidak mung-
kin, perubahan yang drastis dengan mengabaikan kenyataan
justru tidak akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan.
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Untuk peristiwa-peristiwa (hukum) di masyarakat yang
masih baru atau dalam proses perkembangan seperti otonomi
khusus dan pemekaran, usaha pembentukan kerangka hukum
yang akomodatif adalah kerangka yang bersifat membuka
peluang untuk perubahan dalam bentuk penambahan, dan
bukan dalam bentuk revisi, terkecuali untuk regulasi-regulasi
berumur lama. Mengapa? Karena perubahan dalam bentuk re-
visi, lebih memberikan pengertian bahwa hukum dibuat han-
ya untuk tujuan durasi pendek/singkat - sementara perkem-
bangan masyarakat berlangsung cepat - dan tidak membaca
kemungkinan-kemungkinan perkembangan di masyarakat
dalam durasi lebih jauh. Selain itu, selama ini yang terjadi ada-
lah revisi justru mengakibatkan kebingungan di masyarakat
dan pemerintahan di level bawah. Pergantian kebijakan dan
aturan seringkali terjadi dengan cepat, padahal yang terjadi
daerah baru saja mensosialisasikan kebijakan sebelumnya
yang baru saja mereka terima.

Ide untuk memasukkan komponen-komponen krusial
yang berkaitan dengan nasionalisme daerah di atas itu sangat-
lah berharga dan penting, khususnya bagi pemangku kepen-
tingan di Papua, hal ini merupakan satu langkah maju.

5. ‘Kontrol’ Negara demi Integrasi Nasional

Sesuai dengan apa yang dinyatakan Hetcher (2006) me-
ngenai salah satu bentuk dari direct rule yaitu penetration:

“Penetration refers to the central state’s control capa-
city —that is, the proportion of laws and policies that are
enacted and enforced by central as against regional or
local decision-makers’”.
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Pemberian otonomi khusus dan akomodasi nasionalisme
daerah, tidak serta merta melepas ‘kontrol’ pemerintah, yaitu
dengan tetap memasukkan pasal-pasal yang berfungsi men-
jaga integrasi nasional (bangsa).

Sebagai contoh pasal-pasal yang merupakan 'kontrol’
negara terhadap MRP adalah:

1. Butir d pada bagian Menimbang UU Nomor 21/2001,
“Integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia harus tetap dipertahankan dengan
menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan
sosial budaya masyarakat Papua, melalui penetapan
daerah otonomi khusus”.

2. Untuk posisi Gubernur dan Wakil, mereka harus me-
megang teguh Pancasila dan UUD 1945, setia kepada
Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperta-
hankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta memajukan demokrasi (Pa-
sal 12 dan 14).32 Sedangkan untuk anggota DPRP dan
MRP, mereka memiliki kewajiban untuk memperta-
hankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Pasal 10 ayat (1), Pasal 23 ayat

(1)

3. Pasal 4 PP Nomor 54/2004, “Anggota MRP adalah
warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi
syarat-syarat:

c. Setia dan taat kepada Pancasila dan memiliki
komitmen yang kuat untuk mengamalkannya
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara;

32 Posisi gubernur dan wakilnya harus mampu berfungsi di dua area yang adaka-
lanya berbeda, pemerintah pusat dan kepentingan lokal.
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d. Setia dan taat kepada UUD Negara Republik In-
donesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta Pemerintah yang sah

e. Tidak pernah terlibat dalam tindakan makar ter-
hadap Negara Kesatuan Republik Indonesia*?

Akan tetapi terdapat hal menarik di sini yaitu mencermati
perbandingan persyaratan pemegang posisi Gubernur dan
Wakil, anggota DPRP dan MRP sebagaimana terlihat dalam ta-

bel 1.

Tabel 1. Perbandingan persyaratan pemegang posisi
Gurbernur dan wakil anggota DPRP dan MRP

asli Papua’

Disyaratkan ‘orang

nggota DPRP |

ida adatentu—

an, sehingga ditarik
pengertian dapat
diisi oleh orang

asli Papua maupun
penduduk (orang
non asli Papua)

Disyaratkan ‘orang
asli Papua’

Pasal 12 butir g UU
Nomor 21/2001:

Tidak pernah dihu-
kum penjara karena
melakukan tindak
pidana, kecuali

di penjara karena
alasan-alasan politis

Dalam UU Nomor
21/2001 tidak ada
penjelasan.

Pasal 4 PP Nomor
54/2004 butir e:

Tidak pernah terli-
bat dalam tindakan
makar terhadap
Negara Kesatuan
Republik indonesia

33 Dalam kasus Aceh hal ini berbeda. Adanya MoU dan kedudukan Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) yang relatif lebih solid daripada kelompok serupa di Papua,
menyebabkan penerimaan dan eksistensi mantan anggota GAM dalam struktur

lembaga-lembaga.
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Pemahaman yang dapat diambil dari perbandingan di atas
adalah: (1) posisi anggota DPRP dimungkinkan diisi oleh orang
non asli Papua atau penduduk; (2) untuk posisi gubernur dan
wakilnya, memungkinkan diisi oleh seseorang yang pernah
dipenjara untuk kasus-kasus politis. Pertanyaannya adalah
apakah hal ini juga dapat diartikan mantan tahanan politik?

Kemudian untuk anggota MRP, para eks anggota kelom-
pok antipemerintah yang pernah melakukan tindakan makar,
secara otomatis tidak dapat menjadianggota MRP. Pertanyaan-
nya adalah yang tersisa, bagaimana dengan anggota-anggota
kelompok antipemerintah yang tidak pernah melakukan tin-
dakan makar?

C. Pemahaman dari Kerangka Hukum dan Pergeseran
‘Nasionalisme’ Papua

Sebenarnya ‘pergeseran’ pada makna nasionalisme In-
donesia dan penguatan gagasan nasionalisme Papua dalam
ketentuan hukum di sini belum tentu diartikan sebagai suatu
upaya melepaskan diri atau disintegrasi dari Negara Kesatuan
Republik indonesia (NKRI), terkecuali oleh kelompok di Papua
yang menginginkan kemerdekaan. Bagi yang menginginkan
kemerdekaan, adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah
pusat dalam melakukan pembangunan dan memberikan kese-
jahteraan pada masyarakat Papua, secara langsung dihubung-
kan dengan kebangkitan nasionalisme Papua sekaligus untuk
merdeka.

Apabila kita memilah dengan jernih, persoalan di Papua
dapat kita bagi dalam beberapa hal:

1. Oposisi terhadap pemerintah pusat disebabkan
ketidakpuasan Papua;

2. Nasionalisme Papua;
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3. Keinginan otonomi (khusus) dan pemekaran;
4. Keinginan merdeka.

Ketidakpuasan kepada pemerintah pusat sebenarnya bisa
mengarah kepada nasionalisme dan merdeka, tetapi bisa juga
tidak. Yang menjadi inti permasalahan di Papua adalah opo-
sisi terhadap pemerintah pusat disebabkan ketidakpuasan pe-
ngaturan dan pembangunan. Bahwa itu kemudian dikaitkan
dengan keinginan merdeka, memang hal itu memungkinkan,
namun kemungkinannya lebih kecil apabila dihubungkan
dengan nasionalisme Papua. Ketidakpuasan kepada peme-
rintah pusat lebih berhubungan dengan masalah ketergan-
tungan kepada host (pemerintah pusat) yang pada akhirnya
dapat menuju kepada keinginan menentukan diri yang lebih
kuat atau merdeka. Adapun penguatan gagasan nasionalisme
belum tentu diartikan sebagai harus memerdekakan diri.

Reid memberikan konstruksi dengan menggunakan
pendapat dari Michael Keating tentang asymmetrical go-
vernment, yaitu memandang dirinya sebagai bangsa-bangsa
dalam satu negara. Penekanan yang dimaksud di sini adalah
konstruksi dalam memandang nasionalisme Papua dalam
hubungannya dengan nasionalisme Indonesia. Penguatan na-
sionalisme kedaerahan dalam kerangka NKRI tentunya sangat
beragam dan masing-masing dapat diakui melalui perlakuan
yang tepat dan tanpa harus (disertai keinginan) keluar dari
bingkai NKRI.

Seperti halnya dinyatakan Timmer bahwa kenyataan
yang berkembang, suara-suara yang menghendaki otonomi
lebih besar di Papua pada umumnya bukan tentang (gagasan)
nasionalisme Papua, tetapi dilontarkan dalam oposisi ter-
hadap dominasi negara (Timmer, 2007). Selain itu, Hechter
et al. (2006) menyebutkan adanya kaitan antara hubungan
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pusat/negara dan daerah dengan tuntutan untuk menentukan
diri sendiri (self determination). Semakin besar anggota bang-
sa-bangsa yang berbeda-beda merasakan keuntungan dari
hubungannya dengan negara (host state) maka semakin kecil
tuntutan untuk menentukan diri sendiri. Sehingga, semakin
kecil ketergantungan suatu bangsa/daerah pada negara maka
tuntutan untuk menentukan diri sendiri semakin besar.

Skema 3

Nasionalisme
Indonesia
| I
(Gagasan) (Gagasan) (Gagasan)
Nasionalisme Nasionalisme Nasionalisme

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, peran hukum
dalam nasionalisme adalah sebagai alat legitimasi bagi upaya
nasionalisme, baik itu penempatan nasionalisme daerah da-
lam nasionalisme bangsa/nasional, maupun sebagai alat bagi
negara dalam melakukan ‘kontrol’ atas nasionalisme daerah
demi nasionalisme bangsa atau nasional.

Sehingga dalam mempelajari kasus nasionalisme Papua
dan kerangka hukumnya, ada pemahaman penting yang
da-pat diambil. Untuk berada dalam host (bisa diartikan di
sini adalah nasion bangsa), hal-hal berikut akan sangat ber-
pengaruh pada kesediaan daerah:

1. Ketergantungan sebagaimana dikemukakan Jenne
(2004) dan Hetcher (2006);



96 | Membaca Nasionalisme-Nasionalisme Indonesia

2. Bargaining dan negosiasi antara pemerintah pusat se-
bagai penjaga keutuhan nasion bangsa dengan sta-
keholder di daerah;

3. Kesediaan tanpa syarat (unconditional willingness) >

Pada bagian (2) di atas, bargaining dan negosiasi antara
pemerintah pusat sebagai penjaga keutuhan nasion bangsa
dengan stakeholder di daerah, dapat dirinci menjadi:

- Tuntutan sesuatu yang memang semestinya dimiliki
atau menjadi hak masyarakat daerah;

- Tuntutan Kekhususan/Keistimewaan atau bahkan
Privileges mengingat merasa diri_berbeda dengan
daerah lain, baik dikarenakan perbedaan etnis dan
ras, sejarah dan riwayat integrasi, atau kontribusi pada
nasion/bangsa.

Dalam kasus Papua, beberapa hal di atas dapat dikatakan
memang menjadi dasar bangkit atau kuatnya nasionalisme
Papua. Selain sejarah atau riwayat masyarakat dan nasiona-
lisme Papua serta integrasi kepada Indonesia, hal ini ditambah
dengan adanya ketidakpuasan dan perasaan terabaikan akibat
marjinalisasi oleh pemerintah pusat.®

Dasar lainnya adalah mengenai identitas kepapuaan,
yang melalui bargaining dengan pemerintah pusat, pengu-
atan pada pemberian hak dan kewenangan, seperti partisipasi
dalam sosial-politik*® dan alokasi kewenangan serta pendapat-

34  Kondisi ini dimungkinkan berlaku di negara-negara penganut paham sosialis

35 Beberapa referensi antara lain Soewarsono (eds), 2007, Nasionalisme Indonesia
Dalam Konteks Otonomi Daerah, Jakarta, LIPI Press, dan Elisabeth et.al, 2005,
Agenda dan Potensi Damai di Papua, Jakarta, LIPI Press,

36  Termasuk di dalamnya adalah hak untuk membentuk partai lokal, sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 28 UU Nomor 21/2001 yang dengan tegas juga menye-
butkan prioritas untuk masyarakat asli Papua.
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an, diperkuat dalam kerangka hukum otonomi khusus?.

D. Penutup

Kerangka hukum yang mengatur otonomi daerah salah
satunya bertujuan memperkuat gagasan nasionalisme Papua
dengan memuat pasal-pasal yang berkaitan dengan identi-
tas, hak-hak asasi (seperti hak politik) dan kewenangan yang
lebih luas untuk mengatur daerahnya sendiri. Akan tetapi,
pengalaman juga menunjukkan adanya kompleksitas da-
lam pengaturan hukum dan kelembagaan yang disebabkan
konflik kepentingan, baik secara vertikal maupun horizontal.
Sebagaimana kasus Inpres Nomor 1/2003 yang menimbulkan
ketidaksetujuan dari berbagai pihak.

Pandangan Habermas sebenarnya sangat mewakili kon-
teks dan keadaan Indonesia dengan menempatkan kemaje-
mukan dan pluralitas pada porsi yang sebenarnya dalam hal
penyu-sunan kebijakan dan hukum. Penekanan di sini bu-
kan semata mengenai produk hukum yang dihasilkan atau

37 Kewenangan yang ditetapkan untuk Papua di antaranya adalah: kewenangan
provinsi Papua untuk mengusulkan pembentukan, pemekaran, penghapusan
dan/atau penggabungan Kabupaten/Kota yang akan ditetapkan dengan UU,
kewenangan untuk mengusulkan penetapan kawasan untuk kepentingan khu-
sus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, pemilikan lambang-
lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural, kewenangan

, di seluruh bidang pemerintahan di luar kewenangan pemerintah pusat, me-

lakukan kerja sama internasional, menerima bantuan internasional dan men-

| gajukan pinjaman luar negeri dengan pemberitahuan kepada pemerintah pusat,
kewenangan dalam bidang keuangan. Adapun hak-hak yang diperoleh adalah
persyaratan orang asli Papua sebagai gubernur dan wakil gubernur, hak dan
jaminan penghormatan kepada masyarakat adat dalam usaha perekonomian,
kesempatan penyertaan modal Pemprov pada BUMN atau perusahaan swasta,
pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan yang memberi kesempatan
luas pada masyarakat adat, keutamaan orang asli Papua untuk mendapatkan
pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan yang sesuai dengan bidang pendidik-
an dan keahliannya (Hadi et.al,, 2006:133-134)
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siapa/kepentingan siapa yang mendasari kebijakan dan hu-
kum, tetapi melebihi hal-hal tersebut. Komunikasi yang baik
di antara pembuat kebijakan dengan masyarakat yang me-
ngajukan aspirasi merupakan faktor penting. Sehingga pada
akhirnya, kepen-tingan masyarakat mana pun (mayoritas atau
minoritas) tetap terpenuhi sesuai kebutuhan masing-masing,
karena pada saat penyusunan kebijakan dan hukum aspirasi
mereka dapat didengar melalui komunikasi dengan penyusun
kebijakan.

Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri adanya pandangan
bahwa memberikan otonomi khusus dan pemekaran serta
memformalisasinya dalam regulasi kepada Papua merupakan
upaya tawar dari pemerintah pusat menghadapiisu atau keing-
inan merdeka dari beberapa kelompok di Papua. Hal tersebut
bisa saja benar namun tidak secara keseluruhan. Elemen pene-
tration dalam konsep direct rule dari Hetcher membenarkan
(tetap) adanya kontrol dari pemerintah pusat untuk menjaga
integrasi nasional melalui hukum dan perundang-undangan.
Hetcher tidak membicarakan mengenai isu/keinginan untuk
merdeka, menandakan bahwa penetration dapat diterapkan
dalam keadaan ada atau tidak ada isu/keinginan untuk merde-
ka. Sehingga dapat dimengerti, dalam kondisi adanya isu/ke-
inginan merdeka dari beberapa kelompok di Papua, terutama
dalam kondisi yang mengancam integrasi nasional, maka pe-
merintah melakukan bargaining melalui otonomi khusus.

Otonomi khusus, pemekaran serta formalisasinya dalam
peraturan perundangan yang pada intinya memberikan per-
lakuan yang ‘khusus’ karena disesuaikan dengan situasi dan
kondisi daerah, seperti halnya dalam kasus Papua, dapat diar-
tikan bahwa pusat (sebaiknya perlu) memandang dan meng-
akui daerah (tersebut) dengan identitas yang khas, spesifik dan
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berbeda dengan daerah lain. Identitas kepapuaan adalah ses-
uatu yang penting sebagai identitas dan jati diri masyarakat
Papua, yang tentunya berbeda dan memiliki ciri khas tersend-
iri dibandingkan daerah lain, sebagai bagian dari bangsa Indo-
nesia.

Konstruksi cara pandang yang melihat bahwa suku bangsa
tertentu dilihat sebagai sesuatu yang khas dan berbeda-beda,
di dalam bingkai negara host dan dapat diperbandingkan de-
ngan konstruksi ‘bangsa’, sesuai pendapat Harsya Bachtiar.

“Mengapa “suku-suku bangsa” atau "masyarakat-
masyarakat daerah” tersebut dapat diperbanding-
kan dengan "nasion” (bangsa)? Selain “mempunyai
wilayah tempat tinggal sendiri’, menurut Bachtiar,
mereka "“mewujudkan sekalian ciri-ciri yang biasanya
dianggap merupakan ciri-ciri suatu nasion, seperti
kebudayaan sendiri, bahasa sendiri, identitas sendiri,
dan, yang terpenting, perasaan solidaritas antara ang-
gota-anggota, warga-warga, masyarakat daerah yang
bersangkutan”. (lihat Bagian Penutup Bab Il buku ini)

Lebih lanjut, penguatan gagasan nasionalisme Papua,
khususnya melalui tinjauan pada formalisasi otonomi khusus
dan pemekaran memberikan gambaran bahwa penguatan ga-
gasan nasionalisme dapat dilakukan tanpa harus mensyarat-
kan keluarnya suku bangsa/'nasion’ tertentu dari negara ke-
satuan (host).
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Aceh dan Papua:
Dua Kasus yang Mirip tetapi Tak

Sama?
Oleh: Thung Ju Lan

A. Pendahuluan

Dalam konteks nasionalisme Indonesia, persoalan Aceh
dan Papua menjadi topik yang terpenting, karena bagi banyak
kalangan, keduanya merupakan model dari pergerakan ‘sepa-
ratis’ yang dianggap bisa menimbulkan disintegrasi bagi nega-
ra-bangsa Indonesia dan menghancurkan semangat nasiona-
lisme Indonesia. Persoalannya, sudut pandang ini cenderung
menekankan posisi keduanya di mata pemerintah Indonesia,
yang menganggap dirinya sebagai ‘representasi yang sah’ dari
‘negara-bangsa Indonesia’. Oleh karena itu, isu disintegrasi
menjadi tema sentral dari pendekatan ini. Akan tetapi, jika kita
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mencoba melihatnya dari sisi Aceh dan Papua itu sendiri, dan
juga dari sisi daerah-daerah lain yang tergabung dalam nega-
ra-bangsa Indonesia, barangkali persoalannya menjadi tidak
sesederhana itu atau tidak seperti yang dikatakan banyak ka-
langan saat ini bahwa “nasionalisme Indonesia telah luntur”
atau “semangat kebangsaan kita tidak seperti di masa lalu”.

Ada ‘posisi’ yang berbeda antara pemerintah pusat di Ja-
karta dan pemerintah daerah di Aceh dan Papua dalam me-
mandang persoalan ‘negara-bangsa’ dan ‘nasionalisme’ yang
perlu diperhitungkan, sebelum kita melakukan penilaian ter-
hadap sikap masing-masing terhadap hal tersebut. Posisi pe-
merintah pusat di Jakarta sebagai ‘center’ dan posisi Aceh dan
Papua sebagai ‘periphery’ akan mempengaruhi pandangan
mereka secara berbeda pula. Pada posisi periphery pun, posisi
Aceh dan Papua terhadap ‘negara-bangsa’ Indonesia tidak-
lah sama karena ada sejarah yang berbeda dalam hubungan
Aceh dengan negara-bangsa Indonesia dibandingkan de-
ngan hubungan Papua dengan negara-bangsa Indonesia.

Pembicaraan tentang sejarah integrasi Aceh maupun
Papua ke dalam negara-bangsa Indonesia sudah banyak
ditulis orang, oleh karena itu di sini saya tidak akan mengu-
langinya, terkecuali apabila ada bagian-bagian yang diper-
lukan sebagai bagian dari diskusi kita. Dalam tulisan ini saya
ingin mendiskusikan masalah perbedaan pandangan ‘center’
dan ‘periphery’ tersebut secara lebih detail, terutama dalam
kaitannya dengan konsep ‘negara-bangsa’ dan ‘nasionalisme’
Indonesia.

B. Center-Periphery Model Versus Pluralist Local Politics

Dalam kamus Sosiologi dikatakan bahwa:



The centre-periphery (or core-periphery) model is a spa-
tial metaphor which describes and attempts to explain
the structural relationship between the advanced or
metropolitan ‘centre’ and a less developed ‘periphery’,
either within a particular country, or (more commonly)
as applied to the relationship between capitalist and de-
veloping societies.*

Walaupun model center-periphery ini lebih tepat dipa-
kai untuk ekonomi dunia, namun pada dasarnya model ini bisa
juga dipakai dalam hubungan Aceh/Papua dengan pemerin-
tah pusat. Menurut model ini, keterbelakangan ekonomi yang
dialami Aceh dan Papua -sebagaimana dikemukakan dalam
protes-protes terhadap pemerintah pusat- bukanlah sebagai
akibat dari ekonomi tradisional yang terkebelakang, melain-
kan sebagai akibat dari perkembangan kapitalisme, di mana
ekonomi ditentukan oleh kekuatan pasar (Ibid). Dalam hubung-
an ini, diasumsikan bahwa ekonomi dicirikan oleh hubungan
terstruktur antara pusat-pusat ekonomi yang menggunakan
kekuatan militer, politik dan perdagangan untuk menarik sur-
plus ekonomi dari daerah periphery yang lebih lemah.** Artinya,
Jakarta sebagai salah satu pusat ekonomi terbesar di Indone-
sia, seperti dikemukakan oleh banyak kalangan, pada hakikat-
nya telah mengeksploitasi dan “menyedot” sumber-sumber

38 “Center-Periphery Model’, http://www.encyclopedia.com/doc/1088-centrepe-
ripherymodel.html.

39  Tulisan Edward Aspinall (2007) berbicara tentang hubungan sumber daya
alam dan identitas dalam perang sipil. Seperti dikatakannya, “Natural resource
exploitation gives rise to conflict when it becomes entangled in wider processes
of identity construction and is reinterpreted back to the population by political
entrepreneurs in ways that legitimate violence” (p. 951). Contoh yang dipakainya
adalah konflik Aceh. Menurutnya, “GAM leaders and other Acehnese dissidents
emphasized their exploitation, and exploitation of other natural resources, in their
condemnations of the Indonesian government” (p.952).



104 I Membaca Nasionalisme-Nasionalisme Indonesia

ekonomi Aceh* dan Papua. Salah satu faktor yang berperan
dalam pengekspolitasian ini, menurut model center-periphery
adalah ketimpangan tingkat upah antara pusat dan daerah,
sehingga sangat menguntungkan untuk menempatkan se-
luruh produksi di daerah yang terkebelakang; walaupun hal
ini mungkin tidak sepenuhnya benar untuk kasus Aceh dan
Papua yang lebih banyak diinvasi oleh kapitalisme asing yang
didukung oleh pemerintah pusat.

Dalam konteks ini, pendefinisian diri secara politis dari
Aceh dan Papua terhadap pemerintah pusat cenderung
mengikuti pula pola center-periphery yang timpang secara
ekonomi. Dari apa yang telah didiskusikan di Bab Il tentang
“nasionalisme Aceh”, jelas bahwa ingatan tentang Aceh yang
mempunyai sejarah kejayaan pada sebelum masa kolonial
Belanda dan sebelum bergabung ke Indonesia menjadi suatu
yang penting dalam memposisikan Aceh berhadapan dengan
pemerintah pusat, dalam arti menempatkan Aceh yang seka-
rang “tidak lagi jaya” dikarenakan “invasi” kolonial Belanda
dan kemudian Indonesia. Oleh karena itu tidak aneh, seperti
dapat kita baca di Bab I, apabila Hasan Di Tiro menyatakan
bahwa “our fatherland was turned over by the Dutch to the Ja-
vanese--their ex-mercenaries”. Dengan cara ini Di Tiro hendak
menunjukkan bahwa Aceh yang sebelumnya ‘center’, hari ini
menjadi ‘periphery’ bagi center Indonesia, yaitu Jakarta. Gerak-
an Aceh Merdeka dapat dikatakan merupakan upaya Aceh
untuk kembali menjadi ‘center’, dengan melepaskan diri dari
hubungan center-periphery dengan Indonesia.

40 Dalam kasus Aceh, eksploitasi tersebut terkait dengan gas bumi atau LNG yang
ditemukan di Arun, Aceh Utara oleh Mobil Oil pada tahun 1971, dan sejak ta-
hun 1977 dimulailah ekspor gas bumi Indonesia ke Jepang dan Korea Selatan,
sehingga pada akhir tahun 1980an, 30% dari ekspor minyak dan gas Indonesia
berasal dari Aceh (Aspinall, 2007: 954).
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Begitu juga dengan Papua, pembahasan di Bab lll mem-
perlihatkan adanya tuntutan untuk “pengakuan lebih besar
atas identitas Papua serta pengesahan atas peluang yang lebih
dibuka bagi orang Papua asli” kepada pemerintah pusat, yang
walaupun telah diakomodasi dalam UU Nomor 21/2001 ten-
tang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan PP Nomor 54/2004
tentang pembentukan MRP, pada praktiknya masih belum
bisa memperbaiki kondisi Papua yang termarginalkan akibat
pola hubungan center-periphery yang timpang secara ekono-
mi. Oleh karena itu, tidak mengherankan pula apabila, seba-
gaimana langkah yang coba diambil Aceh untuk memisahkan
diri, Papua pun menempuh cara yang sama.

Pertanyaan sekarang adalah apakah “pemisahan diri” itu
sebagai satu-satunya jalan yang bisa ditempuh dalam hubung-
an Aceh/Papua dan pemerintah pusat? Kalau kita kembali ke
usulan Hans Antlov di Bab | tentang “pluralist local politics”,
jelas sekali bahwa masih ada cara yang bisa dipakai untuk
mengubah pola hubungan center-periphery yang cenderung
memarginalkan masyarakat lokal di Aceh dan Papua tersebut.
Seperti telah dikemukakan di Bab |, Antlov mengusulkan agar
dilakukan “perekrutan politik” dan “pembentukan konstituen”
pada tingkat bawah, di mana kekuatan-kekuatan sosial paling
kental, agar “rakyat bisa menterjemahkan kebijakan nasional
menjadi program-program lokal dan juga isu-isu lokal menjadi
ideologi nasional”, dan pada waktu yang sama bisa “mengeks-
presikan pandangan mereka dan berpartisipasi dalam kepu-
tusan-keputusan yang membentuk kehidupan mereka”. De-
ngan demikian, rakyat dapat merasakan bahwa mereka bisa
“menentukan nasib mereka sendiri”, yang dalam pemahaman
Antlov, terkait dengan pencapaian “konsensus nasional” dan
“kontrak sosial” pada berbagai level.
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Persoalannya kemudian, siapakah yang disebut Antlov
sebagai ‘kekuatan-kekuatan sosial yang paling kental’ itu?
apakah benar kekuatan-kekuatan sosial yang paling kental
itu bisa mewakili kepentingan rakyat di tingkat bawah pada
umumnya, termasuk kelompok-kelompok ‘marginal’ atau
yang ‘termarginalkan’ oleh kekuatan-kekuatan sosial yang
paling kental tersebut, seperti misalnya migran pendatang di
daerah? Bagaimanakah caranya agar ‘perekrutan politik' dan
‘pembentukan konstituen’ pada tingkat bawah bisa benar-
benar memberi tempat bagi kekuatan-kekuatan sosial paling
kental tersebut, dan kelompok-kelompok di luar mereka, un-
tuk ‘'mengekspresikan pandangan mereka’ dan ‘berpartisipasi
dalam keputusan-keputusan yang menentukan kehidupan’
mereka sebagai sebuah komunitas di antara banyak komunitas
yang ada di dalam negara-bangsa Indonesia? Apakah perekrut-
an politik dan pembentukan konstituen pada tingkat bawah
ini akan bisa mengubah hubungan center-periphery antara pe-
merintah pusat di Jakarta dengan komunitas-komunitas yang
ada di daerah, termasuk Aceh dan Papua, sehingga komuni-
tas-komunitas tersebut tidak lagi ‘termarginalkan’ oleh pusat?
‘Konsensus nasional’ dan ‘kontrak sosial’ seperti apakah yang
harus dibuat agar rakyat pada tingkat bawah bisa ‘menentukan
nasib mereka sendiri’, atau paling tidak bisa ‘menterjemahkan
kebijakan nasional menjadi program-program lokal’ yang ber-
guna bagi kehidupan mereka di daerah, dan sebaliknya bisa
pula mengangkat isu-isu lokal di dalam kehidupan mereka
ke tingkat nasional agar diperhatikan oleh pemerintah pusat
dan/atau dijadikan cita-cita atau tujuan nasional? Di sam-
ping pertanyaan-pertanyaan praktis di atas, yang lebih pen-
ting lagi adalah pertanyaan tentang bagaimana menempat-
kan isu nasionalisme dalam kerangka ‘perekrutan politik’ dan
‘pembentukan konstituen’ yang diusulkan Antlov karena pada
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hakikatnya kemunculan dan keberadaan ‘nasionalisme Aceh’
dan ‘nasionalisme Papua’ vis-d-vis ‘nasionalisme Indonesia’ bu-
kanlah sesuatu hal yang bisa dilupakan begitu saja, ataupun
dikesampingkan sebagai suatu hal yang tidak penting?

C. Nasionalisme Aceh dan Nasionalisme Indonesia

Berbicara tentang “nasionalisme Aceh”, pada hakikat-
nya kita tidak berbicara tentang apa yang disebut oleh David
Brown sebagai “rational self interest’ calculations” yang sering-
kali dipergunakan untuk menganalisa perilaku aktor politik,
melainkan tentang “ideological adherence” yang membentuk
persepsi mengenai kepentingan (Brown, 2004). Penjelasan
Brown dalam hal ini terkait dengan kenyataan bahwa “Aceh is
frequently cited as an ethnic nationalist rebellion”. Menurutnya:

“This term indicates that it is a political movement that
mobilizes support and legitimates itself both internally
and externally by claiming that Aceh is the homeland of
the Acehnese nation—a community of common ances-
try with its own language and its own distinctive religio-
culture” (Ibid).

Penjelasan tersebut sesuai dengan pendekatan “instru-
mentalisme” yang melihat identitas etnis sebagai “the con-
sciousness clothing for the rational self-interests of an interactive
social network bounded by territorial contiguity and perceived
cultural affinity” (ibid.). Lebih jauh lagi, pendekatan ini sejalan
dengan pendekatan “political economy” yang melihat politik
Indonesia sebagai “political power as the means for the pursuit,
by individuals, interest groups, or class groups, of their economic
interests” (Ibid., hal.281).
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Mengikuti pandangan instrumentalist tersebut, pema-
paran di Bab Il pada hakikatnya memperlihatkan bagaimana
“nasionalisme Aceh” dikonstruksikan dan diperkenalkan
oleh Hasan Di Tiro kepada rakyat Aceh sebagai sesuatu yang
‘berbeda’ bahwa dengan demikian rakyat Aceh mempunyai
kepentingan yang berbeda pula dengan “nasionalisme In-
donesia” yang diusung oleh pemerintah pusat di Jakarta. Men-
cermati hal tersebut, pertanyaan penting yang perlu diajukan
selanjutnya adalah bisakah dan bagaimana seharusnya kita
merekonsiliasi Aceh dalam konteks nation-building Indonesia?
Barangkali akan ada yang mengatakan bahwa mengapa hal
itu perlu, padahal hubungan Aceh dan pemerintah pusat telah
‘terselesaikan’ dengan adanya MoU Helsinki dan UU Pemerin-
tahan Aceh yang baru. Tetapi, benarkah? Apakah penyelesaian
secara legal itu telah menyelesaikan persoalan ide ‘nasiona-
lisme Aceh’ yang diperkenalkan oleh Hasan Di Tiro? Jawaban-
nya, jelas tidak, karena tidak ada satu poin pun dalam MoU dan
UU Pemerintahan Aceh yang berbicara tentang hal tersebut,
selain tentang “Aceh yang masih menjadi bagian dari Republik
Indonesia”. Pernyataan tersebut tidak bisa diartikan bahwa ide
nasionalisme Aceh telah padam. Kalau ya, tentu saja tidak akan
ada lagi kekhawatiran beberapa pihak tentang masih adanya
kemungkinan Aceh memerdekakan diri di masa depan.

Kalau kita menyimak pernyataan Hasan Di Tiro tentang
“"keacehan” yang perlu diangkat dan dibesarkan oleh rakyat
Aceh, jelas bahwa ada beberapa poin penting yang perlu di-
garisbawahi di sini. Pertama, tanah Aceh; kedua, keacehan;
ketiga, sejarah atau legacy of ancestors, dan keempat, klaim
wilayah.

“This land is yours only for one reason and for one
count: because you are Achehnese! If you denounced
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that truth by accepting another false name, like ‘Indone-
sians’—that Javanese nonsense—then you have forfeit-
ed your patrimony.... If these foreign invaders managed
to fool you to believe that you are indeed not Achehnese
but ‘Indonesians’—that is tantamount to accepting that
you are not your fathers’ and mothers’ sons—but merely
stupid non-entities.... Any Achehnese who has come to
believe that he is not Achehnese but ‘Indonesian’ he is
suffering an identity crisis, in fact he has become mad...".

“Memorize your history! It has been written, not by ink
over the papers, but by your fathers’ blood over every
inch of our beautiful valleys and breath-taking heights,
beginning from our white sandy beaches to the cloud-
covered peaks of Mount Seulawah, Alimon, Geureudong
and Abong-Abong. Our heroic good fathers are not
dead but merely waiting in their graves, all over this
Blessed Land, for the Judgement Day, and in the mean-
time they are watching you, what you are doing with the
rich legacy they had left for you and had sacrificed their
lives to secure its safe passage to you. Would you be will-
ing to sacrifice your lives too, in order to secure the safe
transmission of this rich legacy to your children and their
children’s children? This Land of yours is a Holy Land—
made Holy by the dead and by the sacrificed blood
of your ancestors—it is fit to be whorshipped, not to
walked upon by the ingrate Javamen’.

“Take an old map of Sumatra from some reliable West-
ern map-makers dated before Dutch colonialism arrived
in Sumatra. You will find out that the whole island of
Sumatra was part of Kingdom of Acheh, a properly a Su-
matran power. At that time Acheh was a political name,
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and Sumatra a geographic name of the same island. And
the name of Sumatra itself was also of Achehnese origin,
denoting the Samudra District in East Acheh. If you in-
vestigated a little further, you will also find out that Ma-
laya, East Borneo, and Banten region of West Java were
also under Achehnese sovereignty for a long time....

Take a look at the map of Sumatra at the time of the
Dutch declaration of war against Acheh, on March 26,
1873. You will see that the territory of the State of Acheh
orKingdom of Acheh in Sumatra at that time still covered
half of Sumatra until Djiambi and the Riau Archipelago.
Please see the map published by GRAPHIC of London in
1883, ini this book. This, therefore, constitutes the mini-
mum legal claim by the present State of Acheh Sumatra
on December 4, 1976: a simple return to the status quo
ante bellum, to March 26, 1873. In addition the State of
Acheh Sumatra claims back from the Dutch--therefore
also from Indonesia--all of Sumatra and surrounding is-
lands as our legitimate historic national territory...”

Terhadap berbagai poin penting tersebut, bagaimana
reaksi pemerintah pusat? Bisakah mereka mengakomodasinya
ke dalam ‘nasionalisme Indonesia’? Hasil pembahasan di Bab
I memperlihatkan bahwa ‘nasionalisme Indonesia’ yang ter-
fokus pada Jawa -kebesaran Majapahit- pada hakikatnya tidak
memberi tempat pada aspirasi orang Aceh yang direpresenta-
sikan oleh Hasan Di Tiro. Bahkan ‘nasionalisme Indonesia’ yang
demikian itu cenderung dilihat Di Tiro sebagai “colonial nation-

- alism”. Jadi, ‘nasionalisme Indonesia’ seperti apakah yang ha-
rus dikembangkan agar bisa memayungi ‘nasionalisme Aceh'’
di masa depan? Hal inilah yang perlu kita diskusikan pada
bagian berikutnya.
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D. Nasionalisme Papua dan Nasionalisme Indonesia

Dalam hal “nasionalisme Papua”, David Brown melihat
bahwa, pada hakikatnya “the trauma of violence” lah yang te-
lah:

“shifts political consciousness away from the pursuit of
| diverse interests *' and toward a shared absolutist na-
tionalist ideology constructed on myths of Papua’s Me-
lanesian ethno-racial distinctiveness” (2004: 287).

Hal ini terjadi karena menurut Brown:

| “the ideology of nationalism offered a sense of identity,

permanence, and significance to disorientated individu-
als. It also offered a moralistic diagnosis and prescrip-

| tion for the otherwise incomprehensible disruptions of
| modernization” (Ibid, hal. 284).

Dengan kata lain, “nasionalisme Papua” bisa memberi-
kan:

“certainty by re-imagining the disrupted interactive
community as the mythical idealized community, the
nation...” (Ibid).

Oleh karena itu, walaupun di Papua tidak ada-atau belum
ada-seorang intelektual seperti Hasan Di Tiro yang menterje-

41 Menurut penjelasan Aspinall, “the origins of separatism [in Papua, like in Aceh]
predate natural resource extraction: a separatist movement was crystallized by
a period of separate Dutch tutelage in the 1950s and 1960s and by the violent
Indonesian annexation of the territory in the early 1960s. When natural resource
industries later developed in the territory (most notably the massive Freeport gold
and copper mine), separatist leaders incorporated a critique of them into their
narratives of national oppression and suffering” (2007: 969, ft16).
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mahkan “nasionalisme Papua” untuk rakyat Papua, tetapi pada
dasarnya ada kesamaan ide yang bisa dibaca dari pasal-pasal
dalam PP 54/2004 tentang pembentukan MRP yang intinya
mencerminkan tuntutan orang Papua tentang “representasi
kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu
dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan
berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan buda-
ya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan
hidup beragama”. Hampir sama dengan apa yang diajukan
oleh Hasan Di Tiro untuk Aceh, tuntutan orang Papua juga
berbicara tentang: Pertama, kepapuaan; kedua, sejarah atau
tradisi, dan ketiga, hak-hak. Barangkali hanya penekanan pada
legacy of ancestors yang tidak tampak dalam kasus Papua.

Seperti kita semua tahu, upaya untuk memperbaiki
hubungan Papua dan pemerintah pusat menjadi fokus per-
hatian banyak kalangan yang prihatin. Tetapi pertanyaannya
kemudian adalah: bagaimana cara yang terbaik untuk melaku-
kan hal itu agar kedua belah pihak bisa menerimanya?

Pembahasan kerangka hukum di Bab IIl untuk kasus Pa-
pua memperlihatkan bahwa, terlepas dari adanya akomodasi
legal yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat kepada
Papua melalui UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus
Provinsi Papua dan PP Nomor 54/2004 tentang pembentukan
MRP, masih banyak persoalan mendasar yang belum tersele-
saikan, termasuk pengaturan hukum dan kelembagaan yang
cenderung menimbulkan konflik kepentingan vertikal mau-
pun horizontal; sebagaimana yang terjadi dalam kasus Inpres
Nomor 1/2003 tentang Percepatan Pelaksanaan UU Nomor 45
tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten
Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Dan yang lebih penting lagi,
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"nasionalisme Papua” yang mendasari kemunculan tuntut-
an tersebut, sama sekali tidak pernah dibicarakan, kalau tidak
bisa dikatakan cenderung diabaikan. Memang 'nasionalisme
Papua’ tidak tampak secara gamblang, sebagaimana yang bisa
kita lihat dalam kasus Aceh, akan tetapi persoalan ini bukan
tidak ada. Sama seperti persoalan ‘nasionalisme Aceh’, perso-
alan 'nasionalisme Papua’ juga harus menjadi topik diskusi kita
di bagian berikutnya, karena apa yang disebut ‘nasionalisme
| Indonesia’ pada hakikatnya harus bisa memayungi berbagai
1 ‘nasionalisme lokal' (atau etno-nasionalisme), yang sudah
muncul dan berbentuk seperti 'nasionalisme Aceh’, atau yang
| sudah ada namun belum jelas seperti ‘nasionalisme Papua’
| dan 'nasionalisme Riau’, sampai ke nasionalisme lainnya yang
L mungkin akan muncul di masa depan, seperti 'nasionalisme
f Dayak’, atau 'nasionalisme Maluku'.

E. ‘Nasionalisme Indonesia’ di Masa Depan

Sesungguhnya akan terlalu dini untuk bisa mengemuka-
kan sesuatu yang konkret tentang “nasionalisme Indonesia” di
masa depan ketika analisa tentang “nasionalisme lokal” masih
terbatas pada persoalan Aceh dan Papua. Pada dasarnya diper-
lukan studi yang lebih mendalam tentang hal tersebut melalui
perbandingan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Oleh
karena itu, pada tahap ini diskusi tentang ‘nasionalisme Indo-
nesia’ lebih merupakan kontemplasi tentang langkah-langkah
yang perlu dilakukan untuk memahami nasionalisme lokal vis-
a-vis nasionalisme Indonesia.

Pertama, identitas. Seperti telah dikemukakan sebelum-
nya, secara sosiologis-antropologis, pembentukan identitas
keindonesiaan di atas identitas kesukubangsaan atau kedae-
rahan -baik itu keacehan, kepapuaan, atau identitas lainnya-
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tidak dengan sendirinya menghapuskan identitas kesukuan
yang bersangkutan karena setiap individu dapat mempunyai
lebih dari satu identitas sosial. Akan tetapi, pada praktiknya
seringkali salah satu identitas menjadi lebih penting untuk
suatu situasi tertentu. Pertanyaannya kemudian, kapan iden-
titas kedaerahan menjadi lebih penting dari identitas keindo-
nesiaan, atau sebaliknya, kapan identitas keindonesiaan bisa
menjadi lebih penting dari identitas kedaerahan? Perlu dicatat
bahwa situasi yang dimaksud di sini bukan situasi sosial sehari-
hari yang dihadapi setiap individu, melainkan situasi politik di
mana suatu komunitas mempunyai pilihan untuk memakai
identitas kedaerahannya atau identitas keindonesiaannya.

Kedua, kewilayahan. Persoalan ini adalah persoalan lama
yang tidak pernah terselesaikan karena perspektif yang dipa-
kai adalah pendekatan sentralistik dan security, sehingga upaya
untuk membuat batas-batas wilayah di dalam wilayah negara
Republik Indonesia dicurigai sebagai upaya untuk memisah-
kan diri atau membuat negara di dalam negara. Akan tetapi,
adalah suatu hal yang tidak dapat disangkal bahwa sebelum
negara Republik Indonesia berdiri, bahkan sebelum masuknya
kolonial Belanda, banyak daerah di Indonesia yang sudah
merupakan “sebuah negara”, lengkap dengan sistem peme-
rintahan sendiri, walaupun bentuknya masih sangat seder-
hana. Pengambil-alihan otoritas mereka oleh negara Republik
Indonesia tidak selalu melalui suatu kesepakatan, oleh karena
itu tidak mengherankan apabila ada dendam dan ketidakpuas-
an yang tersisa. Upaya untuk mendapatkan otonomi, muncul-
nya gerakan separatis, dan mengemukanya ide federalisme
menunjukkan bahwa sejarah daerah tidak pernah dilupakan
oleh mereka yang bersangkutan, terutama bila menyangkut
kejayaan masa lampau yang dibanggakan. Oleh karena itu,
diperlukan suatu framework legal baru yang tidak hanya meng-
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akomodasi kepemilikan wilayah individu, melainkan juga
‘kepemilikan wilayah komunal’ sebagai bagian dari kompro-
mi dan kompensasi sejarah, juga sebagai proses rekonsiliasi
antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Untuk itu, suatu
studi bidang hukum jangka panjang yang serius tentang hal
ini harus segera dilakukan.

Dengan kata lain, untuk tahap selanjutnya paling tidak ada
dua topik yang perlu diteliti secara lebih mendalam, yaitu (1)
Kaitan identitas Aceh/Papua dengan identitas keindonesiaan
dalam perbandingan dengan identitas komunitas lainnya, se-
perti Melayu-Riau, Dayak-Kalimantan dan Ambon-Maluku. (2)
Masalah penataan kewilayahan —dan tentu saja kewenangan-
dari segi hukum, terutama bagi komunitas-komunitas lokal
yang masih berbasiskan adat seperti Aceh, Papua®, Dayak dan
sebagainya. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa bukan hanya
kedua hal tersebut yang akan menentukan bangunan yang
disebut ‘nasionalisme Indonesia’ karena masih banyak faktor
lain yang perlu diperhitungkan, antara lain: perubahan sistem
pemerintahan Republik Indonesia yang lebih bisa mengako-
modasi variabel-variabel identitas dan kewilayahan sebagai
bagian dari kemajemukan bangsa Indonesia, dan bukan se-
bagai halangan atau gangguan bagi keutuhan negara. Dalam
hal ini konsep “representasi kultural” dan “hak-hak masyarakat
lokal” menjadi isu utama yang perlu dijabarkan lebih lanjut

42 Darihasil penelitian yang dilakukan oleh tim Sintese yang disponsori oleh UNDP,
Bappenas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk melihat “Sin-
tese Kapasitas Pembangunan Papua” (lihat http://www. undp.or.id/papua/docs/
synthese.pdf), dikatakan bahwa “[kJalau dianalogkan pembangunan dengan
penyerapan kebudayaan, maka ironisnya budaya tradisional Papua masih 80%
utuh, atau pengaruh budaya luar terhadap budaya tradisional Papua hampir
tidak berarti” (2006:7). Jika faktanya demikian, menurut tim ini, maka “perlu
dipertanyakan sistem dan pola perencanaan pembangunan yang keliru atau
penerapan yang salah?. Atau juga mungkin manusia Papua yang tidak ingin
maju?” (Ibid., hal. 7-8)
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ke dalam kerangka operasional yang melandasi studi tentang
“nasionalisme Indonesia”, dan keseluruhan alur pikir dari studi
ini dapat digambarkan sebagai skema 4.

Skema 4

Bangsa Indonesia

Kewilayahan Kemajemukan
— Masyarakat
Nasionalisme Indonesia

Indonesia Representasi
A Kultural

Hak-Hak
Masyarakat
Lokal

Sistem Pemerintahan ‘Negara’ J
Republik Indonesia

Alur pikir yang digambarkan di atas pada hakikatnya
merepresentasikan ‘bentuk ideal’ dari hubungan circular
masyarakat-bangsa-negara-rakyat yang terjalin dalam ide
“nasionalisme Indonesia”. Bagaimana kerangka kerja ini bisa
diaplikasikan adalah pertanyaan berikutnya yang perlu dicari
jawabannya dalam penelitian ke depan.
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Penutup

Oleh: Soewarsono, Thung Ju Lan, Tine Suartina

Hari ini kita selalu berbicara tentang transisi menuju Indo-
nesia yang demokratis sebagai bagian dari upaya mencipta-
kan “Indonesia pasca Orde Baru” yang tidak lagi otoriter. Akan
tetapi, persoalannya menjadi tidak sederhana ketika prosedur
demokratis juga dapat menyebabkan perpecahan Indonesia.
Oleh sebab itu, masalah persatuan nasional menjadi penting
untuk dibicarakan kembali, terutama kalau kita ingat bahwa,
seperti dikatakan oleh Robert Cribb (2001:62), “Revolusi In-
donesia mulai pada 1945, lebih dari setengah abad yang lalu.
Namun kita jangan menganggap remeh kekuatan gagasan na-
sional yang memotivasinya”, yaitu “untuk membangun suatu
negara integral di dalam batas-batas eks-Belanda” (lbid.).
Dengan kata lain, “mandeknya kemajuan materiil ... tidak be-
rarti Indonesia akan mengalami disintegrasi”, karena menurut
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Cribb, “[dlemokrasi bukanlah sesuatu yang penting dalam ga-
gasan Sukarno maupun Soeharto tentang modernitas”, yang
dalam analisanya merupakan gagasan dasar yang dikembang-
kan para pemimpin nasionalis Indonesia untuk menuju pada
cita-cita atau harapan tentang “pembangunan dan kesejahte-
raan Indonesia” pasca kolonial Belanda (Ibid.).

Demokrasi, dalam pandangan Cribb, lebih merupakan
wujud keinginan orang Indonesia di ambang abad ke-21 ini
untuk “berperan lebih besar dalam kehidupan politik” (Ibid.).
Oleh karena itu, menurut Cribb, yang harus dilakukan oleh
orang Indonesia adalah mempertanyakan “apakah sudah wak-
tunya untuk merumuskan kembali modernitas: untuk mem-
buat negara ...[Indonesial... yang sudah bersatu dan ... sedang
berkembang, benar-benar demokratis”?, bukan “membubar-
kan Indonesia” (Ibid.). Untuk itu, bagi Cribb, pembahasan ten-
tang “kemungkinan atau ketidakmungkinan perubahan masa
depan”, harus dicari di “dalam Orde Baru baik jati diri maupun
kinerjanya”, bukan di masa lampau yang jauh (lbid., hal. 64),
dan pembahasan kami di Bab Il dan Il merupakan bagian dari
upaya pencarian tersebut.

Penting untuk diketahui bahwa, sebagaimana dijelaskan
oleh Cribb (2001:62), kalau bagi Sukarno dan rekan kaum na-
sionalisnya, “modernitas negara Indonesia mengharuskan ke-
satuan: satu bangsa di dalam satu nusa yang memakai satu
bahasa, yang menggemakan Sumpah Pemuda 1928 dan lagu
yang ditulis baginya ‘Indonesia Raya’, yang telah dijadikan
lagu kebangsaan nasional”, maka untuk Soeharto dan rekan
jenderal serta teknokratnya, “modernitas suatu Indonesia yang
sudah bersatu membutuhkan pembangunan: Janji Orde Baru
akan suatu kehidupan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia”.
Dalam hal ini Soeharto beserta “rekan-rekan”nya itu mengang-



gap diri mereka sebagai “pragmatis rasional yang ... mengakhiri
untuk selamanya keterpesonaan bangsa Indonesia [di bawah
Soekarno] terhadap ideologi” yang “membangkitkan gerak
hati primitif dan berbahaya yang tak terhindarkan menuju
ke konflik sosial dan .. [bisa] ..membelotkan rakyat Indonesia
dari persatuan yang dibutuhkan kalau mau meraih moderni-
tas” (Ibid., hal. 57). Untuk memastikan agar konflik ideologis
tidak lagi “mengkhianati janji developmentalis”, Soeharto -se-
perti dikatakan oleh Cribb- “membangun di atas puing-puing
Demokrasi Terpimpin [Soekarno] suatu ‘Demokrasi Pancasila’
yang otoriter dengan angkatan bersenjata terletak pada inti-
nya” (Ibid.). Sejalan dengan itu mereka juga “merumuskan
modernitas “bukan sebagai suatu hasil utopis melainkan se-
bagai tujuan langkah-langkah yang inkremental dan praktis:
menstabilkan harga, memperbaiki prasarana fisik, membuat
pertanian lebih produktis, mendorong industri, memperluas
lapangan kerja, memperbaiki pendidikan dan meningkatkan
penghasilan per kapita” (Ibid., hal. 57).

Walaupun, seperti disampaikan oleh Cribb, Orde Baru
yang developmentalis mencapai hasil yang luar biasa” di mana
“modernisasi perekonomian Indonesia berlangsung dengan
cepat dan dramatis”, ia “tidak menjadikan Indonesia kebal
terhadap fragmentasi”, sebagaimana yang terlihat dari upaya
pemisahan diri yang eksplisit dari Timor Timur, Irian Jaya dan
Aceh (Ibid., hal. 56-59). Apakah ini artinya bahwa, seperti yang
diasumsikan oleh Cribb, “Indonesia hampir terlambat berpe-
gang pada nasionalisme multi-etnis dan trans-religius”?.

Ini adalah pertanyaan yang masih perlu kita cari jawaban-
nya, dan pertanyaan ini sejalan dengan alur pikir yang kami ke-
mukakan di bab IV tentang ‘bentuk ideal’ dari hubungan circu-
lar masyarakat-bangsa-negara-rakyat yang terjalin dalam ide
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“nasionalisme Indonesia” atau lebih tepatnya: korelasi interak-
tif antara konsep ‘bangsa Indonesia’ dengan fakta 'kemajemu-
kan masyarakat Indonesia’ serta ide ‘nasionalisme Indonesia’
dan ‘sistem pemerintahan negara Republik Indonesia’ melalui
variabel ‘identitas’ dan ‘kewilayahan’ yang dibungkus oleh isu
‘representasi kultural’ dan ‘hak-hak masyarakat lokal’.

Walaupun kasus yang dikemukakan oleh Adriana Kemp
(2004) tentang orang Palestina di Israel tidaklah bisa diban-
dingkan sepenuhnya dengan kondisi kelompok-kelompok
minoritas lokal di Indonesia, termasuk orang Papua, namun
menarik sekali untuk mengikuti idenya tentang “trapped mi-
norities”, yaitu “minorities who are entrapped in between the in-
congruent demarcation lines of state control and ethnocultural
belonging” (hal. 74), dan menerapkan untuk kasus Indonesia.
Menurut Kemp, “trapped minorities call into question the dual
normative role attributed to borders by western statecraft as tools
aimed at distinguishing between ‘internal’ and ‘external’ spheres
of action, creating external distinction and at the same time inter-
nal homogeneity, not of space and territory as such but mainly of
what becomes a territorialized population” (lbid.).

Sepertinya keterpisahan orang Papua yang berada di
bawah kontrol Indonesia dengan orang Papua yang berada di
Papua Nugini (PNG) kurang lebih mirip dengan yang dialami
oleh orang Palestina yang berada di Israel dalam hubungan-
nya dengan orang Palestina yang ada di luar Israel karena
keterpisahan tersebut disebabkan oleh adanya batas-batas
wilayah yang dibuat oleh ‘negara modern’, suatu konsep yang
diperkenalkan peradaban Barat sebagai alat untuk membe-
dakan wilayah ‘internal’ dan ‘eksternal’ bagi penduduk yang
diteritorialisasikannya. Mengikuti penjelasan Kemp, kita bisa
mengatakan bahwa mereka baik orang Palestina di Israel, mau-
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pun orang Papua di Indonesia pada waktu yang sama menjadi
“warga negara” di bawah kekuasaan negara, dan juga dikeluar-
kan dari katagori tersebut sebagai ‘orang asing’ dalam kebersa-
maan nasional, sebagai akibat dari tujuan ‘nasional’ kelompok
etnis dominan yang diikuti oleh keterpakuan negara pada isu
manajemen dan pengawasan penduduk (Ibid.). Dengan kata
lain, mereka menjadi “populasi yang dietnisasikan” dan pada
waktu yang sama sebagai “subjek modernis dari administrasi
negara” (Ibid.), karena untuk kasus orang Papua, mereka yang
termasuk kelompok Melanesia ini menjadi warganegara yang
berbeda dengan warga negara Indonesia lainnya yang dika-
tagorikan sebagai kelompok Polynesia.

Hasil penelitian kami telah berbicara tentang hal ini, yaitu
tentang orang Papua yang menyimpan rasa ‘bukan bagian
dari bangsa Indonesia’ akibat konsepsi nasionalisme Indone-
sia yang lebih mengutamakan teritori sehingga Papua cen-
derung dilihat hanya sebagai “wilayah yang telah dipersatukan
pada masa Majapahit ke dalam “negara Nusantara”, sehingga
perlu direbut kembali dari “penjajah” Belanda (lihat Soewar-
sono 2007). Dalam kerangka berpikir yang demikian, hak-hak
perwakilan masyarakat Papua sebagai bagian dari hak-hak
pendukung cita-cita nasional menuju ‘negara-bangsa indone-
sia yang demokratis dan sejahtera’ tentu saja tidak dikenal, se-
hingga tuduhan adanya pengabaian hak-hak sosial politik dan
ekonomi rakyat Papua sebagaimana diklaim oleh wakil-wakil
Papua hari ini menjadi “valid” dan sulit dibantah (Ibid.). Arti
nya, posisi orang Papua dalam hal ini sama dengan posisi orang
Palestina di Israel yang tidak menikmati hak yang sama de-
ngan orang Yahudi, walaupun secara resmi mereka diberikan
hak yang sama, dan hal ini dikarenakan adanya "kewargane-
garaan yang terstratifikasi”, yaitu kewarganegaraan orang Pa-
lestina “disisipkan” dalam rezim kewarganegaraan di Israel, se-
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hingga di Israel terdapat dua macam kewarganegaraan, yakni
“kewarganegaraan republik” untuk orang Yahudi dan “kewar-
ganegaraan liberal” untuk orang Palestina. Kewarganegaraan
orang Papua pun pada hakikatnya merupakan ‘sisipan’ yang
ditambahkan ketika Papua dibebaskan dan disatukan dengan
Indonesia pada tahun 1962, karena mereka diberikan kewar-
ganegaraan oleh ‘negara’ yang mungkin tujuan didirikannya
pun tidak mereka pahami sepenuhnya. Oleh sebab itu, seperti
yang ditanyakan Kemp untuk kasus Israel, kita juga bisa me-
nanyakan hal yang sama untuk Indonesia: “[wjhy did the state,
from its earlier stages of state building, adopt the language of
territorial homogenization and universalized citizenship to enact
its laws? And why did it ground its endeavor to ‘internal pacifica-
tion’ on bureaucratic and administrative mechanisms that spoke
about population, territory, and efficiency of management, while
it was so clear that ethnicity, nationalism, and segregation were
at stake?” (Ibid., hal. 79). Dua pertanyaan utama inilah yang
akan menjadi penggerak utama dari keseluruhan proses pe-
nelitian kami.

Untuk kasus Aceh, sebagaimana dijelaskan di Bab IV, per-
soalan nasionalisme antara ‘negara Indonesia’ dengan Aceh
tidak persis sama dengan persoalan nasionalisme Papua de-
ngan ‘negara Indonesia’, terutama karena 'nasionalisme Pa-
pua’ tidak tampak secara gamblang, sebagaimana yang bisa
kita lihat dalam kasus Aceh. Kalau kita memakai penjelasan Joel
S. Migdal (2004) tentang Mental Maps and Virtual Checkpoints
untuk menjelaskan 'nasionalisme Aceh’ vis-a-vis ‘nasionalisme
Indonesia’, jelas bahwa batas-batas Aceh sebagai sebuah grup
sosial sebagaimana juga batas-batas Indonesia sebagai suatu
negara dikonstruksi dan dipertahankan oleh apa yang disebut
Migdal sebagai “people mental maps, which divide home from
alien territory, the included from the excluded, the familiar from



Penutup I 123

the other” (hal. 7). Fungsinya adalah untuk "establish and main-
tain the attachment of people to one another”, akan tetapi de-
ngan cara itu mereka juga “mark the separation between groups”
(Ibid.). Menurut Migdal:

”...[since] ... boundaries have been built and maintained
by what people do and think, both through the prac-
tices at virtual checkpoints and through mental maps,...
[so]... boundatries... [are]... more than simply dividers of
spaces occupied by states... Social groupings have their
own boundaries, virtual checkpoints, and mental maps
marking them off from other groupings. The bounda-
ries of social groupings have their own spatial logic. That
is, social groups, too, have territorial dimensions (usually
physical, sometimes virtual), quite apart from state bor-
ders... And the mental map of its boundaries, including
its territorial reach as well as who is in the group and
who is outside, can be firmly embedded in its members’
imagination and in the minds of border guards, custom-
ers, competitors, and others” (Ibid.).

Artinya, batas-batas mempunyai arti bagi individu-indi-
vidu terkait, dan setiap orang, termasuk orang Aceh, tergan-
tung pada “checkpoints” dan “markers” seperti warna kulit,
untuk menavigasi kehidupan sehari-hari. Mereka memakai
tanda-tanda itu sebagai pedoman dalam berhubungan de-
ngan orang-orang lain. Dengan cara itu yang bersangkutan
memperkuat perasaannya terhadap batas-batas dari pe-
ngelompokan sosial karena tanda-tanda tersebut membantu
memisahkan mereka-mereka yang dirasa aman dan mereka-
mereka yang bisa diharapkan bertingkah laku tertentu untuk
menjadi bagian dari kelompok sosialnya yang tidak mencakup
orang-orang lainnya yang tidak lolos seleksi tanda-tanda tadi.
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Dengan kata lain, perasaan aman selalu didasarkan pada tan-
da-tanda tersebut, yang pada praktiknya juga selalu berada
dalam lingkaran tak terputuskan, karena selalu diperguna-
kan terlepas dari dimensi ruang dan waktu. Walaupun tanda-
tanda batas yang dipergunakan berbeda, mental maps and
checkpoints yang dibuat untuk keindonesiaan juga mengikuti
proses yang sama seperti mental maps and checkpoints untuk
keacehan.

Keteraturan ini yang kemudian membuat batas-batas itu
sepertinya permanen, walaupun pada praktiknya selalu ada
benturan antar batas-batas, baik antara batas-batas negara
dan batas-batas suatu kelompok sosial [yang disebut oleh
Migdal sebagai “the state-society divide” (Ibid., hal. 18)], atau-
pun di antara kelompok-kelompok sosial itu sendiri. Oleh ka-
rena itu, batas-batas tersebut pada kenyataannya tidak pernah
tetap karena berubah mengikuti pertarungan dan negosiasi
yang terjadi di antara entitas-entitas tersebut. Begitu juga
dengan batas-batas sosial orang Aceh yang berbenturan de-
ngan batas-batas negara Indonesia akan mengalami perubah-
an sesuai dengan pilihan yang bersangkutan: kepada siapa
mereka akan menyerahkan kesetiaannya. Menurut Migdal, hal
ini terjadi karena batas-batas merupakan “hybrid sites where
the reciprocal ties between the social and cultural definition of
belonging to a nation and the bureaucratic regulation of belong-
ing to a state - ties that form the very basis of modern citizenship
- are worked out and written out in space” (Ibid., hal. 16). Bahkan,
penguatan “subject’s loyalty to the state” berasal dari “efforts by
state leaders to merge status (citizen) and identity (national)”
sebagai upaya untuk memberikan pesan kepada masyarakat
bahwa "the state and the society are indistinguishable in purpose,
ifnot in form” (Ibid., hal. 19), walaupun pada kenyataannya kita
melihat adanya “paradox of the state’s being simultaneously a
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part of society and apart from society” (Ibid., hal. 18).

Sintesa antara masyarakat dan negara inilah yang ingin di-
capai oleh ideologi dan gerakan nasional, dan Lawson menye-
butnya sebagai “nation-state fusion” (Ibid., hal. 20), meskipun
pada akhirnya terjadi lagi kontradiksi antara imej dan praktik,
antara tujuan dan hasil, antara retorik dan aksi. Hal ini juga
yang dapat kita amati dalam hal ‘nasionalisme Indonesia’ dan'
'negara-bangsa Indonesia’. Namun demikian, seperti dikatakan
oleh Migdal, “the state remains at the center of the vortex” (Ibid.,
hal. 22), sehingga tidak mengherankan kalau perdebatan yang
terjadi di kalangan ilmuwan sosial, seperti yang diamati oleh
Migdal, masih tentang negara dan batas-batas yang dibuat-
nya: apakah di dunia yang semakin global ini batas-batas ne-
gara tidak lagi relevan? Ataukah, negara masih merupakan “the
ultimate purveyor of people’s status and identity - citizenship and
nationhood”? (lbid., hal. 22-23)

la sendiri tidak setuju dengan kedua perspektif tersebut,
karena baginya, dunia ini mempunyai berbagai macam batas-
batas yang saling tumpang-tindih satu sama lain dan batas-ba-
tas itu menghasilkan sejumlah “mental maps” yang pada tahap
berikutnya menimbulkan “many different forms of belonging”
(Ibid., hal. 23), sehingga setiap orang “often caught in a swirl
of contradictory forces - or vectors ... [which]... each maintain-
ing powerful sanctions and rewards” (Ibid.). Karena itu, menurut
Migdal, setiap orang mengakomodasikan “multiple boundaries
and multiple senses of belonging, even ones with radically differ-
ent principles underlying their practices” (Ibid.).

Pendapat Migdal ini masih harus dibuktikan untuk ka-
sus Aceh karena sepertinya upaya untuk mengakomodasi-
kan multiple boundaries and multiple senses of belonging yang
mencakup”keacehan dan keindonesiaan” belum dilakukan
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oleh mereka yang bersangkutan, karena yang terjadi masih
‘either one’ atau memilih salah satu. Sepertinya yang terjadi,
terutama dalam kasus nasionalisme Aceh versus nasional-
isme Indonesia adalah, sebagaimana dikatakan oleh Migdal,
"Contradictory mental maps and checkpoints can tear people
in different directions. Varying systems of status hit up against
one another, forcing people to create a hierarchy inducing them
to choose which boundaries, principles, and practices to submit
to and which to violate (with all the attendant consequences)”
(Ibid., hal. 23).

Kalau demikian adanya, barangkali kita perlu mengikuti
nasihat Migdal untuk melihat situasi yang terjadi sebagai, “the
sites of social struggle and social change” (Ibid.) yang bisa mem-
bawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang
“varying systems of status” di dalam proses (re)konstruksi ke-
acehan dan keindonesiaan yang memaksa individu yang ber-
sangkutan untuk memilih. Oleh karena itu, pertanyaan yang
harus kita ajukan di penelitian mendatang tidak hanya tentang
“why did the state, from its earlier stages of state building, adopt
the language of territorial homogenization and universalized citi-
zenship to enact its laws? And why did it ground its endeavor to
‘internal pacification’ on bureaucratic and administrative mecha-
nisms that spoke about population, territory, and efficiency of
management, while it was so clear that ethnicity, nationalism,
and segregation were at stake?”, melainkan juga tentang “what
are the sites and practices that constitute people’s vitual check-
points? Which mental maps and checkpoints will prevail, which
will take precedence”? Dengan kata lain, kita perlu mempelajari
“struggles over the construction of groups at moments when old
boundaries, mental maps, and virtual checkpoints are being chal-
lenged” (Ibid., hal. 12), baik dalam hal keacehan maupun dalam
hal keindonesiaan.
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Glosarium

| A handful of travelers: Segelintir wisatawan

A history in the making : Sejarah pembuatan

A province, a national or a state : Sebuah propinsi, sebuah
nasional atau sebuah negara

Abstraksi : metode untuk mendapatkan kepastian hukum

2 atau pengertian melalui penyaringan thd gejala atau
peristiwa

Adat : wujud gagasan kebudayaan yg terdiri atas nilai-nilai
budaya, norma, hukum, dan aturan yg satu dng lainnya
berkaitan menjadi suatu sistem

Administrative : secara administrasi; bersangkut-paut
(berkaitan) dng administrasi

Akademis : mengenai (berhubungan dng) akademi

Alokasi : penentuan penggunaan sumber

daya secara matematis (msl tt tenaga kerja, mesin, dan
perlengkapan) demi pencapaian hasil yg optimal

An identity crisis : Krisis identitas

’ Antitesis ; pertentangan yg benar-benar

| Antropologis : menurut antropologi; sesuai antropologi

Argument normative : argumen normatif

Argumentasi : alasan untuk memperkuat atau menolak suatu
pendapat, pendirian, atau gagasan

Aset : modal; kekayaan

Aspirasi : harapan dan tujuan untuk keberhasilan pd masa yg
akan datang

Asymmetrical : asimetris

Authoritarian : otoriter

Bargaining : penawaran

Berorasi : berpidato; berkhotbah

Bilingualism : bilingualisme

Center periphery : pusat pinggiran

Check points : titik periksa

Circular : bundar
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Civil society : Masyarakat sipil

Colonial nasionalism : Nasionalisme kolonial

Colonial school system : Sistem sekolah kolonial

Consensus : konsensus

Core :inti

Creations : kreasi

Critical juncture : titik kritis

Declaration : pernyataan

Demokrasi : (bentuk atau sistem) pemerintahan yg seluruh
rakyatnya turut serta memerintah dng perantaraan
wakilnya

Demokratis : bersifat demokrasi; berciri demokrasi

Dense : padat

Desentralisasi : sistem pemerintahan yg lebih banyak mem-
berikan kekuasaan kpd pemerintah daerah

Dialek : variasi bahasa yg berbeda-beda menurut pemakai
(msl bahasa dr suatu daerah tertentu, kelompok sosial
tertentu, atau kurun waktu tertentu)

Dialektika : hal berbahasa dan bernalar dng dialog sbg cara
untuk menyelidiki suatu masalah

Dimensi : ukuran (panjang, lebar, tinggi, |uas dsb); matra

Direct rule : aturan langsung

Discourse : ceramah

Disintegrasi : keadaan tidak bersatu padu; keadaan terpecah
belah; hilangnya keutuhan atau persatuan; perpecahan

Diskriminasi : pembedaan perlakuan thd sesama warga ne-
gara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku ekono-
mi, agama, dsb) ’

Distribusi : penyaluran (pembagian, pengiriman) kpd bebera-
pa orang atau ke beberapa tempat

Egaliter : bersifat sama; sederajat

Eksekutif : berkenaan dng pengurusan (pengelolaan, peme-
rintahan) atau penyelenggaraan sesuatu

Eksistensial : keberadaan
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Ekspansi : perluasan wilayah suatu negara dng menduduki
(sebagian atau seluruhnya) wilayah negara lain; perlua-
san daerah

Eksplisit : gamblang, tegas, terus terang, tidak berbelit-belit
(sehingga orang dapat menangkap maksudnya dng
mudah dan tidak mempunyai gambaran yg kabur atau
salah mengenai berita, keputusan, pidato, dsb)

Elemen: bagian (yg penting, yg dibutuhkan)

Equally : sama

Establish :mendirikan

Etnik : bertalian dng kelompok sosial dl sistem sosial atau ke-
budayaan yg mempunyai arti atau kedudukan tertentu
krn keturunan, adat, agama, bahasa, dsb; etnis

Etnis : lihat etnik

Etnologis :Berdasarkan(bersifat, secara) etologi

Exclusion : pengecualian

Existersial : Eksistensial

Fabrication/falsity : Pembuatan

Fasisme : prinsip atau paham golongan nasionalis ekstrem yg
menganjurkan pemerintahan otoriter

Federal : berpemerintahan sipil yg beberapa negara bagian
membentuk kesatuan dan setiap negara bagian
memiliki kebebasan dl mengurus persoalan di dl nege-
rinya

Filologis : Mengenai atau berdasarkan secara filologi

Fragmentasi : pencuplikan (cerita dsb)

Frame work ; Kerangka kerja

Frase : gabungan dua kata atau lebih yg bersifat nonpredikatif

Fundamental :bersifat dasar (pokok); mendasar

Genealogy of power ; Silsilah kekuasaan

Global : secara umum dan keseluruhan; secara bulat secara
garis besar

History in the making :sejarah pembuatan

Host state : negara tuan rumah
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Identik : sama benar; tidak berbeda sedikit pun

Identitas : ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang; jati diri

Ideologi : paham, teori, dan tujuan yg merupakan satu pro-
gram sosial politik

Institusional : mengenai lembaga atau bersifat kelembagaan

Instrumentalist : Pemain musik

Integral : mengenai keseluruhannya; meliputi seluruh bagian
yg perlu untuk menjadikan lengkap; utuh; bulat

Integrasi: pembauran hingga menjadi kesatuan yg utuh atau
bulat

Interpretasi : pemberian kesan, pendapat, atau pandangan
teoretis thd sesuatu; tafsiran

Invasi : hal atau perbuatan memasuki wilayah negara lain dng
mengerahkan angkatan bersenjata dng maksud me-
nyerang atau menguasai negara tsb; penyerbuan ke dl
wilayah negara lain

Invention : penemuan

Jeda : waktu berhenti (mengaso) sebentar

Kapitalisme : sistem dan paham ekonomi (perekonomian)
yg modalnya (penanaman modalnya, kegiatan indus-
trinya) bersumber pd modal pribadi atau modal peru-
sahaan

Klise : gagasan (ungkapan) yg terlalu sering dipakai

Kolonialisme : paham tt penguasaan oleh suatu negara atas
daerah atau bangsa lain dng maksud untuk memper-
luas negara itu

Komite : sejumlah orang yg ditunjuk untuk melaksanakan
tugas tertentu (terutama dl hubungan dng pemerin-
tahan);

Komparasi : perbandingan

Kompleksitas : kerumitan; keruwetan

Komunis : penganut paham komunisme :

Komunitas :kelompok organisme (orang dsb) yg hidup dan
saling berinteraksi di dl daerah tertentu; masyarakat;
paguyuban
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Konkret : nyata

Konsensus : kesepakatan kata atau permufakatan bersama
(mengenai pendapat, pendirian, dsb) yg dicapai mela-
lui kebulatan suara

Konsepsi : pengertian; pendapat (paham)

Konsisten : tetap (tidak berubah-ubah); taat asas; ajek

Konsistituen : bagian yg penting

Konsistusi : segala ketentuan dan aturan tt ketatanegaraan
(undang-undang dasar dsb)

Konstruksi : susunan (model, tata letak) suatu bangunan

Kontemplasi : (jembatan, rumah, dsb)renungan dsb dng ke-
bulatan pikiran atau

Konstestasi : perhatian penuh

Korelasi : hubungan timbal balik atau sebab akibat

Koterminus : hubungan timbal balik atau sebab akibat

Krusial : gawat; genting

Legislatif : berwenang membuat undang-undang pernyataan
yg sah (menurut undang-undang atau sesuai dng
undang-undang);

Legitimasi : pengesahan

Liberalisme : aliran ketatanegaraan dan ekonomi yg mengh-
endaki demokrasi dan kebebasan pribadi untuk berusa-
ha dan berniaga (pemerintah tidak boleh turut campur)

Manipulasi : penggelapan; penyelewengan

Marginal : berhubungan dng batas (tepi); tidak terlalu me-
nguntungkan

Markers : spidol

Mekanisme : cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dsb)

Mercenary : Mata duitan

Mode of existence : Modus eksistensi

Moneter : mengenai, berhubungan dng uang atau keuangan

Moratorium : Penundaan

Nasionalisme : paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan
negara sendiri; sifat kenasionalan
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Nation state : Bangsa negara

National unity : Persatuan nasional

Nation building : Pembangunan bangsa

Observasi : peninjauan secara cermat

Otoritas : pendapat; pikiran; pendirian

Paradigma : kerangka berpikir

partisipasif : perihal turut berperan serta dl suatu kegiatan;
keikutsertaan; peran serta

pemekaran : proses, cara, perbuatan menjadikan bertambah
besar (luas, banyak, lebar, dsb):

penataan : proses, cara, perbuatan menata

penetration : Penetrasi

periphery : Keliling

perspektif : sudut pandang; pandangan

pilgrimages :Ziarah

pluralisme : keadaan masyarakat yg majemuk (bersangkutan
dng sistem sosial dan politiknya)

pluralitas : Kemajemukan

pragmatif : berkenaan dng negara, pemerintahan

proponents : Pendukung

referendum : penyerahan suatu masalah kpd orang banyak
supaya mereka yg menentukannya (jadi, tidak diputus-
kan oleh rapat atau oleh parlemen)

regulasi : Pengaturan .

rekonsiliasi : perbuatan memulihkan hubungan persahabatan
pd keadaan semula; perbuatan menyelesaikan perbe-
daan

representasi : Perwakilan

representative: Kerepresentatifan

resolusi :putusan atau kebulatan pendapat berupa per-
mintaan atau tuntutan yg ditetapkan oleh rapat
(musyawarah, sidang)

responsiveness : tanggap

restrukturisasi : penataan kembali (supaya struktur atau ta-
tanannya baik)
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revolusi : perubahan ketatanegaraan (pemerintahan atau
keadaan sosial) yg dilakukan dng kekerasan (spt dng
perlawanan bersenjata)

rezim : tata pemerintah negara; pemerintahan yg berkuasa

self determination : Penentuan nasib sendiri

sentralisasi : penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat
(daerah dsb) yg dianggap sbg pusat

sentralistik : Berorientasi ke pusat

separatisme : paham atau gerakan untuk memisahkan diri
(mendirikan negara sendiri)

sosiologis : mengenai sosiologi; menurut sosiologi

stabilitas : kemantapan; kestabilan; keseimbangan

stake holder : Pemegang saham

state : negara

substansi : watak yg sebenarnya dr sesuatu; isi; pokok; inti

supremasi : kekuasaan tertinggi (teratas)

simbol :lambang

tataran : tingkatan

the colonial state : Negara kolonial

the definition of self : Definisi diri

the hierarchys geography: Tingkatan geografi

the inlanders : Inlander

the journeys : Perjalanan

transisi : perpindahan

transformasi : tembus cahaya; tembus pandang;

transparan : bening (tt kaca)

valid : berlaku

voting : pemilihan suara terbanyak

wacana : satuan bahasa terlengkap yg direalisasikan dl ben-
tuk karangan atau laporan utuh, spt novel, buku, artikel,
pidato, atau khotbah

yuridis : menurut hukum; secara hukum
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